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RINGEASAN

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup vang baik
den sehat, serta berkewajiban memelihars lingkungsan hidup
dan mencegah serta menanggulangi kerusskan dan
pencemarannysa, maka barangsiapa merusak dan atan
mencemarkan lingkungan hidup dapst dikenskan sanksi. Hal
ini tegss-tegmss diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22
Undang-undang No.4 Tahun 1982.

Suatu peraturan tidak akan ada sartinva, tanpa
adanya pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur-
nys. Membicarakan mengenai pelaksanaan suatu peratursn
perundang-undangan sangst berksitan dengan membicaraksn
penegakan hukumnya. Penegskasn hukum merupsksn penerspan
secara nyata bunyl dari Passl-pasal tersebut dalam sustu
kasus konkrit.

Pada waktu ini kerussakan lingkungan hidup sering
kali disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum efek-
tif dan efisien. Oleh karens itu, [sasaran vpengelolasn
lingkungan hidup adalah terbentuknya sistem kelembagaan
vang lebih efisien dan efektif, mulsi dari tingkst pusat
sampal ke daerah, baik dalam lingkungan Pemerintah, dunia
usahs mauvpun organisssi masyarakat. Sasarsn ini mencskup
terbentuknys kelembagaan dalam sistem pembiayasan
lingkungan hidup, organisasi pelaksanaan dan pengswssan,
dan sistem informasi serta komunikasi sosialnya?l] Dengan
sizstem vpengelolaan yang efektif, diharspkan perén serta
masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup akan
meningkat. Peran serta masyarakat merupskan sszlah satu
syarat utama bagil keberhasilan usshs pengendslian dan
pelestarian lingkungan, namun demikisn persan serta masys-—
rakat mssih rendah. Rendahnya peran serta masyarakat
khususnysa pengusahs —industri sslsh sstunys disebsbkan
oleh lemahnya pengawasan. Kurangnys pengswaszan menyvebab-
kan pengusaha industri kurang memperhatiksan proses pem~
buangan limbah dari pabrik ysng dikelolanya./ Di samping
itu adanys kebijsksn dari Pemerintsh dalam menangani
pelanggar dengan mengutamakan pembinssn, dan pemulihan
lingkungan dari psads menjstuhkan ssanksi menyebabkan

elanggar meremehkan masslah pencemaran lingkungan.
(Eékurangtegasan Pemerintah ini sering disaslshgunakan
korporasi untuk melakukan pelanggaran)

Di samping itu rendahnys peran serta masyarakat ini
selain disehabkan lemahnya pengawasan, Jjugs karena masya-—
rakat bersat sebelsh delsm mempersepsi kejahstan terutanms
pads kejshatan-kejahatan warungan/konvensionsl saja, dsn
sangat langks pada kejahatan korporssi. .

Mengingsat persepsi magyarakat sdalah suatu
konstruksi sosial yaitu suatu gambsran vang diciptakan
oleh pelaku-pelakn sosial/andgota masyarakat terhsadap
fenomens tertentu atas sustu intersksi vang terjadi dalam
konteks tertentu, maka kejshatan atau bukan adalsh
melekat padsa orsng yang melihatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi
penting untuk menghkaji masalah persepsi masyarakat
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terhadap penegakan hukum lingkungan. Dalam kajian ini

diajukan dus permasalshan ysaitu tentang bagaimanas

persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum linghkungan

di Kotamadia Semarang dan bagaimsna pengaruh kondisi

struktnr politik, ekonomi, sosisl, budaya terhadsp

penegakan hukum lingkungan di Kotamadia Semarang.
enelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif,) Pendekatan kualitatif dipilih
karena melalui pendekatan ini diharapkan dapst dihasil-
kan dates deskriptif berupsa kata-kata tertulis atsu lessn
dari orang-orang dan perilaku yvang dismsti. Dalam hal ini
perilaku dari masyarakat korban, masyaraskst industri dan
aparat penegak hukum, yang berpersn dalam penvelesaisn
kasus pencemaran air ezﬁgai Babon Semarang.
Dari penelitianVierhadsp dua permssalahsn di atas,
tepnvata dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1./ Pengetahuan mnasyarakat korbasn mengdenai pencemsran
lingkungan sebagai salah satu bentuk kejahatan
diperoleh ketika mereks berinteraksi dengsn lingkungsn
nya,) vaitu ketika mereks memperoleh masukan dari PPL
dan Bsalsai Penelitian. Rangsangan vang diberiksn oleh
PPL dan Balai Penelitian menyebabkan korban melakukan
respon dan melaporkannya kepada instansi terksit.
Begitu juga pengetahuan mereka tentang penegaksn hukum
lingkungan Jjuga didapsat dari interasksinyas dengan
lingkungan, sewaktu melakukan perundingan dengan
aparal pemerintah dan wakil pengussha. Dari hasil
perundingan ini kemudisn mereks dapat memberikan
penilaian/menpersepsi bahws menurut mereka penegsakan
hukum lingkungan tidak mencerminksn keadilan melainkan
menguntunghkan perusahaan.

2. (Persepsi masyarakat industri terhadap kejahatan

ingkungan Jjusteru bervariasi,g)ada pengussha vyang
menganggar membuang 1limbah vang melebihi baku mutu
lingkungan disnggsp hkejahstan. Ads yang menganggsap
itu hal vyang biass, karens menurut mereka, kali
adalah tempat untuk membusng segsls macam kotoran.
Persepsi masyarskat industri terhadap penegakan hukum
lingkungan jugs bervariasi. Ads vang lebih menyvuksi
digselesaikan lewal Pengadilan, karena dengan begitu
mereks mendspatkan kepastisn mengenai kesalahsnnys,
Ada pula vang setuju dengan musyawsarah.

3./ Persepsi aparat penegak hakum/birokrat terhadsp
pencemaran lingkungan sangat bervariasifl

Pihak Pemda mengsnggap bahwa kasun pencemsran
lingkungan bukan sebagai kejshatan yang harus dikensas-

kan sanksi pidana, melsainksan masih ditolersnsi untuk’

diselesaikan dengan kebijakan pemerintah, melsalui dus
tahsp vyaitu tahsp pertams, pendataan dan anslisis
mengenai kegiatan usaha, dampak dan tingkat
pencemarannysa dan tahap kedus dimnlai dengan
penanganan senghketa kasusnva hkemudian dilanjutkan
dengan perbaikan sumber dsya alamnva. Penyvelesaian
sengketa kasusnya dilskukan dengan musyawarah antara
pihak korban atau wakilnva, pihak pengusaha satau
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wakilnys dan pemerintah sebagai mediator. Perbsikan
sumber daya alamnya dilakukan dengan memberiksn surat
peringatan atau penandstanganan Superkasih melslui
proyek Prokasih, kemudisn dilakuksn pemantauvan rutin.

Pihak Polisi, Jakss, Hakim setuju uantuk meng
gunakan sanksi pidansa asal perbuatannya betul-betul
terbukti mencemarksn, hanys sajs menurut mereka perlu
ada koordinasi antar instansi terkait, vang selama
ini koordinasi dalam pelimpahsn perksrs belum pernsh
dilaskukan.

4. Pengarnh ZXondisi struktur politik, =osial, ekonoemi,
budaya, terhadap penegakan hukum lingkungan di Kota-
madisa Semarang sangat bessr. Hal ini nampak dari tidak
adanya kemasuan yang sungguh-sungguh dari Pemda untuk
melimpahksn kssus pencemsran lingkungan ke Pengadilsn
atas dasar pertimbangan pembangunan, seperti memper-
luas lapangan kerjs, menambah pendapatan FPemda dan
sebagainya&f Oleh karensnys atas dasar ketentuan
Undang-undang No.5 Tahun 1974 yang menvatakasn bsahws
Walikotamadia adalah pengussa tunggal di daerashnya
maka Pemda Tingkat II Kotsmadis Semarang mengambil
Sikap untuk menyelessaikan kasus pencemsarsn lingkungsn
dengan konsep kemitraan.
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BAB I
PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Perkembangdan masyarakat pads dasawarsa terskhir
ini khususnysa sebagal pengsruh dari penggunaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, mendgambarkan terjadinva
perubahan masyarakat yang pesat dari masyarakat
agraris ke masysrakat industri. Industri menempati
posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan
merupakan motor penggerak bagi pembangunan.

Bagi Negara-negara berkembang, industri sangat
esensial untuk memperluas landassan pembangunan dan
menempati kebutuhan yang terus meningkat.l)

Banyak kebutuhan utama manusis hsnya bisa
dipenuhi oleh barang dan Jjasa yang disediskasn oleh
industri. Produk industri menjadi basis materisl
standar hidup masyarakat masa kini. Semua bangss
memerlukan dan berhak mencita-citskan basis industri
vang efisien untuk memenuhi kebutuhan vyang terus
berubah, namun demikian industri dan produk vang
dihasilkannya dapat berdampak nedatif pads bazis
éumber davas slam skibat proses pembuatannya maupun

akibat menipisnya sumber daya alam itu sendiri, oleh

karena itu di sebagian besar Negara kebijsksanaan-

1) Komisi Dunia Untuk Lingkungsn dan Pembangunsn, Hari
Depan Kita Bersama, Jakarta: PT Grsmedia, 1888, hal.282.
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kebijaksanaan lingkungan diarahkan untuk mendeteksi
gejala-gejala pertumbuhan industri ysng membshsayvakan.
Eebijaksanaan diarahkan padsa pembangunan dengan
memadukan produksi dendsn konservssi dan perbaikan
sumber davsa. Muncullsah gagasan pembangunan
berkesinambungsan vang mengintegrasi kebijaksanaan
linghkungan dan strategi pembangunan. ZKebijaksanasn-
kebijsksansan pembangunan yvang skan diambil sekarang
harus diperhitungkan dampaknya terhadap kebutuhsn
manusia dan aspiragsinyvs di masa depan.

Indonesis sebsagai Negsara berkembang menerspkan
gagasan pembangunan berkesinambungan ini dalam Garis-
garis Besar Haluan Hedarsa, mulai tahun 1873 hinggsa
GBHH sekarang GBHN 1993.

Dalam GBHE 1993 ditegaskan bahwa:

Hakikat pembangunan nasional adalah pem
bangunan manusisa Indonesia seutuhnya dan pem-
bangunsn masyarakat Indonesis seluruhnya, dengan
sasaran: hterciptanya kualitas manusia dan  kualitas
masyarakat Indonesias yang maju dan mandiri dalam
suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam
tats kehidupan masvarakat, bangsa, dan Negarsa
vang berdasarkan Pancasils dalam suasana kehidupan
bangsa Indonesis vang serba berkesinambungan dan
selaras dalam hubungan antara segams manusisa,
manusia dendan masyarakst, manusia dengan alsam
lingkungannya serts manusia dengan Tuhan Yang Mahs
Esa (Tap MPR HNo. II/MPR/1993).

Ini berarti pembangunsn tidak hanys mengejar
kemakmuran lahiriah atau kepuasan batinish sajsa,
melainkan keseimbandsan di antars keduanyva,

pemanfaatan sumber daya s&alam bagi peningkatan

kesejashtersan rakyat diupsayakan secara menyeluruh dan




terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta senantissa
memperhitungkan prinsip pembangunsn yang berkelanjutan
demi kepentingan generasi yang akan datang.

Kebijaksanaan yang telah diambil dalam GBHN ini
selanjutnysa dituanghkan dalam kebijaksanasn
Pembangunan Lima Tahun Ke Enam. Diantaranys adalah
bahwa: rembangunan lingkungan hidup bertujuan
meningkatkan mutu, memanfastksn sumber daya alam
secars berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan
lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan
kualitas lingkundan.

Hal ini bukan hanya menjadi perhatian bangsa
Indonesia saja, melainkan juga bangsa-bangsa di dunisa,
bahkan sehubungan dengan peranan dari pertumbuhan
industri serts kemsajusn ilmu dan teknologi, kongres
PRB  ke-7 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan
Pelanggar Hukum" jugs meminta perhatian khusus ter-
hadap masalah "“industrial crime" khususnys yang her-
hubungan dengan masalah: kesehatan dan kesejshtersan
masyarakat, kondisi para pekerja/buruh/ksryawan,
eksploitasi sumber-sumber alam dan lingkungan, dan
pelanggaran terhadap ketentuan/persysaratan barang dan
jasa bagi para konsumen. Untuk lebih jelasnysa, berikut
ini dikutipksn pernyatsan kongres ke-7 mengenzi perlu-
nva “protection against industrial erime” tersebut di

atas, ialah sebagai berikut:

“In view of the characteristic of
contemporary post industrial scciety and the role
played by scientific progress, special protection




against criminal negligence should be ensured in
matters pertaining to public health, labour
conditions, the exploitstion of nsatural resources
and the environmrnt and ghe provision of goods and
services to consumers" .2

Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjut-
kan dalam kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba.
Dalam dokumen kongres MNo. A/CONF.144/L/17 tentang
"Social aspects of crime prevention and criminal
Justice in the context of development”, antara lain
dinyatakan bahwa:

aspek-aspek sosial dari pembangunan merupaksn
faktor penting dalam mencapal tujuan strategi
penanggulangan kejahatan dan harus diberikan
prioritas paling utama (The social aspects of
development are an important factor in the schieve-
men of the objectives of the strategy for crime
prevention and criminsl Justice in the contexs of
developmnt and should be given higher priority
within the United Nstiong system);

Tujuasn pembangunan, pertumbuhan ekcnomi dan
kerjasama ekonomi internasional hendsaknya ditujukan
untuk menjamin hak-hak ssasi manusis untuk suatua
kehidupan vang bebas dari kelaparan, kemiskinan,
kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan
akan perang sertsa memberi kemungkinan bagi manusia
untuk hidup dalam linghkungan vang sehat (its strong
commitment to achleving & global consensus in
promoting international economic co-operstion, 1in
order to revitalize economic growth and promote
development, which would strive to ensure the basgic
rights of all human beings to a life free from
hunger, poverty, illiteracy, ignorance, disesse and
fear of war and to %%able mankind t¢ 1ife in =&
heslthy environment}.

2} Seventh United Nations Congress On The Prevention Of
Crime And The Treatment OF Offenders, tentang: ‘“Protection
against industrial Crime", WNew York: United Nations, 1986,

hal.$.
3) Kongres PBB ke-8, Dokumen A/CONF.144/1.17, hal.Z.




Pembangunan itu sendiri tidak bersifat
kriminogen, tetapi dspat menjadi demikian apabils
tidsk direncanakan secara rasional, mengabaikan
nilai-nilai budaya dan moral serta tidak mencakup
strategi perlindungan masyarakat yang integral.?’

Demikian pula dalam membicaraksn masalah ‘"New
perspectives and ceriminal justice and development"
juga dinyatakan bahwa: pembandgunan an sich tidsk
bertanggung Jawab terhadsp meningkatnya kejshatan.
Kejahatan, sebagsai penghambat dari pembsangunsn khusus-
nya karena disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang
tidak direncanakan dengan baik dan tidsk seimbang.5}

Pernyatasn serupa juga terlihat pads salsh satu
pertimbandan ‘“Milan Plan of Action"” hasil kongres PBB
ke-7, ialah sebagsi berikut:

Pembangunan bukan secara hakiki faktor
kriminoden khususnya apabila hasil-hasil pem-—
bangunan itu didistribusiksn secara merata ke

seluruh rakyat sehinggs menunjsng perbaikan selurunh
kondisi sosial; namuin pembangunan dapat meningkat-

4% Laporan komisi T, kongres PBB ke-8 tentasng: 'Crime
trend and crime prevention strategies”, yang menyatakan: the
correlation between development snd incressing criminality could
become such if it was not rationally planned, disregarded
cultural and moral values and did not include integrated social

defence strategies.

5} Lsporan komisi I, hkongres PBB  ke-B tentand: 'New
perspectives and criminal Justice and development”, vang
menyataksn: It was felt that development per se was not
responsible for the increase in crime. Crime, with its,
attendant costs to sociely, was geen not only as a hindrance to
development but slso, in some cases, as sconsequence of the
latter, particularly of unplanned or inadeguately planned
economic growth and social imbslances.
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dan tidak seimbang.s)

Atas dasar kebijsksanaan-kebijaksanaan tersebut
di atas, maka Lingkungan hidup vyang rusak atau
terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi adar
kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan
memberl manfaat bagi kesejahteraan masyarskat, ksarena
itu pembinsan dan penegskan hukum untuk mengurangi
terjadinya pencemaran lingkungsan perlu mendapat
perhatian.

Membicarakan mengenai penegakan hukum,
paling tidak ada empat dimensi yang dapsat mem—
pengaruhi kualitas penegakan hukum, vaitn di
samping Undang-undangnya secara Honkret Jjuga
melibatkan pelanggsr hukum, korban (masysrakst) dan
aparat penedak hukum, di dalam suatu hubungsn vang
bersifat intersaksi, vakni hubungan vyasng bersifat
saling mempengaruhi dan berlangsung dsalsm wadsah
struktur, politik, sosiﬁ%, ekonomi dan budsays pada
suatu situassi tertentu.

Adspun sturan hunkum vang dapat digunakan sebagsi
alat penegakannys vaitu Undang-undsang HKo. 4
Tahun 1882 tentang ketentuan Ketentuan Pokok
Pengelolasn Lingkungan Hidup. Sebagsai Undang-undang

vang berisi ketentuan-ketentuan pokok maka Undang-

undang Linghkungan Hidup memust asas dan prinsip pokok

B8) EKongres PBB ke-7, tentang: "Milan Plan of Action”,
vsng menyatskan: Development is not crominogenic per se,
especially where its fruits asre equitable distributed smong all
the peoples, thus contributing to the improvement of overall
social condition; however unbalanced or inadequately planned
development contributes to increasses of criminality.

7y 1.8 Sussnto, Pemahsman Kritis terhadap Realitas
Sosial, Majalah: Masalah-massalah Hukum No.9 Tahun 1982, hal.17.




bagi pengelolaan lingkungssn hidup, sehingga berfungsi

sebagsai payung (umbrella act)} bagi penyusunan

peraturan perundang-undangan vang telsh ada.

Ketentuan-ketentuan pokok tersebut adalah

sebagai berikut

1. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarisan
kemampuan lingkungan vang serasi dan seimbang untuk
menunjand pembandunan yang berkesinambungan bagi
peningkatan kesejahtersan manusia.

Sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup

sdalah:

8. tercapain?a keselarassan hubungan antars manusis
dengan lingkungsn hidup sebagai bagiasn tujuan
membangun manusia Indonesia seuntuhnya.

b. terkendalinys pemanfastan sumber daya secars
bijaksana.

c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina
lingkungan hidup.

d. terlskssnanys pembangunan berwswasan lingkungan
untuk kepentingan genersasi sekarang dan
mendatang.

e. terlindunéinya negara terhadap dampak kegilatan
diluar wilavah negars vang menyebabkan kerusakan
dan pencemaran lingkungan.

2. Setiap orang berhask atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungdan
hidup dan meﬁcegah serts menanggulangl kerusakan

dan pencemsrannya. Eelanjutan pokok ini adalsh




bahwa beban pencemaran dipertanggungjawabkan kepada
pihak pencemar. Sanksi hukum diterspkan kepadsa
mereka vang mencemarkan, dan di lain pihak
rangsangan moneter dapat diberikan kepada mereksa
untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan
pencemaran.

Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi 1lemah
vang usahanja diperkirskan telash merussk atau
mencemari lingkungan sehingga pengembangan
lingkungan hidup dapat berlangsung searah dengan
pemeratazan pembangunan.

Setiap orané mempunysai hak dan kewajiban untuk
berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat
tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan
lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan
dirinys sebﬁgai sarana untuk mengikutsertakan
sebanyak mungkin anggotas masyarakat dalam mencapsil
tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian pengelolzan lingkungsan hidup ingin
dicapsl dengan ikhtiar bersama, didorong oleh
kesadarsn diri masing-masing guna mengembangkan
lingkungsn hidup. Usshs mengembangkan lingkungdsn
hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan
terisolasi. Sebagsil anggota masyarakat dunia maka
iangksh usaﬁa di bidang 1lingkungan hidup harus
punya maknanya bagi kehidupan antar bangsa. Karena

itu dalam kehidupan antsr bangsa, dikembangkan pula




kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan
lingkungan hidup sesusgi dengan perkembangan

kesadaran lingkungan hidup umat manusisa.

5. Pengelolsasn lingkungsan hidup menuntut

dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan
sebagai ciri utamanva. Lingkungan hidup terdiri
dari tatanan kesatuan, dengan berbagai unsur
lingkungan vang ssling mempengarnhi, oleh ksrens
itu maksa pengelolasn lingkungan hidup memerlukan
keterpaduan  pelakssnaan di tingkat nasionsal,
koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di
daerah, sehinggs semua ini terkait secara mantap
dengan kebijaksanasan nasional pengelolsan
lingkungan hidup, dengsn kesatuan gerak dan langkah
mencapai tujﬁan pengelolsan lingkungan hidup.
Sehubungan dengan ketentuan pokok yang nomor dua
di atas vyaitu bshwa setliap orang berhak atas
lingkungan hidup vang baik dan sehat, serta
berkewajiban memelihars lingkungan hidup dan mencegsh
serta menanggulangi kerusskan dan pencemarannya maka
barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan
hidup dapat dikenakan sanksi. Hal ini tedas-tedas
diatur dalam pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor

4 tahun 1982 vang berbunyi:

Pasal 20: (1) Barangsiapa merusak dan atau
mencemarkan lingkungan hidup memikul tangdung Jjawab
dengan kewajiban membaysr ganti kerugian kepada
penderita vang telah dilanggsar haknysa atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Tats cara pengaduan oleh penderita, tata
cara penelitian oleh tim tentang bentuk, Jjenis, dan
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besarnys kerugian serta tata cars penuntutan ganti
kerugian distur dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Barandsiapa merusak dan atau mencemsrkan
lingkungan hidup memikul tanggung Jawab membavar
biaya pemulihan lingkungsn hidup kepada negara.

(4) Tata cara penetapan dan pembavaran biaya
pemualihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan
perundang-undangan.

Passl 22: (1) Barangsisps dengan sengaja
melakukan perbuatan ysng menyvebabksn rusaknya
lingkungan hidup &ataun tercemarnva lingkungan
hidup vang diatur dslsm Undang-Undang ini atau
Undang-Undang 1lain diancam pidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tzhun dan atau
dends sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,00 (Seratus
Juta rupish}.

(23 Barangsiapa ksrens kelalaiannya
melakukan perbustan yang menyebabkan rusaknya
lingkungan hidup atau tercemsarnys lingkungan hidup
yvang distur dalam Undang-Undang ini atau Undang-
Undang 1lain disncam pidans dengan pidans kurungan
selams-lamanya 1 (satu) tahosn dan satsau denda
sebanyak-banyaknysa Rp. 1.000.000,00 (satu Jjuta
rupiah).

(3) Perbuatan sebagasimana tersebut dalam sayat
(1l pssal ini adsalah kejahatan dan perbuatan
sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini
adalah pelanggaran.

Sustu peraturan tidak akan ads sartinya, tanpsa
adanya pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan vang
diaturnya. Membicarakan mengdenal pelaksanaan suatu
peraturan perundang-undangan sangdat berkaitan dendan
membicarahkan penedakan hukumnya. Penegakan hukum
merupakan penerapan secara nyata bunyi darl Pasal-
pasal tersebut di atas dsalam suatu kasus konkrit,

Padsa waktu ini kerusakan lingkungan hidup
seringkali disebabkan oleh sistem pengelolaan yang
belum efektif dan efisien. Oleh ksrena itu, sasaran
pengelolasan lingkungan hidup adalah terbentuknysa

sistem kelembagssn yang lebih efisien dan efektif,
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mulai dari tingkat pusst sampai ke daersh, baik dalanm
lingkungan Pemerintsh, dunia usahs maupun organisasi
masyarakat, Sasaran ini mencakup terbentuknys
kelembagaan dalam sistem pembiayaan lingkungsn hidup,
organisasi pelaksansan dan pengswasan, dsn sistenm
informasi serta komunikassi sosialnya. Dengan sistem
pengelolaan vyang efektif, diharapksan peran serta
masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup akan
meningkat.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu
syarat utama bagl keberhasilan ussaha pengendalisn dan
pelestarian linghungan. Namun demikian peran serta
masyvarskat, khususnya pengussha, boleh dikata masih
sangat rendah. Hal ini terbukti banyaknya kasus-
kasus lingkungan vang diberitakan nass medisa,
misalnya:

1. Dalam bulan Juli, Agustus dan September 1893, mass
media gencar seksli memberitakan kasus PT Barito
Paecifik, kasus PT Freeport, kasus PT Inti Indo
Rayon Utams, kasus PT Anugersh Langkat makmur,
kasus PT Alam Nusa Segar dan kasus PT Indah kiat

Pulp & Paper.s)

2. Tahun 1978 di Semarang, diberitaksan mengenal

pencemaran sawah dan tambak udang di dukuh Tapak

8) SKEPHI, Delspan Perusshaan Perusak Linghungsn &
Anatomi Masalah Linghungsn Hidup Indonesia, Jaksrta: SKEPHI,

1993, h=al.28
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vang melibatkan 8 perusahssan, bahkan sempat menjadi
isu nasional.

3. Bi Sursbava kasus pencemaran kali Brantas, dan
sebagainya.

Perusahsan-perusahaan ini bahkan disebut-sebut
secara implisit dan menjadi tema pokok dari berita
lingkungan di halamsn-halaman surst kabar. Berbagsai
surat ksbar, bsaik nasional msupun daerah, secara
bersama-sams mengangkatnya sebagal "Het Isswue ataw
Lead Issue"” mereka. Isu ini terangkat Jjelas karens
publik menuntut adanys suatu penyelessisn masalah dan
perubshan kebijsaksan untuk merespon kerusakan
lingkungan vsng dilakukan perussahaan-perusahaan ini.

Bahksn dalam penelitisn yang dilakukan SKEPHI

dipercleh data:

Bahws 84 pro=zen pelakua perusakan lingkungan
adalah perusshsan swasta, dan 16 prosen adalsh
Badan Usahse Milik Negara. Temuan lain vang
mengejutkan adslah bahwa 78 prosen BUMN di Tingkat
loksl maupun nasionsl 9,%usteru tidsk memiliki Unit

Pengolah Limbah (UPL}.

Kekurangsiapan pengusasha untuk menggunakan UPL
(Unit Pengolah Limbah) dan memasukkannya sebagai biaya
investasi dapat dimengerii, mengingsat bisya untuk
pembuatan UPL yang memenuhi syarat mencapal 10-25 #%
deri nilai total investasi. Di samping itu UPL Jjuga
harus dibasngun sejak awsl ketika suatu industri belum
mersih keuntungan apa-apa.

9) Ibid, hal.183
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Melihat semus kendala yang ads ditambah dengan
kurangnys pengawasan, menyebabkan kesempatan ini
sering digunakan pengusaha untuk tidak membangun
UPL &atau membangun UPL yang tidsk mememuhi syarat.
Keengganan pars pengusaha untuk membsngun UPL merupa-
kan indikator masih rendahnya kesadaran pengusaha
selama ini.

Rendahnya peran serta masysarakst khususnys
pengusaha industri ini salah satunya disebabkan oleh
lemahnya pengawasan. Rurangnva pengawasan. menyebabkan
pengusaha industri kurang memperhatikan proses pem-
buangsn limbah dari pabrik vang dikelolasnyvs sehinggs
menimbulkan keluhan/laporan dari masyarakat.
Setelah ada keluhan/laporan dari masyarskat biasanya
barulah penegakan hukum lingkungan bertindak. Padahsal
seharusnya tanpa menunggu keluhan/laporan dari
masyarakat, penegakan hukum lingkungan sudah dapat
berjalsn, hal ini disebabkan karena delik pencemaran
lingkungan bukan delik aduan.

Di mssmping itu adanyva semacam kebijaksanaan dari
Pemerintah dalam menangani pelangdar dengan
mengutamakan pembinaan, dan pemulihan lingkungan dari
padsa penjstuhan sanksi/penyvelessian kasusny=a
menyebabkan pelanggsr meremehkan masslah pencemsaran
lingkungan. Kekuranghtegasan Pemerintah ini sering
disalahgunakan korporasi untuk melakukan pelanggsaran.
Ini dapat dilihat dari hasil penelitian vyang pernsh

peneliti lakukan, yvaitu bahwa:
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Dalam kurun waktu berlskunya Undang-undang
No.4 Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1985 (sewaktu
peneliti melskukan penelitisn), belum pernah ads
satun kasus pencemaran lingkungan diselesaikan
lewat Pengadilan. Ironisnya dari dats vang
diperoleh dari Bapedslids pada Tshun 1884-Tshun 1985
terdapat 41 kasus pencemaran lingkungan yang sedang
dan telah ditangani. Ini membuktiksn bshws Lkasus
pencemaran lingkungan sebenarnva memang ada hanya
penanganannya leblh mengutamakan pada pembinaan
dari pada penjatuhan sanksi. Bahkan dari beheraps
pencemar nampak bshwa mereka yang termasuk daftar
dalam Tshun 1984 sampal saat sekarangpun (Tahun
1998 masih melakuksan pencemaran lingkungsn. ini
membuktikan bahwa pembinaan yang dilakuk%s ternyatsa
tidak mencapal sasaran vang dikehendaki. )

Kurang tanggapnyas Pemerintah dalam menangani
keluvhan/lsporan dari masyarakat Jjugsa merupakan
penyebab membandelnva pengusaha industri dan tidak
menghirankan laporan masyarskat, sehingga masyarakat
mengambil sikap main hakim sendiri. Hzl ini pernah
terjadi dari “"Kasus Bonanza" di daerah Kabupaten
Demak, dimasns wargs masyarakat melakukasn perusakan
terhadsp mesin-mesin psbrik. Hal ini dilakukan karena
pihak Pemerintsh Dgerah disnggap kurang tanggap
terhadsp laporan masyarakat.

Rurangnya keterbukaan dari pihsak Pemerintah
dalsm mensngsani kassus pencemaran lingkungan juga dapat
memicu warga mssyarakat melakukan main hakim sendiri.
Hal ini disebabkan karena warga masyarakat menduga

Pemerintah tidsk menvelesaikan kasusnva.

10 Erismiyarsi, Penegakan Hukum Terhadsp  Ketentuan
Perdata dan Ketentuan Fidana Dalam Undang-undsng Lingkungan
Hidup Di Kotamdia Semarang, Laporsn Penelitian Mata Rulish Hulum
Lingkungsn, Prog. 5.2 UNDIP, Tahun 1885, tidak dipublikasikan.
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Ini pernah terjadl sewaktu menvelesaikan kasus
pencemaran di Kslli Tapak dimana pihak perusahsan tidak
memberikan tangdapan atas keluhan masyarshkat setempat,
bahkan pernyataan yvang dibuat untuk menurunksn ksdar
limbah dan mewmbusat sistem pengolahsn limbah sampai
batas waktu yang disepaksati dalsm pernyatzan, tidak
jugs dilaknkan, sehingga warga masyarskat mualai
bergerak untuk melakuksn gZerakan boikot terhadap
rroduk-produk pabrik vang menyebabkan pencemaran Rali
Tapak tersebut. Kekhawstiran terhadsp nasib buruh
perusshaan tersebut, menyvebabkan Menteri EKLH mengirim-
kan surat tertanggal 15 April 1881,
Ho.B.862/Men/KLH/4/1931 Lkepsada Menteri Perindustrian
dan Menteri Tenagsa Kerja yang berisi permintaan kepada
kedus Menteri tersebut guna membentuk tim tripartite
sehubungan dengan pemboikotan pembelian barsng
industri vang mencemsrkan, yang mempunyal dampak pada
pengangguran dan situasi konflik lain. Dengan anjuran
tersebut, maka sebagsai lanjutan Deputi I
Bapedal/Asisten Menteri KLH mengirim sursat pada
tanggal 25 April 1991 kepsds Gubernur yang isinya
menyatakan akan membahas masalah pencemaran sungail
Tapak dengan Pemda setempat dan pengussha pabrik ysang
membuang limbahnya di sungai Tapak.

Kasus Rali Tapak ini merupakan kasus
lingkungan vang memegang rekor paling lama untuk
menemukan penyelesaiannya, yaitu setelah memakan
waktu selams 14 Tahun. Sebensrnya penduduk Tapak

tidak perlu menunggu terlalu lama (14 Tshun) untuk
penyelesaisn masalshnya sampal tuntas, apabila
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pihak Pemerintah Dsersh se%f§a menanggapi keluhan-
keluhan rakyst selsmsa ini.

Rendshnya peran serta masyarakat ini selain
disebabkan oleh lemahnya pengawasan, Jugs karena
masyarakat berat sebelah dalam mempersepsi Jenis
kejahatan. Masyvarskat hasnyva mempersepsi kejshatan
terutamsa pada kejahatan-kejshatan warungsn/
konvensional saja, dan sangat langks padsa kejahatan
korporasi. Mengenai hal ini pernah dilakukan
penelitian vang dipercleh dats sebsgai berikutb:

bahwa lebih dari 80 ¥ responden berpendapsat
kejahatan vang dipandang sangat merugikan terutama
berupa kejahatan warungan. Sementara kejahatan
white collar - dalam hal ini diantaranya berupa
kejahatan korporasi, pencemaran, pelanggara& hak
asasi manusia, dan kolusi - kurang dari 20 %. 23

Mengingat kejshatan adalsh konstruksi sosial
yaitu gambaran yvang diciptaksn oleh pelaku-pelaku
sosizl/anggota masvarskat terhadap fenomens tertentu
atas susztu intersksi vang terjadi dalam konteks ter-
tentu, maka kejahatan melekat pada persepsi orang vang
melihatnya. Apabila mereka sebagai korban kejahatan

lingkungan, tidak mempersepsinya sebagai kejahatan,

maka Lkeiszshatan tersebut tidak nampak olehnya sebagai

11y Tjipto Soeroso, dkk, Masalah Implementasi Sanksi
Hulm Terhsadsp Pelanggsran Norma Undsng-undang Lingkungan Hidup
Di Wilayah-wilayah Pengadilan Negeri Di Pulan Jawsa, Semarang:
Lemlit URDIP, 1993, h=al.40,

123 I S8 Susanto, dkk, Persepsi Mahasiswa Terhadsp
Masalah Kejahatan Dewasa ini, Semarsng: Lemlit UNDIP, 1983,
hal.24.
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kejahsatan. Akibatnya juga tidsk skan melaporkannyva ke
Polisi. Oleh karena tidak dilaporkan, maka
Polisi/Aparat Penegak Hukum juga tidak mempersepsinys
sebagal kejahatan =akibstnyas penegsaksan hukumnyapun
bersifat berat sebelsh, hanya kejahatan-kejahatan
vang dilaporkan ssaja vang ditangsni.

Di samplng penegakan hukun lingkungan
dipengasruhi oleh persepsi masvarakat (korbsn, penegsk
hukum, masyvarsksat industri}, penegskan hukum Juga
sangsat dipengaruhi oleh kondigsi-kondisi politik,
sosial, ekonomi, budaya, dan struktuar tempat dimana
hukum  itu berlaku, demikian sebaliknya. Hal ini

disebsbkan hkarena:

Dalasm keduduksnnya sebagai suwatu institusi
yvang melakuksn pengintegrasian terhadap proses-
proses vang berlangsung dalam masyarakat, hukum
menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi,
politik, dan budaya untuk Lkemudisn diolahnysa
menjadi keluaran~§§1uaran vang dikembalikan ke
dalam masyarakat.1

RKondisi-kondisi tersebut distas sangat menentu-
kan keberhasilan penegakan hukum. Kondisi-kondisi
struktur, politik, sosial, ekonomi, dan budaya vang
tidak mendukung akan menghambat pelaksanaan penegakan
hukum, vang akhirnya skan mempengaruhi persepsi
masyarakat. Hal ini disebabkan karena persepsi sangat

13) 1lihat teori sibernetika dari Talcott Parson, dalam
The Sccial Systems, Wew York: The Free Press, 18561, hal.4. lihat
juga dalam Satipto Rahsrdjo, Masalah Penegakan Huluun  Suvatu
Tinjauan Sosiclogis, Bandung: Sinar Baru, tt, hal.28. dan dalam
Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum,
Bandung: Sinasr Baru, 1984, hal.G62.
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dipengaruhl oleh pengetshuan sesecrang dalam menangkap
segala sesuatu vang ada di sekelilingnys, srtinys
pandangan atan persepsl orang tentang sesuatu
diperoleh melalui proses so=ial. Pengetahusn vyang
dimilikl setiap orang merupakan hasil pengalaman
sebagal seorang pribadi dalam lingkungan hidup
bergama orang lain.

0leh karens hkejahatan sebagali realitas sosial
merupskan hasil konstruksi, mska reslitas kejahatsn
dapat dikonstrunksikan dslam “wajafi"’ realitas vang
berbeda antaras orang yang satu dengan vang lsin. Hal
ini disebabkan karena dalam mengkonstruksikan tersebut
dipengarnhi oleh nilai-nilai, kepentingan-kepentingan,
dan tujuan-tujuan vyang dikehendaki orang yang meng-
konstruksikan.

Berdassarksn kenyatsan tersebut di atas, maka
peneliti merssa  perlua unkuk meneliti mengenai:
“Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum
Linghkungsan Di Rotamadia Semarang {(Kajian
Kriminologis)". Masslah persepsi masyarakat terhadap
penegsakan hukum lingkungan, ini perln diteliti
karena sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian
mengensi hal ini belum pernah dilakukan. Penelitian
masalah persepsi ini jugs perlu dilakukan mengingat
untuk memahami tingkah lakn manusis, tidak cukup hanvya
dengan melihat hal vang nampsk secara eksplisit,
melsinksn jugs harus melihat secars keseluruhan dalam
totzlitas konteksnya, vaitu dalam kerangks mskna vang

dipersepsi oleh manusia pelakunya.

T s L RS




B. Perumusan Masalah

Dari kesenjangan tersebut di atas, maka dapat

dirumusksan permasalshan sebsagail berikut:

1.

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan

hakum lingkungan di kotamadia Semarang?

Persepsi mesyvarshkat terhadsp kejahatan sangat
berpengaruh terhadap penegakan hukunm. Apabila
persepsi .masyarakat mengenati kejahatan berat
sebelsh, dalam arti vyang dianggdap kejahatan
terutams hanva kejahatan-kejahatan warungan/
konvensional sajs, dan sangat langka pada kejahatan
korporasi akibatnys maka penegakan hukumnyspun juga
berat sebelah yaitu hsnya kejshatan-kejahatan
warungan/konvensional saja vang ditangani.
Berdassarkan hal tersebut timbul beberapa sub
mesalah, ialah sebagai berikut:

s. Bagaimana persepsi masyarakat (korban) mengenai
kejahatan lingkungan dsn bagsimana persepsinya
terhadap penegakannya?

b. Bagaimana persepsi masyarakat industri mengenai
kejshatan lingkungan dan bagaimana persepsinya
terhadap penegakannya?

¢c. Bagaimans persepsi Polisi/penyidik dan Aparat
penegak hukum lasinnys (Bapedalda) mengensai
kejahatan lingkungan dan bagaimana persepsinya

terhadap penegakannya?
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2. Bagaimanakah pengaruh kondisi struktur politik,
sosial, ekonomi, budaysa, terhadsp penegakan hukum
lingkungsan di Kotamadia Semarang?

Di samping dipengaruhi oleh persepsi,
penegakan hukum Jjuga sangat dipendsaruhi oleh
kondisi-kondisi struktur, politik, sosial,
ekonomi, budayas tempst dimans hukum itu berlaku.
Apsbila kondisi-kondizi tersebut tidak mendukung,
maka dapsat menghambat pelaksanaan penegakan hukum.
Oleh karenanys perlu diketahui pengaruh kondisi
struktur politik, sosial, ekonomi, budaya,
terhadap penegaksn hukum lingkungan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan persepsi masyarakst terhadap
penegakan hukum lingkungan di Kotsmadlia Semarang.

2. Untuk menjelaskan pengaruh kondisi struktur
politik, sosial, ekonomi, budaya terhadap
penegaksn hukum linghkungan di Kotamadia Semarand.

Di samping itu tujuan teoritis dari penelitian
ini adalah ingin menggambarkan konsep kejshatan
sebagai realitas sosial yang berups konstruksi sosial
dsn mengevaluasi teori lsbeling melalui pendekatan
intersaksionis dan pendekatan konflik.

Sedangkan tujuan praktisnya adslah untuk memberi
masukan/sumbangan pemikiran dalam penyelesalan kasus-
kasus pencemaran lingkungan sesuai yang diinginkan
nasyarakst, selain itu penelitian ini juga bertujuan

untuk memberikan sumbsasngsn pemikiran dalam pembuatan/




revisi Undang-undang lingkungan di masa vang zakan

datang.

D. EKegunzaan Penelitian

Hasil penelitian ini dihsrspkan dapat memberikan

kegunaan sebagail berikut:

1.

2.

Kegunsasan teoritilk:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan bagil pengembangan ilmu

kriminologi, khususnya dalam proses bekerjanys

hukum.

Kegunasn praktis:

a. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
surbangsan pemikiran dalam mengambil
keputusan/kebijakan vang berkaitan dengan
bekerjanya hukum.

b. Bagi Masyarakst
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menumbuhkan dan meningkatkan pemberdayasan
masyarakat di dalam mengelols dan melestarikan
lingkungan dengan lebih baik dari sebelumnya,
dalanm ranghksa newujudkan pembangunan vang

berkesinambungan.
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E. RKerangks Pemikiran

Linghungan hidup vang rusak atau terganggu
keseimbangannys perlu direhabilitasi agar kembali
berfungsi sebagsal penyvangga kehidupan dan memberi
manfaat bagi Lkesejzhtersan masysraskat, karena itu
pembinsan dan penegakan hukum untuk mengurangi
terjadinyas pencemaran lingkungan perlu ditingkatkan.

Membicarakan mengenai penegskan hukum, tidak
lepas dari pembicarasan mengensal aturan hukum vang
dapat digunakan sebagal alat penegakannyva, vaitu
Undang-undang Nowmor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalsam Undang-undang NHomor 4 Tahun 1882 terdapat
Pazsal 20 dan Passal 22 yang mengatur fentang ketentuan
perdata dan ketentuan pidana bagi barangsispa vang
merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup.

Adapun vang dimsksud dengan pencemaran lingkungan
adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup/zat,
energi, dan atau komponen lsain ke dalam lingkungan dan
stan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegistan
manusia atau oleh proses alam, sehinggs hkualitas
linghkungan turun gsampai tinghkat tertentn vang
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak
berfungsi lagi sesuai dengsn peruntukannya (Pasal 1
butir 7). Sedangkan vang dimsksud dengan perusakan
linghungan sdalah tindakan yang menimbulkan perubshan
lsngsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat

Fizsik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan
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linghungan itw kurang atan tidak berfungsi lagi dalan
menunjang pembangunan berkesinambungan (Pasal 1
butir 8Y.

Penegakan hukum bidangnys inas seksli, tidsk
hanve bersasnghkut paut dengsan tindakan-tindakan apabilsa
sudah ada persasngkaan telsh adanya perbuastan melawan
hukum (tindakan represif) akan tetapl Juga menjags
kemungkinan akan terjadinys perbuatan melawan hukum
{(tindakan preventif).

Penegakan hukum vang bersifat preventif
berarti, pengawasan aktif dilakukan terhadap
kepatuhan terhadsp peraturan tanpa kejadian
langsung vang menvanghkut peristiwa konkrit yang
menimbulkasn ssanzkaan bahwa peraturan hukum telah
dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum
preventif adalah penyuluhan, pemantaunan dan
penggunsan kewsnangan yang sifatnya pengawasan
(pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan
sebagainya). Penegak hukum yang utama adalah
Pejabat/Aparat Pemerintah Dserah vyang berwenang
mencegah terjadinva pencemaran lingkungan.

Fenegakan hukum yang bergifat represif
dilakukan dalam hal ada perbustan vang melanggdar
peratursn, penindakan secara pidana umumnys selalu
menvustli pelanggaran peraturan dan biasanys tidak
dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut, untuk
menghindsri penindakan pidans secara berulang-ulang
pelaku (pencemari sendirilah vang harus menghenti-
kan keadasn itu. 4)

Di samping itu penegakan hukum lingkungan ber-
kaitan dengsan peraturan yang berlaku, vyang meliputil

tiga bidang hokum, yaitu administratif, perdata dan

pidanasa.

14) Siti Sundari Rangkuti, Kajian Terhadapr Peranghat
Hulum Pembangunan Berwawassn Linghkungan, Majalah: ANDAL, Jakar-
ts: SKREPP (Sehkretariat Kerjassms Relawsn Pengendalian Pencema-
ran), 1990, hal.l11.
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Dengan adanva ketentusn tentang sanksi
administratif yang terkait dengan sistem perijinan,
serta adanva ketentuasn tentang sanksi perdata
sebagaimana diatur dslam Pasal 20 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1982 dan adanya ketentuan pidans
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1982, maka seorang pencemar dan/atsau
perusak dapat menghadapi tiga gacam sanksi
seksligus, jadi bersifat kumulatif.l®

Hal ini distur lebih lanjut dalam Surat Edaran
Menteri KLH RI Wo.03/SE/HMENKLH/8/1987 tentang Prosedur
Penanggulangan Kasus Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup. Penegakan hukum dalam kasus
pencemaran dan atan perusskan lingkungan hidup menurut
surat edaran tersebut di atas, melibatkan Menteri
Dalam Megeri, HWenteri RKehakimszn, Menteri Negars
Kependudukan dan Lingkungsn Hidup, Jaksa Agung dan
Eepala Kepolisian.

Kelima Instansi Pemerintah di atss sepakat
menetapkan prosedur penanggulangan kasus pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Laporan dari penderita atau anggota masyarakat
tentang telash terisdinya pencemaran dan atau
perusakan lingkungan disampaikan kepada Aparat
Pemerintah Daerah, vang wajib dengan segers
meneruskannya kepada Bupati/Walikotamadia Kepala
Daerah Tingkat II dengan tembussn kepada Kepolisian
RI. Sedangkan untuk DKI Jakarta laporan disajukan
kepadsa Gubernur EKepals Daerah Xhusus Ibukota
Jakarta dengan tembusan kepada EKepolisian RI,
masing-masing vang membawahi wilayah lokasi
terjadinve pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup.

2. Bupati/Walikotamsdisa Kepala Dserah Tingkst 11
setelah menerims laporan tersebut segera

15 Koesnadi Hardjasoemsntri, Hukum Tata Lingkungan,
Yogyakarta: Gadjzh Mada University Press, 1994, hal.398.
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memberitahukan langkah tindak lanjut kepada
Kepoligian RI tentang telah diterimanya laporan
tersebut.

Setelah menerima laporan di satss, Bupzti/Walikota-
madias Kepals Daserah Tingkat I segera mengumpulkan
bahan/keterangan antara lain tentangd:

8. Kebenaran laporan tentang telah terjadinya
pencemaran lingkungan dan atau perusakan
lingkungan hidup;

b. Tingkat pencemasran dan atau perusakan lingkungan
hidup vang teriadi;

c. Sumber pencemaran dan atau perusskan lingkungan
hidup;

d. Perkirasan besarnys kerugian vang diderita akibat
terjadinya pencemaran dan atay perusskan
linghkungan;

e. Penilaian mengenai kemungkinan pencegahan kasus
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
secars musyawarah antara pihak yang dirugikan,
pihak vang merugikan dan Aparat Pemerintah vang
berwenang.

Bashan/ketersngasn di atas oleh:

a. Bupati/Walikotamadia Xepala Dserah Tingkat II
dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I denzan tembusan kepsada Kepolisian RI.

b. Gubernur Xepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
disampaikan kepada Kepolisian RI.

Berdessarkan bshan/keterangsn yang diterimanya dan
atau dari hasil penyelidikan sendiri, Kepolisian RI
melakukan penyidikan sesuail dengan peraturan
perundang-undangan yang berlsaku.

Berdsssrkan hasil penyidikan oleh ZXepolisian RI
dismbil langkah-langkah tuntutan hukum seguai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabils bahan/keterandan menvimpulkan telah

terjadinya pencemaran dan atau perusskan lingkungan

hidup, maka Bupati/Walikotamadia Dserah Tingkat II

melskukan segers upaya:

a. Penanggulangan pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup.

b. Penuntutsn bisya pemulihan lingkungan hidup
sesusi dengan perstursn perundang-undangan yang
berlaku.

Tindakan Bupati/Walikotamadia ini tidak menutup
kemungkinan diterapkannva sankai adminigbratif
menurut peraturan perundang-undangsn vang berlaknu,
seperti penghentisn sementara atau pencabutesn  ijin
vang bersangkutan.

TR
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9. T?n@akan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan
disjukannys gugatan perdats oleh pihsk vang
berkepentingan sesual dengsasn peraturan perundang-
undangan vang berishku.

Helihat prosedur vang diatur dalam Surat
Edaran Menteri HNegara KLH, di atas nampak bsahwa
penvelesaian kasus pencemarsn dan atau perusakan
linzgzkungan hidup dapat diselessaikan dengan cara

musyvawarah, penvelesaisn secara pidana, dan tidak

ditutup kemungkinan untuk mengajuksn gugatan perdata

maupun dikenakan sanksi administratif berupa
penghentian sementarzs atau pencabutan 1ijin vang
berzganghutan.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh peranan
masvarakat luas daslam mengidentifikasikan apa vang
menurut persepsi mereks sebagail kejahatan.

Dalam menpersepsikan sesuzatu perbustan
sebagai kejazhatan atau bukan, sangat dipengaruhil
oleh pengetshuan mereka tentang kejahatan, artinya
orang tidak akan memandang suatu kejadian sebagail
kejahatan apabila hal tertent% tersebut baginya
tidak nsmpak sebagai kejahatan. 62

Sementars ini orang cenderung menganggap sebagail
snatu kejshatan hanya kepads kejahstan—-kejahatan
vonvensional sajz dan sangat langka pada keJjahatan
white collar. Akibatnya penegskan hukumnyapun lebih
dipusathkan pada kejshatan-kejshatan konvensional,
untuk kejshatasn-kejshatan white collar, seperti halnya

18) 1.8 Susanto, Kejahatan White Collar dan Pembangunaii
Masyarakat Adil Makmur, Msjalsh: Masalah-masalsh Hukom No.3
Tahun 1991, hal.3.
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kejahatan lingkungsn ini penegsakannyva bergantung padsa
adanya laporan dari massyarakst. Apsbila masyaraksat
tidak melaporkan/tidak mempersepsikannya sebagal
kejzhatan, msaks penegak hukumpun Jjugs tidsak akan
mempersepsikannya sebagai kejahatan. Hal ini disebab-
kan karena kejshatan bukanlah kuslitas perbustan vang
telah dilskukan oleh seseorang, melainkan sebagail
akibat diterspkannya persturan dan sanksi oleh orang
1sin terhadsp =i pelanggar (Teori Labeling).

Kejshatan adalah merupakan perbusatan yvang oleh
orang-orang (Penegak Hukum, Masyarakat/korban) diberi-
han lahel demikisn, sehingga kejahatan adalah
merupakan hasil hubungan interaksi antara
pelanggar hukum, masyarskat (korban), dan penegak
hukum, vakni hubungan vang bersifat saling
mempengaruhi dan berlandsung dalam wadah struktur,
politik, sosial, ekonomi dan budaya pada susatu situasil
tertentn. Sesustu perbuatan dapat diksatakan sebagal
kejahsatan apsabila ada Pelanggdar yang melakukan per-
buatan (jahat), kemudian oleh Hasyarakat dilaporkan-
nvs, ke Penegak Hukum dan oleh Penegak Hukum diterapi
hukum/ssnksi. Apabila masyarakat tidak melapor maksa
tidak dapat disebut sebagsi kejahatan. Hal ini
disebabkan karena menurut aliran pemikiran kriminologi
kritis, kejshatan adalah suatu konstruksi sosial.
Keishatan dan penjshat bukanlah fenomensa yang berdiri
sendiri vang dapat diidentifikasikan dan dipelajari

csecars obyektif oleh ilmuwan sosial, sebsb dis ada
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hanya karena hal itu dinyataksn demikian oleh
"Masyarakat"”. Memahami Ffenomens sosisl, budaya, dan
tingkah lakuy manusia tidask cukup hanys dengan merekam
aps-apa yang nampak secars eksplisit, melainkan Jjugsa
harus melihstnya secara keseluruhan dalam £fotalitas
konteksnya.

Sikap dan tingkah laku manusis vang
diekspresikan secars eksplisit sesungguhnya merupakan
realitas vyang sifatnya subyektif-perseptif, sifainya
maknawi dan berada dalam diri manusis itu sendiri.
Sustu benda, waktn, tempst, kejadisn atan peristiwa
tidaklah memiliki makna di dalam dirinya sendiri
melainkan rdiberi makna oleh manusia vang
mempersepsinysa.

Mengenai proses terbentuknya persepsi dapat
diterangkan melslui salah satu teori psikologi vyang
dikensl dengan teori rangsangan-tanggapan atau
"stimulus-respon", vang dapat digambarkan sebagai

berikut:lT}

PENALARAN

-1 \/
/I
-

RANGSANGAN ——PERSEPSI ——; PENGENALAN —— TANGGAFPAN

~
~ —

. A
o /
PERASAAN

17y Bernard Hermessy, Pendapat Unmum, Jakasrts: Erlangga,
1989, hal.117-118.

o}




Tt
]

Persepsil merupakan bagian dari keseluruhsn proses vang
menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterspkan
kepada manusia. Persepsi (Perception) dapat
didefinisikan sebagai cars manusia menanghkap
rangsangan. Rognisi (Cognition) atau pengenalan adalah
cars manusia memberikan arti kepsds rangsangan.
Penalaran (Reason)} adalzah proses dengan mana
rangsangan dihubungksn dengsn rangsangan lainnya pada
tingkat pembentukan psikologis. Perasaan (feeling)
adalah konotasi emosional vang dihasilkan oleh
rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptunal.
Penegakan hukum dilaksanaksn oleh penegak hukum
yvang tidak lain adalah manusia. Dalam kenyvataan
kehidupan sehari-hari kehendak-kehendak hukum itu
dilakukan oleh manusia-manusia tadi. Apa vang
dikataksn dan dijaniikan oleh hukum pada sakhirnys akan
menjadi kenyataan di tangan mereka. Penegakan hukum
merupaksn fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh
tersebut. Para penegsk hukum sebagai kategori manusia
akan cenderung untuk memberikan penafsirannya sendiri
terhadap tugas-tugas yang harus dilsksanakannys sesusail
tingkat dsn jenis pendidikannys, kepribadiasnnya, dan
masih banyak lagi faktor-faktor lain vang
mempengaruhinya. Sehingga tidaklah aneh apabila orang
mengatakan, bshwa bagaimana hukum itu dijalankan
sehari-harinya merupakan suatu mitos dan mitos itu

setiap hari dibuktikan kebochongannya. Hukum tidsk
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dijalankan persis sama dengan apa yang tercantum dalam
peraturannya, karensa dalam kenvataannya antarsa
ketentuan vang tercantum dalam peraturan dengan
pelaksanaannya terlaln sering terdspat perbedsan. Hal
ini disebabkan karena manusis berbeda dalam kedudukan
status sosial, kemakmuran dan sebagainysa. Keadaan yang
demikisn ini mempunyvai konsekuensi yvang sangat berat
bagi penyvelenggaraan hukum dalam masyarakat khususnya
di bidang penegakan hukum, sehingga ssas persamaan
kedudukan di dalam hukum sulit untuk terwujud.
Tindaskan diskriminatif ini terjadi karena adanya
struktur kekuassaan yang ada dalam masyarakat. Struktur
kekuasaan ini =ksn menyebabkan adanya perlapisan
sosial. MWanusia vang ada dalam lapisan bawah akan
mendspat tindakan perlakusn yang tidak sama dengan
tindskan vang diperlakukan terhadap lapisan atas.

Hal 1ini disebabkan karena struktur kekuasaan
memberikan kesempatan kepada golongan-golongan atau
orang-orang vyang mempunyai kedudukan vang berkuassa
untuk memanfaatkan sumber-sumnber daya vang
tersedia.ls) Penegakan hnkum josteru diselenggarakan
ocleh golongan yvang memilikl kekuassan ini.

Pads masyarskat yang hompleks sejak pembuatan
hukumnys, pengaruh dari struktur kekuasasn telah
mulai bekeria. Dalam pembustan hukum itu pihak vang
dinntungkan adalah mereka yang lebih kaya vyang

aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Parsa raja
perusahsan-perusahan besar akan menikmati

18} Ronny Hanitijo Scemitro, Massalah-masalah Sosiologi
Hukum, Bendung: Sinar Baru, 1984, hal.7l.
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keberhasilan mereka dalam menelorksn Undang-undang
vang menguntunghan mereksa, sebaliknya kepentingan-
e ning mendapat penhanan 1g5 Gressmpingian,

Kalau dilihat dari perundang-undangan vang adsa
dewssa ini, maks sebsgisn besar adalah Undang-undang
vang mengatur tentang kejahatan-kejahatan warungan dan
sangat langka pads perundang-undangan yang mengatur
tentang keizhatan white collar. Akibatnys penegakan
hukumnyspun lebih banyak disrahkan pada kejsahatan-
kejahatsn konvensional. Ralaupun terjadi kejahatan
white collar maks biassnya pelakunys skan diperlakukan
tidsk ssma dengsan perlskusn terhadap pelakn kejahatan
konvensionsal.

Penegaskan hunkum 3juga merupskan suatu kegistan
organisssi, sehingga tindskan orang-orang atsau
golongan-golongan tersebut tidak lepss dari orgsnisasi
di mans mereka menjiadi anggotanya. Dari tujuan
organisssi dapst diketahui apa vang dikehendaki dan
sps vang ingin dilaknkan oleh organisasi itu. Dari
tujuan organisasi penegak hukum, dapat diketshuil
bagsimans bekerjanya organisasi penegak hakum ita.

Tujuan organisasi penegaksn hukum menentukan
Lingksah laku organisasi. O0Oleh karena organisasi
penegakan hukum harus hidup di tengah-tengah

masyarskat sekaligus harus melayani masyarakat, maka

19y Sstiipto Rahardjc, Masalah Penegakan Hukum Suatu
Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, ti, hael.b7.




Lo
[l

tujuan itu juga berfungsi untuk menuntun organisasi
agar selamat dalam menjalankan tugasnya Jdi tengah-
tengah mesvarskat. Proses penvesusisn vang demikian
ini menimbulkasn gejsls yang oleh Willism B.Chambliss
dan Robert B.Seidman disebut sebadal "goal
substitution” dan "Zoal displacement”.

Dalam goal substitution tujuan Formal
digantikan dengan kebijaksanaan-kebijsksansan dan
langkah-langhksh vang lebih menguntunghkan
organisasi yang berkuasa serta yang menghambat dan
mencegah ancaman terhadsp organisasi 1itu. Pada
goal displacement tujuan-tujusn organisasi vysang
sudah disetujui dsn diterima dikesampingkan demil
tujuan-tujuan yang lain.

Melalui gosl substitution dan gosl displace-
ment tercermin hubungan proses resgiprositas antara
badan-badan penegak hukum dengan masyarakat, karensa
badan-badan ity berusahs menarik keuntungan dari
masyvarakat dan menekan hambatan dan ancaman Vyang
ditujukan kepadanya, maka penegakan hukum dapat
cenderung meringankan golongan-golongan vang
memiliki kekussasn dan memberathan golongan—
golongan vang tidak memiliki kekuasaan. Golongan-
golongan vang mempuhyail kekuassan memperocleh
keuntungan karensa badan penegak hukum meragukan
golongan vang tidak memiliki ?ekuasaan untuk
melakukan tindsksn resiprositas.

Selanjutnys Chambliss dan Seidman berpendapat
bahwa suatu masyarakat vang secara murni diatur oleh
hukum merupsakan sesusatu vang idesl ysitu sesuatun  vyang
tidak mungkin dspat dicapai.21> Diskresi tidsk dapst
sama sekali dihindarkan.

Hal ini tidak bisa dipungkiri lagil bahwsa

Lvetidaksamsan menang secsara sadar atau tidsk telah

20) Ibid, hal.84-72

21y Ronny Hanitijo Soemitro, Op cif, hal.70.
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dianut dalam sistem hukum kita. Mulai dari
penvidiksnpun sebenarnva Poliszsi sudsh mempunyvai hsk
untuk melakukan diskriminaesi dengan sdanva wewenang
diskresi pada dirinya. Seleksi dasri lsporan-laporan
dan pengaduan yang masuk ke kantor Polisi untuk
dilskukan Penyidikan stau tidak, telsh dimulai sejak
remerikssan pendahuluan

Adsnya kebebassn yang seolah-olah dilegalisssi
ocleh Undang-undang bherskibat membisrkan terjadinys
ketidakssmaan hukum. Secars digadari atan tidak
pandangsn-pandangan pribadi dari penegak hukum yang
beraangkutan, akan mempengaruhi keputusan-keputusannya
demikian puls dengan tingkat sogial, tingkat
pendidikan, keagamsan, lingkungsn, g£aji, budaya, akan
sangat berpengaruh dalam putussn-putusan vang diambil,
sehinggas seringkali psds kantor polisi yang satn
dengan kantor pelisi vyang lain terjadi perbedaan
progentsse dalam melakuksn penyidikan. Ads kantor
polisi vyang tingkat diskresinya tinggi, ada vang
rendah. Hal ini biss difshami Lkarena wewenang ini
secars formal memang diijinkan.

Salah satu ciri penegsakan hukum dalsam
masyarakat modern yang dianggap menonjol, adalah
«ifst birokratisnys, melalui cara-cara birokratis
ini ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingda
pembuatsn keputusan-kepntusan benar-benar berjalan

SECaTA lancar dsn sekedsr merupsakan kegiatan
rutin 22)

223y Satjipto Rehsydio, Op eif, hal.45.
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Peter M.Blau dsn Msasrshall W.Mever berpendapat
bahwsa spesialisasi, hierarki wewenang, sistem
peratursn, dan hubungan yvang tidsk bersifat pribadi
merupakan eiri-ciri dasar dari  suain organisasi
birckrasi. Selanjutnys ditambshkasn oleh belisu bahwa:

sgar bizs melshkukan koordinssi vang efektilf
diperlukan suatyn dizgiplin kerja vang tidak
berlangsung kalsuy diawasi sajs, tetapi vang bisa
berialasn seiring dengan proses kerjs organisasi itu
sendiri. Inilah fungsi dari peratursan dan
perundang-undangan vang mengatur pelaksanaan
pekeriasn. Efisiensi Juga aksn terganggn bila
keputusan-keputusan administratif dipengaruhi oleh
penilaisn-penilaian yang emosional dan bersifat
pribadi. Untuk menghindarksn hal vyang mengganggu
efisiensi sadalsh dengan menjauhkasn semus pola
hubungan vang bersifat pribsadi (interpersonsal
relationships) vang ditandai oleh %%%tan—ikatan
emogsional dan hierarki administraifif.

Sebagai s=ustu sistem (atau sub sistem dari
sistem kemasvarakatan), hukum mencsakup struktur,
substansi dan kebudayaan.24) Struktur mencakup wadah
atan pun bentuk dsri sistem tersebut seperti: tatanan
lembaga~lembags hukum Formal, hubungan antar lembada,
hak-hzsk dsn kewaiibannvs dan sebagainya. Substansi
mencakup isi norms-norms hukum beserta perumusannya
msupun sacara nntuk menegskkannys yang berlaku bagi
pelaksans hukum maupun pencari keadilan. Kebudayvaan

(sistem) hukum pada dassarnya mencakup nilai-nilail yang

mendasari hakum yvang berlzaku.

73y Peter M.Blsu dan Marshall W.Meyer,Birokrasi Dalam
Masvarakat Modern, Jakarta: UI Press, 1987, hal.10-13.

24) Soerjono Soeksnto, Faktor-fsktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, jakarta: CV Rajswali, 1883, hal.38.




F. Metode Penelitian

1.

Taraf penelitisn:

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendeksatan kualitatif
dipilih karena melalui pendekatan ini diharapkan
dapat dihassilksn datas deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
vang dapsat diamabi.

penelitian deskriptif vang dimaksud adalsh
penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau
peristiwa. Cara pendekatan ini dimsksudkan untuk
dapat memberikan gambaran tentang seluk beluk
kejahatan pencemaran lingkungan, pelskunya, dan
proses bekerjanya hukum | lingkungan, dalam
penvelesaian kasusnyé, dengan cara mengumpulkan,
mengklasifikssikan, menganalisis, dan menafsirkan
fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan
fakta-fakta vang lain seperti fakta sogial,
politik, ekonomi, budays, dan struktur, vang ada di
Kotamadia Semarang, vang dilakukan dengan mengguna-
kan metode ilmiah.

Fakta-fakta vyang ada kemudisn digambarkan dengan
suatuy interpretasi, evalussi dan pengertian umum.

Adapun alasan mengapa menggunakan pendekatan
kualitatif adalah karena:

1. penelitian ini ingin menjelaskan adanya

kenvataan-kenvataan sebagal keutuhan yang tidak




]
30}

dapat difahami Jika dipisahkan dari
konteksnya.zs) |
2. penelitisn ini ingin memahami makna vang

mendasari tingksah laku partisipan.zs)

3. penelitian ini menghendaki terfokus pada
interaksl manusis dan proses-proses yang mereka
gunakan.ZT)

Dalam penelitisn kualitsatif, peneliti tidak
mengandalkan diri pada sngka-angks yvang merupakan
reduksi dari berbagai perilaku manusia, tapi
pemahamannya padsa “makna"” vang diberikan oleh
subyek penelitiannya pada berbagal situasi vyang
alami/natural setting.zs)

Ad=apun tahap-tahap penelitian vang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:

s, Tahap orientasi/eksplorasi vang bersifat

menveluruh.

bh. Tahap melakukan eksplorasi secars terfokus.

25) Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitisn Kualitatif,
Bandung: PT Remsjs Rosdakarya, 1994, hal.4.

26) Samnapish Faisal, Penelitisn Kualitatif Dasar-dasar
Dan Aplikasi, Mslang: Yayassn Asih Asah Asuh, 1980, hal.22,

27y Loe Cit

283 Harkristuti Harkrisnowo, Metodologi Penelitian Dalam
Kriminologi: Beberapa Alternatif, Mskalah vyang disampaikan
dalam: Penstaran Hukam Pidsna dan  Kriminologi, vang
diselenggarakan oleh FH UNDIP, di Bandungsn, 14-29 November

1894, hal.8.
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¢. Tahap mengecek ataun mengkonfirmasikan
hasil/temuan penelitian.zg}
2. Metode pendekstan:

Menurut metode pendekatannys, penelitian ini
termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis,
yvaitu:

pendekatan terhadap hukum dengan meng-
identifikasikan dan mengkonsepsikan hukumn
sebagai suatu  institusi sosial yang riill dan
fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat
T e Maavaratat vany roota I3 ST

Dalsm hal ini perilaku dari masyvarakat
penegak hukum, masyarakat pengusaha industri dan
masyvarakat korban pencemaran lingkungan dsalam
memahami dan berintersksi dalsm bekerjanya hukunm,
khususnya ketentuan mengenai kejahatan pencemaran
lingkungan (Pasal 20 dan Pasal 22 UU Ne.4 Tahun
1982). |

3. Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian dilsknkan di wilayah
Kotamadia Semarang, dipilihnya Kotamadia Semarang
sebagai 1lokasi penelitian disebabkan karena di
samping faktor dana, personal dan waktu juga karena

Kotsmadia Semarang dalam proses perkembangannya

banvak dipengaruhi oleh kondisi dan potensi

29} Sanapish Faisal, Op Cit, hal.43.

30) Ronny Hanitijo Soemitro, Perbandingan  antara
Penelitisn Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum  Empiris,
Msjalah: Hasalsh-masalsh Hukum No.9 Tahun 1981, hal.44.
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lingkungan hidup yang ada, sehinggas membentuk kots

Semarang sebagzi kotzs pegunungan dan kota pzantail

vang berkembsang dengan pesat. Salah sata potensi

sumber daya alsm dan lingkungan hidup ysng memberi-
kan arsh dan bentuk kodia Semarang adsalah daerah
pengaliran sungai vang banvak mengalir pada hampir

di semua wilayah kota Semsrsang., vaitu tidak kurang

dari 13 sungail, dengan daersh pengalirannya

melalui dserah pemukiman, industri, pertanian
maupun pertambakan.
Daerah sliran sungail tersebut antara lain:

a. Sungai Garang dan Sungai Kreo dengan anak-anak
sungai vang bermata sir di daerah Gunung Ungarsan
Kabupaten Semarang.

b. Sungai Bsbon yang berasal dari beberapsa ansak
sungai di sekitar Gunung Butak Ungaran, vang
mengalir di wilayah timur kota Semarang.

¢. Sungai Tapak, Sungai Karanganyar dan Sungai
Mangksng yang bermuara di pantail ntars Jawa dan
mengalir di wilayah barat kota Semarang.

d. Sungsai Semarang dan Sungal Siangker vang
bermuars di sepanjang pantai utara Jawa dengan
daersh pengslirannysa melslui ° pusat kota
Semarang.

e. Sungai Beringin, Sungai Tempuran dan Sungai
Mijen dengan mats sair di Gunung Ungaran
Kabupaten Semarang vyang dalam pengalirannya
melslui daerah pemukiman dan pertanian di

kecamatan Mijen.




Sungai-sungsi tersebut mempunyai peran yang
relatif cukup besar dan fungsi strategis bagil
kesejahteraan masyarakat dan bagl pembangunan vyang
berkelanjiuntan, valtu sebadai:

a. sumber air untuk memenuhi kebutuhan alr bagil
berbagai keperluan, yaitu: sumber suplai air
baku sir minum (PDAM), sumber air bakn industri,
dan sumber air untuk pengairan lahan pertanian.

b. sumber daya perikanan dan pariwisata.

c. tempst pembuangan limbah domestik dan non
domestik dari institusi industri, hotel dan
rumah sakit,

4. bagian dari hsbitat tempat tinggal manusia.

Dari hasil pemantauan Bapedalda Kodya Dati II
Semsrang, bersama Balai Pengembangan dan Penelitian
Industri (BPl) Semarang, terhadap kuslitas air
sungai di Kodia Dati II Semarang, dapat diketshui
bsahws sebagian besar dari kuslitas air sungal
tersebut cenderung mengalami penurunan secars
konsisten, sebagsi akibat pengaruh dari aktivitas
berbsgai institusi vyang dalam kegiatan usahanya
kurang menperhatikan dan memperhitungkan
kelestarian dan keseimbangan lingkungan, seperti:
industri, hotel, rumah aakit, pertanian,
pertambangan dan peternakan, gehingga banyak dari
fungsi-fungsi sungsi tersebut tidak dapsat terpenuhi
lagi atau sudah menghadapi ancaman VYang cukup

serius.

T 3
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Salah satu sungal yang diketahui kualitas
airnya telah menunjukksan kondisi tercemar sdalah
sungal Babon, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya
kandungan oksigen terlarut serts tingginya
kandungan BOD, COD, dan senyawa-senysawsa pencemar
lainnyvs, akibat dari pemanfaatan sungai Babon
sebagal tempat pembuangdan limbah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, peneliti
bermaksad untuk meneliti penyelesaian kasus
pencemaran air di daerah aliran sungsi Babon

tersebut.

4, Populasi dan sampel penelitian:

Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat, vaitu: masyarakat pengussha industri,
masyarskat korban dan masysrskat penegak hukum,
vang berperan daslam penyelesaian kasus pencemaran

air sungail Babon di Eotamadia Semarang.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak
perliu untuk meneliti semua obyek atan semus
gejala atau semus individu stan semua kejadian
atau semus unit, untuk dapat memberi gambaran
vang tepat dan benar mengenai keadaan populasi
itu, tetapi cukup diamb%l sebagisn saja untuk
diteliti sebagal sampel. 1

Penelitian kualitstif tidak bertujuan untuk
merumuskan karakiteristik populasi atau untuk
menarik inferensi vang berlaku bagi suatu populasi.

Penelitian kuslitstif bertolak dari asumsi
tentang realitss sosisl vang bersifat unik,
kompleks dan ganda. Padanya terdapat regularitas
atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi,

31) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum
Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hal.44.
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karenanyva kegistan penelitian harusnya secara
sengais memburu informsasi seluss mungkin ke arah
kersgaman/variasi vang ada. Bila dari semus
variasi telah diperoleh informasi yang maksimal,
maks tujuan megg%aah mereks sudah dapat dikata-
kan terpenunhi.

Untuk itu konsep sampel dsalam penelitian
kualitatif berksitan dengan bagaimana memilih
informan tertentn yvang dapat memberikan informasi
vang mantap dan terpercaya mengenal elemen-elemen
yvang sda. 0leh karenanya digunakan metode penarikan
sampel purposive non random sampling.

Jumlsh szmpel/informan bisa sangat sedikit
(beberapa orang ss8js), tetapi bisa Juda sangat
banvak. Itu sangat tergantung pada:

(1) pemilihan informannya itu sendiri, dan
(2) kompleksitas/keragaman fenomena yang distudi.

Yang menjsdi kepedulian peneliti adalash tuntasnya

perolehan informasi dengan keragaman variasi vang

ada.33}
Berhubung penelitian ini disnsalisa dengan
menggunakan anslisa knalitatif sedanghkan

penelitian kualitatif berkaitan dengan prosedur
memburu informasi sebanyak Lkarakteristik elemen
vang berkaitan dengan apa Yang ingin diketahuni
peneliti, maka peneliti memandang perlu memulainysa
dari informan tertentu sebagai sampel awalnya,

32) Sanspiah Faisal, Op Cit, hal.36.

33) Ibid, hal.57.
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Adapun informan sebagail responden yvang
telah diwawancarai, adalsh:

a. Aparst Bapedalds Tingkat ITI Kotamadia Semarang,
vang diwakilil oleh empat orang dari enam orang
stafl Bapedaldsa vang menjadi petugas lapangan di
daerah aliran sungai Babon Semarang.

b. Kepala Unit Serse Ekonomi, Poltabes Semarang.

¢. Tiga orang, wakll tiga perusshasan {(dari enam
perusahsan) pencemar lingkungan di daerah aliran
sungai Babon Semarang.

f. Dua orang korban pencemaran lingkungan di daerah
aliran sungsi Bsbon Semarang, vang mewakili
masyarakat dalam penyelesailan kasusnya.

g. Direktur LBH Semarang sebagai wakil LSH vang
pernah berperan serts dalsm menangani kasus
pencemaran lingkungan di daersh aliran sungai
Babon Semsrang.

f. Kepalas Pusat Penelitisn Lingkungan Hidup UNDIP
Semarang.

h. Seorang anggota DPRD Tk I Propinsi Jawa Tengah
Komisi C, yang pernah menangani kasus pencemsaran
lingkungan di dserah aliran sungai Babon
Semarang.

i. Apsrat Biro Lingkungan Hidup Propinsi Jawa
Tengah, vyang diwakili dua orang stafnya vyang
pernah menangani kasus pencemaran lingkungan di

dzerah aliran sungasi Babon Semarang.
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5. Sumber data
Data vang digunskan dalam penelitian ini
dismbil dari Z sumber data, yaltu
a. Data primer
Diperoleh langsung dari responden yansg menjadi
sampel vyaitu, seperti yang telah disebutkan di
atas.
b. Data sekunder
Dipercleh dari lasporan-laporan, berita acara
pemerikéaan, buku-buku literatur dan
Undang-undang vang berkaitan dengan masslah yvang
diteliti.
B. Metode pengumpulan data
Untuk memperoleh data, digunakan metode
wawancarsa tidak Dberstruktur, yaitu pertanyaan
diajuksn secara lebih bebas dan leluasa tanpa
teriksat cleh ‘ daftar pertanyaan vang telah
dipersiapkan sebelumnya, dengan tujuan agar arahnya
bisa 1lebih luwes dan terbuka, sehingga dapat
diperoleh informasi vang 1lebih banyak, dsn
pembicarsannyapun tidak terlampsau terpakn vang
dapat menienuhkan informan yang diteliti.
7. Analisis Data
Analisis data vang digunakan dalam
penelitian ini bergerak secara induktif, vaitu dari
data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih
tinggi, termasuk Jugs melakukan sintesis dan

mengembangkan teori.
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Adszpun teknik analisisnyva dimulai dari
snalisis domsain, vang dilakukan pada tahap
eksplorssi menyelurnh. Anslisis taksononmis dan
komponensial pada tahap eksplorasi terfokus, dan
analisis tema vyang dilakukan setelah kegiatan
pengumpulan dan anglisis data di lapangan.
Analisis tema ini dimaksudkan untuk mencari benang
merah antara gambarsn umum tentang persepsi masya-—
rakst terhsdap penedakan hukum lingkungan vyang
diperoleh dari informan di lapsangan, dengan teori-
teori vyang mendukung persepsi masvarakat dan
teori-teori penegakan hukum lingkungan.

G. Sistematika Penulisan

Bertitik tolak dari permasalahan yang ditelitil
seperti telah dikemukakan di atas, maka sistematika
penulisan tesis ini dimulal dengan menguraikan Bab I
sebagai Pendahuluan, vang berisi mengensai Latar
Belakang Penulisan Tesis, vang diiknti dengan
Perumusan Massalah, Tujusn Penelitian, dan Kegunaan
Penelitian tesis ini. Selanjutnya untuk memperoleh
gambaran ringkas mengenai pokok pikiran penulis., dalan
Bab I jugs disertaksn mengenai Kerangksa Pemikiran,
kemudian dalam bab I jugs dibahas mengenai Metode
Penelitian yang digunakan sebagsai alat untuk menentu-
kan langksh-langkah penulisan dalam pencarian dan
analizis data dalasm mewnjudkan kerangka pemikiran

secara lebih konkrit.
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Bab II peneliti bahas mengensi tinjauan pustaka
vang mendukung penelitian ini, vang selanjutnya kajian
tersebut dipergunsksn untuk mengansalisis data dalam
tesis ini. Bab II1 terdiri dari 3 (tiga) sub bab,
yaitu sub bab mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum
dan Penegahkan Hukum, vang menvejikan bagaimana ideal-
nya hukum dsasn penegakan hukum bekerja di dalam masya-
rakat. Sub bab selanjutnya mengensi Pengertian Hukum
Lingkungan, vyang mencoba menguraiksan secara teoritis
pendapat-pendapalt sarjana mengenal pengertian hukum
lingkungan. Terakhir adalah sub bab mengenail Penegakan
Hukum Lingkungan, vang mencobsa menggambarkan bagaimans
bekerjanya hukum lingkungan secara ideal sebagail
lembaga yang sSeharusnya memberikan perlindungan secara
optimal terhadsp hak-hak setiap orang, dan lingkungan
ity sendiri.

Sedangkan Bab III peneliti Dbahas mengensi
hssil penelitian dsn anslisis, Bab ini merupakan inti
dalam tesis ini, karena di dalamnya diuraikan dan
disnslisis mengenai temuan-tenuan di lapangan
sehubungan dengan Persepsi Maayvaraksat Terhadap
Penegskan Hukum Lingkungan. Untuk memudshkan pemshaman
atss uraiasn dalsm bab ini, maka dibagi dalsm beberapa
sub bab, yang saling berkaitan satu dengan yvang lain-
nya. Pada dasarnya sub bab-sub bab yang ada dimaksud-
kan untuk menjswab permasalshan sebagaimsna dirumuskan

dalam Bgh I.
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Sub bsb pertama yaitu: Gambaran Umum Perusahaan
dan Pencemaran Lingkungan di Kotamadia Semarang,
menguraikan secara empiris perlakuan perusahaan
industri vang sada di Kotamadis Semsarang dalam melaku-
kan pencemaran lingkungan. Sub bab kedusa adalah
Bapedalda Kotamadia Daersah Tingkst II Semarang, vyang
menguraikan tentang Bapedalda sebagsal ajung tombak
dari proses penegakan hukum lingkungan, badan vyang
mendapat tugas oleh SK Gubernur sebagsai Badan
pengendsliasn dampak linghkungan di RKotamadia GSemarang.
Sub bsb ketigs sadalah Penyelesaian Rasus Pencemaran Di
Daersah Aliran Sungai Babon Semarang, yang meng-
gambarkan basgaimsns penyelessian kasus pencemaran air
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk.
Sub bab selsnjutnya adalah mengenai Persepsi Masya-
rakat terhadap Kejahatan Pencemaran dan Penegsakan
Hukum Lingkungan, vang menggambarkan bagaimana
pemahaman masyarakat korban, masyarskat industri dan
masyarakat penegak hukum/birokrat terhadap kejahatan
lingkungan dan penedakannya. Sub bab yang terakhir
adalsh Pengaruh EKondisi Strukbtur Politik, Sosial,
Ekonomi, Budaya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di
Kotamadia Semarsng, dalsm sub bab ini dapat dilihat
bagaimana kondisi struktur politik, sosial, ekononi,
budays mempengaruhi penegakan hukum sejak hukum itu
dibuat sampai dalam pelaksanaanys.

Uraisn dalam sub bab pertama, kedua dan Lketiga

merupakan gambsaran umum penegdakan hukum dilaksanakan
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di Kotamadia Semsrang. Sub bsb keempat dimaksudkan
untuk menjawab permasslahan vang pertama dalam tesis
ini, sedangkan sub bab kelima dimaksudkan untuk
menjawab permasalshan yang kedua dalam tesis ini.

Bab IV, merupskan bsb penutup, yang berisi
mengenai Xesimpulan dan Saran, dari apa yang telah
dibahas dalam bab-bab terdshuln.

Akhirnya sebagai pertanggungjawaban ilmiah
penulisan tesis ini, pada bagian akhir disertakan
Daftar Pustaks vang dipergunskan sebagai dasar acuan

dalam penulisan tesig ini.




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum dan Penegakan Hukum

Hukum terutams dapat dilihat bentuknya melalui
kaidah-ksidah vang dirumuskan secara eksplisit. Di
dalsm kaidah-kaidsh atan peraturan-persturan hukum
itulah terkandung tindakan-tindakan vang harus
dilakssnakan, vang tidak lain berupa penegakan hukum.
Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-
kehendak hukum itu dilakukan melalui aparat penegak
hukum vysng nota bene adalah manusia. Manusia yang
menjalankan penegakan hukum itu benar-benar menempati
kedudukan vang penting dan menentukan dslam proses
ini. Apa vang dikataksn dan dijanjikan oleh hukum,
pada akhirnya akan menjadi kenyataan di atau melalui
tangan manusia-manusia tadi.

Membicarskan masalah penegakan tidak berarti
nembicarskan bsgsimsna hukumnysz, melainksn apa  vyang
dilakukan oleh sparatur penegak hukum dalam menghadapi
masalah-masalah dalam penedakan hukum.l)

Sebagai suatu sistem (atau snb sistem dari
sistem kemassyarakatan), hukum mencakup struktur,

substansi dan kebudayaan.z)

1) Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidsna, Bandung: Alumni,
1988, hsl.113.

2) Soerjonc Sockanto, Fakitor-faktor Yang Mempengsrthi
Penegakan Hukum, jakarta: CV Rajswali, 1983, hal.38.

48
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Struktur mencakup wadah atsu pun bentuk dari sistenm
tersehut seperti: tatasnan lembaga-lembaga hukum
formsl, hubungan antar lembags, hak-hak dan kewaJ]iban-
nys dan sebagsinys. Substansi mencakup isi norma-norms
hukum besertsz perumussnnys mauppun scars untuk menegak-
kannya vang berlaku bagi pelaksana huhkum maupun
pencari kesdilan. Kebudaysan (sistem) hukum, mencakup
nilai-nilai vang mendassri hukum yang berlskn.

Apsbils kita membicarakan masalah penegaksan
hukum hanva berpegangan pads keharussn-keharusan
sebagaimana tercantum dsalam ketentuan-ketentusan
hukum, maka kita hanya askan mempercleh gambaran
stereotipis vang kosong. Ia baru menjadi berisi
manakala dikaigkan pads pelsksanssnnya yvang konkret
oleh manusia.3
Ditambahkan oleh Van Doorn bshws:

manusis cenderung untuk memberikan tafsiran-
nyas sendiri mengenai fungsinys dslam orgenisasi,
berdasarksn kepribadisnnysa, asal usul sosial dan
tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominys sera%
keyvakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.

O0leh karena itu dslam menjalankan tugasnys
penegak hukum hsrus bertindak sesusi dengan aturan
Undang-undang., diantsranysa penegak hukum harus
mematuhi suatu ssas vang mengatur perlindungan ter-
hadap keluhuran harkat serts martsbat manusia vyang

telsh diletakksn di dalam Undang-undang tentang

Eetentusn-ketentusan Pokok RKekusssan KEehakiman

3} Sstjipto Rahsrdio, Masslah Penegshsn Hulkum Suvatu
Tinjausn Sosiclogis, Bendung: Sinar Baru, tt, h=zl.26.

4% Loc Cit
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{Undang-undang HNo.14 Tshun 1970). Salah satunya ialsh
asas perlakusn yang sams stas setisp orang di muks
hukum dengan tidak mengadakan pembedsan perlakuan.

Sehubungan dengan adsnys asas persamssn
kedudukan didalam hukum vang terdapat dalam Undang-
undang, bahkan dalam Undang-undang Dasar 1845 ialah:
"Bahwa setiap warganegara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ads
kecunalinya”, maks jelaslsh bahwa penghayatan
pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun
hak s=erts kewajiban wardsnegara untuk menegakkan
keadilan tidak beoleh ditinggalkan oleh setiap wargs~—
negara, setisp penyelenggsrs negara, setiap lembaga
kenegsraan dsn lembags kemasyarskatan baik di pusat
maupun di daerah (Penjelasan Umum UUD 1945).

Pada umumnys orang merassa kuat Jjika adsa
perlindungan dalam perundang-undangan, vang di-
harapkan dapat mencegah kesewenang-wenangan tetapi
dalam kenyataannys tidaklah demikian. Pelangdaran
masih sering terjasdi, karenanya dibutuhkan mental
petugas vang baik. Dengasn tetap berpegang teguh pada
asas-asas hukum yang berlakn. Dalsm menegakkan Hukunm,
Penegak Hukum diwajibkan memperlakukan sama dalam
arti dilarang membeda-bedakan orang, ras, agams, atau
lapisan sosial dari tersangksa/terdskwa.

Bsik tersangka, terdakwa, dan aparat Penegak

Hukum sdalah ssma-sama wargs negars yang =ssms hsk,
kedudukan dan kewajibannys di depan hukum vyakni
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Sams—-samns bertujuan mencari dan mewujudkan
kebenaran dsan keadilan. Dan sisapa ssjapun vang
melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan
vang <=ama tanpa perbedasan. Peraturan hukum vang
diterapkan kepada geseorang mesti diterspkan kepsds
orang lain dalam kasus vang sama tanpa gembedakan
pangkat, golongan, agama, dan kedudukan . °

Dari penelitisn-penelitian vang ads sering di
dapat suatu kesimpulan bahwa: “"Mereks vang berasal
dari lingkungan-linghungan yang lebih rendah rata-rsts
mendapat perlakuan vyang lebih Jjelek dibandingkan
dengan mereks yvang berassl dari lingkungan-lingkungan
vang lebih tinggi®.®)

Penegakan hukum Juga dipengaruhi oleh peranan
masyarakat luas dalam mengidentifikasikan apa yang
menurut persepsi mereka sebagai  kejahatan. Dalam
mempersepsikan sesustu perbustan sebasgai kejahatan
stau bukan, s=sangst dipengaruvhi oleh pengetahuan
mereka tentang kejshatan, artinva orang tidak akan
memandang sustu kejadian sebagail kejashatan apabils
hal terten%g tersebut baginya tidak nampak sebagai
kejahatan.

Sementars ini crang cenderung menganggsp
sebagai suatn kejahatan hanya kepadsa kejahatan-
kejashatan konvensional saja dan sangat langka pada
kejahatan white collar. Akibatnya penedgakan hukumnys-
pun lebih dipusatksan padsa kejashatan-kejahatan
konvensionsl, untuk kejahatan-kejahatan white collar,

5) M. Yahys Harshsp, Pembshasan Permasalahan dan
Penerspan KUHAP, Jskarts: Pustaks Kartini, 1988, hal.1-2.

B8} Roeslan Saleh, Benarkah Peradilan Pidana Mencerminkan
Ketidaksamaan Dalam Penerspsn Hukum, Mskalsh, 1895, hsl.B.

7y 1.8 Susanto, Kejshatan White Collar dan Pembangunan
Masvarakat Adil Mskmur, Majalah: Hasalah-masslah Hukam No.3
Tshunn 1991, hal.3.
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seperti halnva kejshatan lingkungan penegakannys
bergantung pads adanya laporan dsari masyaraskst.
Apabila masyvarakat tidask melaporkan/tidak mempersepsi-
kannys sebagail kejahstan, maks penegak hukumpun Jjuga
tidak akan mempersepsikannya sebagal kejahatan.

Hal 1ini disebsabkan karens:

Deviance is not a quality of the act the
persons commits, but rather a consequence of the
application by others of rules and sanctions toc an
"offender". ( kejahatan bukanlah kuslitss perbuatan
vang telah dilakukan oleh segseorang, melainkan
sebagai akibat diterapkannysa perstursn _dan sanksi
oleh orang lsin terhadap si pelanggsar).

Kejahatan, menurut aliran pemikiran kriminologi
kritis (teori labeling) tersebut di atas merupakan
perbuatan vang oleh orang-orang (Penegsk Hukum,
Masyarakat/korban) diberikan label demikian, sehingga
kejahatan adalah merupskan hasil hubundsn interaksi
antara pelanggar hukum, masysrakat (korban), dan
penegak hukum, yskni hubungan yang bersifat saling mem
pengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur,
politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu sitvasi
tertentu. Sesuatu perbuastan dapat dikatakan sebagail
keijahatan apabils ada Pelandgar vang melakukan
perbustan (jshat), kemudian oleh Masyarakat dilapor-

xannya, ke Penegak Hukum dan oleh Penegak Hukum

diterapi hunkum/sanksi.

8) Howard 8. Becker, outsiders, London: Free Press,
1973, hal.S8.
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Hal ini disebsabkan karena menurut aliran pemikiran
kriminologi kritis, keishstan adslah suatua konstruksi
sogial. Kejahstan dan penjahat bukanlah fenomens ysang
berdiri sendiri vang dapat diidentifikasikan dan
dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab
dia ads hanys karens hal itu dinystaksn demikiasn oleh
"Masyarakat"”.

Memahami fenomens sosisl, budaya, dan tingksh
laku mesnusia tidak cukup hanya dengan merekam apa-apsa
vang nampsk secara eksplisit, melainkan juga harus
melihatnys secara keseluruhan - dalam totalitas
konteksnyas. Segensp tingkah laku manusia yand tampak
secara eksplisit (sebagai fakta) tidak dapat dilepas-
kan begitu sajs dsri segenap konteks vyang melatar-
belskanginya. Sikap dan tingkah laku manusia yang
diekspresikan secara eksplisit sesungguhnya merupakan
realitas vang sifatnya subyektif-perseptif, sifatnya
maknawi dan bersda dalam diri msnusia itw sendiri.
Sustu benda, waktu, tempat, kejadian atau peristiwa

tidsklsh memiliki makna di dalasm dirinya sendiri

melainkan diberi makna oleh manusisa vang
mempersepsinya.
Karens reslitas itu bersifat maknawi vang

subvektif-perseptif, maka tingkah laku manusis barulsah
biss dimengerti secsra baik dan bensy bila ditempsatkan
dalam kerangka makna yvang dipersepsi oleh manusia
pelakunya. Maka, sesuatu dalam pandangan dan persepsi

seseorang selamanya bersifat sosizl dan kultural
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{merupakan kessdaran sosial dan budaya) yang diperoleh
melalui proses inferensi dari rentangan pengalaman
sosial dan budayanya sehari-hari. Keragaman dan
intensitas pengalaman tersebut berbeda-beds santars
manusis satu dengan manusia lainnya, satau antara
kelompok manusia satu dengsn kelompok manusis lainnya.

Menurut Weber, tingksh lsku manusis yang
tampak merupakan khonsekuensi-konsekuensi dari
sejumlah pandangsn atau doktrin yang “hidup di
kepala" manusis pelskunys. Jadi ads sejumlah
pengertian, batssan-batasan, atau kompleksitas
makns yvang "hidup di kepals" manusia pelaku, yang
membawsa konsekuensi-konsekuensi pagg tingksh 1laku
vang terekspressi secars eksplisit.

Sustu teori vang dapat menjelaskan tingkah laku
manusis melalui analisis makna ini salah satunya
sdalah teori Intersksionis simbolik, vang bersandar
pada tiga bush premis:

pertama, manusis itu berbuat ke arash sesustu
atas dssar makns vang melekat pada sesuatu itu.
keduzn, mskna tentang sesuatn berkembang dari
stau melalui interaksi antar manusia dalam
kehidupan sehari-hari. ketids, makna-makns
tersebut dipegang, dijadikan acuan, dan diinter-
pretasikan oleh seseorsand dalam berhubungan
dengsn sesusatu yang dihadapinya. Ts digunakan
sebagai acuan untuk menafsirkan susty situssi,
keadasn, bengg, atau lainnya dalam kehidupan
sehari—-hari.1

Oleh sebab itu, untuk mempelajari tingkah lakn
manusia, kita harus mempedulikan sistem makna vang

diseu oleh manusia pelaku vang sedsng diteliti.

9) Sanapish Faisal, Penelitian Ruglitatif Dasar-dasar
Dan Aplikesi, Malang: Yayssan Asih Assh Asuh, 1890, hal.13.

10) Ibid, hal.15.
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Adspun bagaimana proses terbentuknya persepsi,

depat diterangkan melalul salah satu teori ‘psikologi

vang dikenal dengan teori rangsangan-tanggapan atau

“stimplus-respon”, vang dapat digambarkan sebagai

£ 11)

PEMALARAN

RANGSANGAN ——>PERSEPSI --> PENGENALAN ———> TANGGAPAN

~
.
~
~
el

PERASAAN

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses
yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan
diterapkan kepada manusia. Persepsi (Perception) dapat
didefinisikan sebagal cars manusia menangkap
rangsangan. Kognisi (Cognition} ataun pengenalan adalah
ecara manusia memberikan arti kepada rangsangsan.

Penslaran (Reason)} adalah proses dengan mana
rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lsinnys pads
tingkat pembentukan psikologis. Perasaan (feeling)

adaliah konotasi emosional vang dihasilkan oleh

11) Bernsrd Hennessy, Pendapat Umum, Jaksrta: Erlanggs,
1989, hal.117-118.
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rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.

Penegakan hukum dilsksanskan oleh penegak hukum
yvang tidak lain adalah manusia. Dalam kenyataan
kehidupan sehari-hari kehendak-kehendak hukum itn
dilakukan oleh manusis-manusia tadi. Aps vang
dikatakan dan dijanjikan oleh hukum pada akhirnya akan
menjsdi kenyatasasn di tangsn mereka. Penegakan hukunm
merupakan fungsi daril bekerjanya pengaruh-pengaruh
tersebut. Para penegak hukum sebagai kategori menusis
akan cenderung untuk memberikan penafsirannya sendiri
terhadap tugas-tugas yang harus dilsksanskannysa sesual
tingkat dan jenis pendidikannya, kepribadiannya, dan
nasih banyak lagi faktor-faktor lain vang
mempengsruhinya. Sehingga tidaklah areh apsbila orang
mengatakan, bahwa bagaimana hukum itu dijalankan
sehsri-harinya merupakan suatu mitos dan mitos itu
setiap hari dibuktikan kebohongdannya. Hukum tidsak
dijalankan persis sama dendan apsa yang tercantum dalam
peraturannva, karens dalsm kenyataannya = antara
ketentuan yang tercantum dalam- peraturan dengan
pelaksanaannya terlalu sering terdapat perbedaan. Hal
ini disebsbkan karena manusia berbeda dalam kedudukan
status sosial, kemskmuran dan sebagainysa. Keadaan yang
demikian ini mempunyai konsekuensi yang sangat berat
bagi penyelenggaraan hukum dzlam masyarakat, khususnysa
di bidang penegakan hukum, sehingga &as88 persamaan

kedudukan di dslam hukum sulit untuk terwujud.
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Tindakan diskriminatif ini terjsdi karena adanya
struktur kehussszan vang ada dalam masyarakst. Struktur
kekuasaan ini =akan menyebabkan adsnya perlapisan
sosial. Msnusis vang ada dalsm lspissn bawah skan
mendapat tindskan perlakuan yang tidak sams dengan
tindakan vang diperlakuksn terhsdap lapisan atas.

Chambliss dan Seidman mengatakan bahwa Pexr-
lapisan sosial menyebabkan teriadinys penghayvatan
vang berbeda-beda terhadap hukum.

Dari situasi konflik ysng ditimbulkan oleh
perlapisan seperti itu maka tatanan masyarakat akan
terdiri pula dsri perangksat norma-normsa vang
berbeda-beds dan ssling bertentangsn. Semakin
tinggil kedndukan sesuatu kelompok itu secars
ekonomi maunpun politik, semakin besar puls

kemungkinannys bshwa pandangan asrta kepentingannysa
skan tercermin di dalam hukum.l

Selanjutnys ditambahkan oleh belizsu bshwa:

Pelskssnasn hukum di dalam masyarakat vyang
ditujukan kepada orang-orang vang memiliki
kekussaan politik kecil saja atau bahkan samna
sekali tidsk, biasanya lebih aman dijalankannya
daripadsa pelsksanaannya yang ditujukan kepada
orsng-orang vyang memiliki kekugsaan politik vang
besar, sebab di dalam keadaan yang terakhir ini
pelsksanaan 1itu skan berbalik menimbulkan tek%%%n
kepada badan-badan pelaksana hukum itu sendiri.

Hsl ini disebsabkan karens atruktur kekuassan

memberikan kesempatan kepada golongan—golqngan ataun

orang-orang yang mewmpunyai kedudukan vyang berkuassa

12) Satjipto Rshsrdjo, Hukum Dan Masyarakat, Bsndung:
Mngkass, 1980, hal.4l.

13) Loe Cit.




o8

untuk memanfaatkan sumber-sumber daya vang

tersedia.14}

Penegakan hukum justeru diselenggaraksn oleh golongan
vang memiliki kekuasaan ini.

Padz masvarakat vang kompleks sejak pembustan
hukumnys, pengdaruh dari struktur kekusasasn telah
mulai bekeria. Dalam pembuatan hukum itu pihak ysng
diuntungkan adalah mereks yvang lebih kaya vand
aktif dslam kegistan-kegistan politik. Pars rajs
perusahaan-perusahan besar akan menikmati
heberhasilan mereks dalam menelorksn Undang-undang
vang menguntungkan mereka, sebaliknya kepentingan-
kepentingan dari rakyat bisssa a%%n dikesampingkan,
staun kurang mendapat penekanan. )

Dijadikannva perbuatan-perbuatan tertentu
sebagai kejahatan semats-mata bukan karena perbuatan
tersebut sangat merugiksn atau membahayakan kesehatan
dan keselsmstan jiwa masyarakat, skan tetapi karens
sdanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Dengsn demikian terdapat sejumlah perbuatan
vang sangatl merugikan dan membahayakan
masyvarskat luas seperti kejahatan-kejashatan
korporasi, profesi dan pemerintahan aksn tetapil
tidak dijadikan tindak pidana oleh karena adanys
kepentingan-kepentingdan kelompok yan%s mempunyai
kekuasssn atsu pengaruh di masyarskat. )

Kalau dilihat dari perundang-undangan yang ads

dewasa ini, maka sebagisn besar adalsh Undang-undang

vang mengatur tentang kejshstan-kejshatan warungan dan

14) Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi
Hukum, Bendung: Sinar Baru, 1984, hsl.71.

15) Satjipto Rahardjo, Op Cit, hal.57.

18 I.S Susanto, Kriminologi, Semsrsng: UNDIP, 1985,
hal.80-81.
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sangat langks pada perundang-undangan yang mengabtur
tentang kejahatan white collar.

Akibatnya penegakan hukumnyapun lebih banyak diarah-
kan pads kejshatan-kejahstan konvensional. Ealaupun
terjadi kejshatan white collar maks biasanya pelakunya
skan diperlakukan tidsk sama dengan perlakusn terhsdap
pelaku kejashatan konvensional.

Perundang-undsngan yang bersifat berat sebelah
ini berpengaruh terhadap penegakan hukumnya akibat-
nyz hanys kejshatan-kejshstan konvensional saja vyang
diperhatikan. Sedangksn terhadap kejahatan white
aollar banysk vang tidak terjsngkaa oleh hukum.
Padahal sebagian hesar pelaku kejahatan-kejahatan
white collar adalah orang-orang vang terhormat, satau

vang oleh Ross disebut sebagal criminaloid.

Selanjutnys Ross menggdambarkan bahwsa
criminaloid menikmati "“kekebalan” terhadap “"dosa-
dosanya vang baru”, Dberkat pensmapilannys veng
“terhormat”, sehinggs terlindung dari celasan
masyarakatbt. Memnpercleh perlindungsan karensa

hubungannysa dengan bisnis vang sah, kelompok
organisasi vang baik, dan dengan sifat vang
seclah-olah konservatif, dia bahkan nggangkangi
masyarakatnya bagaikan seorang raksass.

Lebih memprihatinksan lagi adalah justeru
golongan atas ini pulalah vang dikesankan selalu
menjadi "anak emas’ Pemerintah, karens bertindsk
sebsgai investor dan hero dari pembsngunan saat 1ini.
Mereka dikataksn sebagai pembuka lapangan kerja dan

17y I.8 Susanto, Kejahatan  Korporasi, Semarsnd:
Universitss Diponegoro, 1895, hsl.2.
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mengambil risiko dalam membuks lspangan bisnis sasat
ini. Sebsliknys golongan bawash hsrus mengalah demi
kepentingasn pemnbangunan dasn merelaksasn tanshnyva untuk
usaha pars pengusshs.

Dilihat dari aspek keordgsnisasian, lembsga
penegak hukum adalah dinamis. Apsbila ia mulai ber-
gerak, maka terjadilah sustu intersksi sntars lembags
tersebut dengan lingkungannya. Ini terjadi karensa
lembaga tersebut bekerjs dslam sustu konteks sosisal
tertentu. Lembags Penegak Hukum vang harus menjalankan
tugas dan pekerjaannya di tengah-tengah masyarakat,
tidak dapat mengsbaikasn persnan dari lingkungsan
tersebut. Hal ini disebabkan karensa:

pertama, oleh karenza ia mendapatkan serta
menggall sumber davanya dari lingkungsan tersebut,
baik berups manusia maupun sumber-sumber dava
lsinnya. Hal vang berikut adalah, bahwa lembags
tampaknya tidsk dapat melaksanakan tugasnya secara
"membuta—-tuli” begitu sajs, melainkan dituntut
untuk membust ‘perhitungan-perhitungdan vang
realistis, vang tidak lain memgggikan perhatian
terhadap efisiensi kerja lembada.

Berhubung penegakan hukum merupakan sustu
kegiatan organisasi, maka tindakan orang-orang atau
gnlongan-golongan tersebut tidak lepas dari organisasi
di mans mereka menjasdi anggotanysa. Daril tujuan

organisasi dapsat diketahui apa yang dikehendaki dan

aps vang ingin dilskukan cleh organisasi itu. Dari

18) Satjipto Rshardio, Op Cit, hal.21.
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tujuan organisasi penegsk hukum, dsapsat diketahui
bagaimana bekerjanya orgaznisasi penegak hukuom itu.

Tujuan organisasi penegakan hukum menentukan
tingkah laku orgsnisasi. Qleh karensa organisssi
penedakan hukum harus hidup di tengah-tengah
masyarskat sekaligus harus melaysni masysarakat, maks
tujuan  itn Jugas berfungsi untuk menuntun organisasi
agar selamat dalam menjalankan tugasnyva di tengah-
tengah masyvarakst. Sekalipun tujuan organisasi telah
ditetspksn, tetapi di tengsh-tengah hubundan interaksi
dengan masyarakatnya, tujuan tersebut bisa mengalami
pergantian atsu pergeseran.

Dalam aspeknya sebagal suatu organiéasi
birokratis, lembags penegak hukum aksn selalu berussha
untuk mencari jalsn vang sebasik-basiknya sgar pekerjaan
lembaga bisa dilaksanakan secars seksama. Di  tengah-
tengdah kehidupsan nasyarakat, orang tak dapat
mengharapkan, bahwa semus keindinan dan persyaratan
vang dikehendaki oleh lembaga bisa tersedia dengan
baik. Lembaga Jjuga harus menghadapi kenystasn-
kenyatsan vyang keras yang menyebsbkan tugas lembagda
tidak bisa dijslanksn, atsu kursng bisa dijslankan
dengan baik. Berhadapan dengan kenyataan-kenyataan
sebagaimana disebutkan di atas, lembaga dldorong untuk
mengembangksn suatu politik vyang akan mengamankan
jalannya organisasi. Politik tersebut adalah untuk
memilih cara vang sebaik-baiknya sehingga dalam
keterbatassn-keterbatasan tertentu, lembags tetap

dapat menjalankan pekerjaannya.
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Chambliss dan Seidman merunuskan politik

tersebut sebagsi “Msximizing Rewards and Minimizing
Strains on The Qrganization”.

Politik tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Sasatu organisasi dan snggota-anggotanya
cenderung untuk menggantikan tujuan-tujuan serta

kaidah-kaidah organisasi vang resmi dengan
kebijskan-kebijaksn serta kegiatan-hkegiatan yang
secara terus-menerus dijalankan, vang akan

meningkatkan keuntungan terhadsp organisasi dan
vang akan §enekan hambatasn-hambatan terhadap
organisasi.19

Proses penyesuaisn yang demikian ini menimbulkan

gejala vysng oleh William B.Chambliss dan Robert
B.Seidman disebut sebagail "goal substitution” dan

"goal displacement”.

Balam goal substitution tujuan formal
digantiksn dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
1sngksh-langkah yang lebih menguntungkan organisasi
vang berkuassa serta yang menghambat dan mencegah
sncaman terhadap orgsnisasi itu. Pads gosal dis-
placement tujuan-tujuan organisasi vyang sudah
digetujuil dan diterims dikessmpingkan  demi
tujuan-tujuan yvang lain. Melalui goal substitu-
tion dan goal displacement tercermin hubungan
proses resiprositas antsra badan-badan penegak
hukum dengan masyarakst, karens badsn-badan itu
perusaha menarik keuntungan dari masyarakat dan
menekan hambatan dan sncamsn vang ditujukan
kepadanya, maka penegakan hukum dapat cenderung
meringankan golongan~golongsan vang memiliki
kekussaan dan memberatkan golongan—golongan vyang
tidak memiliki kekuasaan. Golongsn-golongsan vyang
mempunvai kekussaan memperocleh Keuntungan karens
hadan penegak hukum meraguksn golongan ysng tidak
memiliki kﬁggasaan untuk melakukan tindakan
resiprositas.

19) Ibid, hal.Z2.

20) Ibid, hal.58.
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Selsnjutnya Chambliss dan Seidman berpendapat
bahwa suatu masyarakat yand secara murni diatur oleh
hukum merupsakan sesustu yang ideal yaitu sesuatu vyang
tidak mungkin dapat dicapai.21) Diskresi tidak dapat
sams sekali dihindarkan.

Hal ini tidak biss dipungkiri lagi bshwa
ketidaksamasn memang secara sadar atau tidak telah
disnut dalam sisten hukum kits. Hulatl dari
penyidikanpun sebenarnya Polisi sudah mempunyal hak
untuk melakukan diskriminasi dendan adanys wewensang
diskresi pads dirinys. Seleksi dari laporan-laporan
dan pengsduan vang masuk ke kantor Polisi untuk
dilakukasn Penvidiksn atau tidsk, telah dimulal sejak
pemerikssan pendshuluan

Adsnys kebebasan yang seolah-olah dilegalisasi
oleh Undang-undang berakibat membiarkan terjadinya
ketidaksamasan hukuom. Secara disadari atsu tidsk
pandangan-pandangsn pribadi dari penegak hukum vang
bersangkutan, akan mempengaruhil keputusan-keputusannya
demikian pula  dengan tingkat sosial, tingkat
pendidikan, keagdamsan, lingkungan, gaji, budava, akan
sangat berpengaruh dalam putusan-putusan yang diambil,
sehinggs seringksli pada hkantor polisi vyang satu
dengsn kantor polisi vang lain terjadi perbedaan

prosentase dslam melakukan penyidikan. Adsa kantor
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polisi vyang tingkst diskresinya tinggi, ada vyang
rendah. Hsl ini bisa difshami karena wewenang ini
gsecara formal memang diijinkan.

Pembicaraan mengdensi hukum dalam rangks
keorganisasian ini sksn mengurangi tingkat abstraknya
dan memusatkan perhstian pada kemungkinan-kemungkinsn
vang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi
tersebut dalsm mewujudkan tujuan hukum, seperti telah
diminggung di atas. Pembicaraan tidak hanya pads
hukumnys “an sich" melainkan sudah bergeser pada

hukum-hukum keorganisasiasn, reaksi-reaksi keorganisasi

sn, serts pengelolasn heordanisasisn,

Organisasi disini diterima sebagal suatu
sistem vang terbuka, artinys bahwa kita melihatnysa i
sebagsai sesuaty veng bekerja di dslam dan |
dipengarvhi oleh intersksinya dengan fasktor-faktor
manusia, sozial, politik, ekonomi, teknologil.
Fecuali faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh
terhadap organisasi dalam kedudukannya sebagsal
lingkungan (eksternsl), maka mere%% mempengaruhi
pulas susunan (internal) organisasi. )

Untuk dapat memashami lembsgs-lembaga hukumn
sebagai suatu organisasi, maks unsur-unsurnya dapat
diperineci sebagal berikut:

1. Orang-orang - para pelsksana tugas.

2. Teknik-teknik - teknologi vang dipakail untuk

menjalankan tugas.
3. Informasi - pengetshnan vang " dipsksai

untuk menjalankan tugas,

22) Satjipto Rahardjo, Hulnun Dasn  Perubahan Sosial,
Bandung: Alumni, 1983, hal.135.
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4. Struktur - pengaturan dari pada tugas.
5. Tujuan - alssan bagli menjslankan
tuga5.23)

Tujuan setisp organisssi adslsh untuk mencspsil
produktivitas atau kepuasan, atau gsbungan dari kedua-
nya, tergantung dsari kegistan sps vyvang dijslankan
clehnya. Untuk mencapsl tujuan tersebut maka unsur-
unsur orgsnisssi tersebnt di atas harus dioperasional-
kan, vang menampakkan diri daslam wujud berdersknys
organisasi itun. Aktivitas untuk mengkoordinasi unsur-
unsur btersebut disebut sebagai pengelolaan organisasi.
Aktivitas inilah vang bertanggungiawab terhadap karya,
pertumbuhan serts kelandsungan hidup ordanisasi.
Sementara itu dalam bekerjsnys, orgsnisassi berhadapan
pula dengsn masalah lingkungan yang harus diterima dan
diperhitunghksannysa, yaitn vang bersifat sosial,
politik, manusia, ekonomi serta teknologil.

Pengaruh lingkungan terhadap penedak hukum
sebagai satu lembags, dalam penegakan hukum tak dapat
ditinggalkan. Hal ini akan bisa difahami dengan
disgram vang dikemukakan oleh Chambliss - dan Seidman

mengenai proses penegakan huokum sebagsai berikut:24)

23) Ibid, hal.13B.

24) Wilism J. Chsmbliss, & Robert B. Seidman, Law, Order
and Power, Resding,Mass: Addison-Westley, 1871, hal.l2.
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Qlehnya bagan tersebut diuraikan dalam dalil-

dzlilnye sebsgal berikut:

1.

Setisp persturan hukum memberitahu tentang
bagaimana Seorang pemegang peran (role occupant)
itu diharapkan bertindak.

Bsgaimana seorsng pemedang peran itu akan bertindsak
sebagal suatu respons terhasdap peraturan hukum
merupakan fungsi peraturan-peraturan vang ditujukan
kepadanya, sankei-sanksinya, aktivitas dari
lembaga-lembags pelaksana serts keseluruhan
kompleks kekustan sosisl, politik dan lain-lainnya

mengenail dirinys.

Bagaimsna lembaga-lembags pelaksana itu aksn ber-
tindak sebagai respons terhadap peraturan hukum
merupskan fungsi peraturan-peraturan hukum  yang
ditujuksan kepada mereksa, sanksi-sanksinys,
keseluruhan kompleks kekuatan-kekusatan sosial,
politik dan lain-lsainnya vang mengenai diri mereka
serts umpan-umpan balik vyang datang dari psars

pemegang peran.
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4. Bagaimans parszs pembuat Undang-undang itu akan
bertindak merupskan fungsi perazturan-peraturan vang
mengatur tingksh laku mereka, sanksi-sanksinya,
keseluruhsasn kompleks kekustan-kekuatan sosial,
politik, ideclogis dan lain-lainnyva vang mengenail
diri mereka serts umpan-umpsn balik vyvang datang
dari penmegang peran serta birckrasi.

Dari kutipan di stss dapstlsh diketshui, bahwa
setisp anggota masyarakat sebagal pemegang peran
ditentukan tingkah lskunva oleh pola peranan vang
diharapkan daripadsnys baik oleh norma-norma hukum
maupun oleh kekustan-kekustan di luar hukum.

Hsl ini dapat diperjelas dengan model tentang hukum

dan perubszhan sosial dari Seidman:25)

Pembusat

//////// hukum
L

Birokrasi‘ “ | Pemegang
penegak ! peran

hukun

A

Kekuatan-
kehuatan

sosial,politik
dan seterusnys

25) Robert B. Seidmen, "Law and Development: A general
nodel”. Law and Soeiety Review, Jilid VII, 1872, hal.321.
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Posisi hukum sebagal institusi sosial seperti
tersebut di atas{ dapat diperjelas lagi dengan bagan
asupan-luaran yang dibuat oleh Harry €. Bredemeier
vang memanfastkan teori sibernetika dari Talecott

parsons, ialah sebagai berikut:zs>

Proses adaptif organisasi

{ekonomi) \\\\\j ~fyang efisien
Hukum ///////

Proses pencsapaian —-}{mengintegrasikan, —>Legitimasi
mengkoordinasikan)

Proses memper- //’/////;v \\\\\:—L
Eeadilan

tehankan pola
(budavs)

Manfast bagan Bredemeier terletak pada
kemampuannys untuk menunjukksn betapa pekerjaan hukum
serta hasil-hasilnya tidak hanya merupaksn urusan
hukum, melsinkan merupakan bagdian dari proses

kemasysrakatan yang lebih besar.

Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi
yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-
proses yang berlangsung dalam nasyarakat, hukum
menerims sSupan—-asupsan dari bidang ekonomi,
politik, dan budaya untuk kemudian dioclashnya
menjadi keluaran-kelunaran vyang dikembalikan ke
dalam masyarakat. Pada waktu bahan vyang harus
diolah itu masuk, vaitu dalasm bentuk asupan itu
tadi, wujudnys berups sengketa atau konflik. Hukunm,

26) Satjipto Rshardjo, Ilmu Hukum, Bandungd: Citrs Aditya
Bakti, 1991, hal.143.
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dengan perlengkapan dan otoritas yang ada padanya,
menvelesaikan senghets itu tadi sehingga muncullsh
32%22 mz;;gggﬁztbg§g vang kemudian dikembalikan ke

Pads sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannysa
berupa suatu penstruktursn basru terhadsp suatu proses
ekonomi tertentu vang sebelumnysa dihambat oleh
berbsgsi sengketa antara komponen—-komponennya. Dengan
demikian, maks apa yvang dilakukan oleh hukum, dalam
hal ini melalui Pengadilan, jelas tidak bisa dilepas-
ksn dari perhatiannya terhadsp kelancaran proses-
proses kehidupan masyarakat di sekelilingnya. padsa
waktu hukum harus memutuskan sesuatu sengketa, maka
akan berfikir, bagaimanakah membust suatu keputusan
vang dampaknya akan meningkatkan efisiensi vang
produktif.

Proses-proses politik antaranya terlihat pada
pembustan hukum (Undang-undang, peraturan). Di sini
pembuatan hukum tidak kita lihat sebagal proses hukum
teknik, melsinkan sebagai manifestasi dari kegiastan
politik, vaitu membust deskripsi mengenai keadsaan
ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk
mencspainya melalui penggunaan kekusassan. Hasil-hasil
pembuatan hukum ita menjadi ukuran tentang bagaimana
hukum sebagai mekanisme pengintegrasi akan menvyelessai-
kan persoalan-persocalan yang dihadapkan kepadanya.

Dengan perkataan lain, carsa hukum dslam hal ini

27) Ibid, hal.l44.
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Pengadilan, menyvelesaikan senghketa-senghketsa vang
dihadapkan kepadsnysa, ialzah dengan menggunakan
patokan-patokan vyang telah dibuat oleh badan pembuat
hnkum sebagai sustu institusi politik. Bisa terjadi,
bahwa Pengadilan menurut saja untuk menggunakan
patokan tadi. Hamun, bisa Jjugsa terjadi, bshwa
Pengadilan menoclak untuk menggunakannyva, karensa
menganggapnys tidak baik, atawu dalsm istilsh huokum:
tidak ssh. Dengan demikisn, maka terjasdi ketegsangan
antars pembuat hukum sebsgai institusi politik dengsn
Pengadilan sebagai institusi hukum.
Ketegangan ini diselesaikan dengan menyatakan, bahwa
hssil perundang-undangan itu tidak benar dan harus
dibstalkan. Dengan pembatalan ini institusi hukum
telah menggunakan otoritasnya untuk mengkoordinasikan
hal-hal vang menghambat bsgi efisiensi produksi dalam
masyvarskat. Dengan melakuksn pembatalan itu, is telah
menyingkirkan salah satu penghambast bagi efisiensi
produksi dalam masyarakst. Sebaliknya, apabila patokan
yang dibuat oleh badan pembuat hukum itu digunsakan
ocleh Pengadilan, maks secara tidak lsngsung itu berisi
pengakuan terhadsp kebenarsn dan kebaikan hasil
pembustan huokum. Dalam istilah hukum disebut pemberian
legitimasi.

Jiks institusi hukum benar-benar hendak ber-
fungsi sebsgai sarans pendintegrasi masyarakat, maka
hsrus diterima oleh masyarskat untuk menjalankan

fungsinysa itu. Hal ini berarti, bahwa anggota
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masyvarakat harus mengakui, bahwa iﬁstitusi itulah
tempat di mana pengintegrasian dilakukan dan oleh
karensnya orangpun harns bersedis untuk menggunskannya
atau memanfastksnnys. Dengan perkatasn l1ain, rakyat
harus dapat dimotivasikan untuk menggunskan institusi
hukum sebsgsi sarsna penyelesalsan konflik-konfliknya.
Dari sini, masalahnya bisa ditsrik ke masalah pemuasan
rasa keadilan. Dengan demikian, rakyat harus Dbergerak
untuk membawa sengketanys ke Pengadilan, oleh karena
hsnya melslui badan itulah keadilan diberikan kepada.
mereks.

Di samping dipengaruhi oleh masyarakat sebagail

baszsis sosialnysa, penegakan hukum juga sangat
dipengaruhi oleh birokrasi.
Hal ini disebabkan karena: "melalui cars-cars
birokratis ini ingin dicapai efisiensi ysng otomatis,
sehingga pembustan keputusan-keputusan benar-benar
berjslan secara lancar dan sekedar merupakan kegiatan
rutin".28)

Peter M.Blau dan Marshall W.Meyer berpendapat
bahwa: "apegialisasi, hierarki wewensang, sistem
persturan, dan hubungan yang tidak bersifat pribadi
merupakan eiri-ciri dasar dari suatu organisasi

birokrasi".zg)

28) Satjipto Rshardjo, Op Cit, hal.45.

29) Peter M.Blau dan Marshall W.Mever, Birokrasi Dalam
Masvarakst Modern, Jakarta: Ul Press, 1987, hal.13.
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Selanjutnya ditambshkan oleh beliau bahwsa:

agar bisa melakuksn koordinasi vang efektif
diperlukan suatu disiplin kerja vang tidak ber-
langsung kalsu diswasi saja, tetapi vang bisa
berjalan seiring dengan proses kerja organisasi itu

sendiri, Inilah Fungsi dari peratursan dan
perundang—gﬂ?angan vang mengatur pelaksanaan
pekerijaan. -

Efisiensi Jjuga akan terganggu bila keputusan-
keputusan administratif dipengaruhi oleh penilsian-
penilsian vang emosionasl dan bersifat pribadi.
Untuk menghindarkan hal yang menggandgu efisiensi
adalah: dengan menjauhkan semua pola hubungsn vang
bersifat pribadi (interpersonal relationships) yang
ditandai oleh ikstan-ikstan emosionsl)l dan hierarki
administratif.S1)

Namun demikian birokrasi vang seharusnys
memperlancar pekerjaan justeru lebih sering sebagsi
penghambat. Hal ini disebsbkan karens pembuatan
peraturan Justern lebih banyak dilskukan Pemerintah
dan birokrasi, hal ini disebsbksn ksrens mereks
memiliki peranan penting dsalam penerapsan hasil
keputusan politik vang tertusng dalam peraturan
perundang-undangan.

Membicarskan penegskan hukum secars mutatis
mutandis, akan membawa kita pads pembicaraan masalsah

renanggnlangan kejahatan. Dalam konteks pembicarasn

30) Ibid, hal.ll.
31> Ibid, hal.12.
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masalsah penanggulangan kejshatsn dikenal istilsh
politik kriminal, ialah: suatu ussha yang rasionil
dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.sz)
Operasionalnya dapat dilskukan baik melalui
sarans penal maupun non penal.
Kedua sarasna ini menurut Muladi: merupakan suatun
pasangan vyang sstu sama lain tidak dapst dipisahkan,
bashkan dapat dikatakan keduanya ss8ling melengkspi
dslam usahs penanggulangan kejahatan di masyarakat.S3)

Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan

selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi,
dan interdependensi) dengan lingkungannys dalam
peringkat-peringkat masyaraksat, ekonomi, politik,

pendidikan, dan teknologi, sertas subsistem-subsisten
dari sistem peradilan pidana itu sendiri.34)
Keterpaduan gerak sistemik sub-subgistem
peradilan pidana dalam proses penegakan hukum sangat
diharapkan daslam pelsksanasnnya. Salsh satu indikstor
keterpaduan sistem peradilan pidans ity adalah
"sinkronisasi" pelsksasnasn penegaksn hukum.
Sinkronisasi di kalsngan sub-sub sistem peradilan
pidans vang terdiri Kepolisisn, XKejaksaan, Pengadilan
dan Lembagas Pemasvarskatan penting untuk diperhatikan

32y Socedarto, Hukuwm Dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni,
1983, hsl.38.

33) Muladi, HKapits Selekts Sistem PFeradilan Pidana,
Semzrang: UNDIP, 1885, hal.vii.

34} Loc Cit
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dalam kerangksa sistem itu mencapai tujuannys
menanggulangi kejahatan di dalam masvarakst.

Sebsgai suaty sistem, peradilan pidana mem-
punyail perangkat struktur stas subsistenm vENE
seharusnya bekerja secars koheren, koordinatif dan
integratif agsar dapat mencapai effisiensi dan

effektivitas vang maksimal. Komnbinasi antara
effisiengi dan effektivitas dalsm sistem sangsat
penting, sebab belum tentu effisiensi masing-

mesing subsistem dengsn sendirinva menghasilkan
effektivitas. Fragmentasi fungsionsal pada subsistenm
azkan mengurangi effektivitas sistem tersebut,
Koselurunan disfangsiena, 385°C" Fersebut secara
Disfungsionalisasi hukum pidans ini skan
menurunkan wibawa penegak hukum pidana dsan daya
pakssaan pzikis perundang-undangan hukum pidana
sehingga orang cenderung untuk melakukan tindak
pidans.
selain itu karens dalasm opersasionalisasinys,
sistem peradilan pidana melibsatkan mranusis, baik
sebagal subyek maupun obyek maks sistem tersebut harus
dapsat memahami dan memperhitungksn dampaknys terhadap
manuesis atau mssyarakst manusia, baik vang berads
dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar
sistem. Oleh karena itu asas equality before the law
harus diperhatikan. Diskriminasi dslam pelsaksansasn
penegakan hukum harus dihindari semaksimal mungkin.
Sementars ini vang terjadi justeru ada
kecenderungan untuk memperlahkukan kejashstan korporasi
sebagal "anak emas". Hal ini biss kita amati misalnya

35) Ibid, hal.Zl.
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dalam penyvelesaian kasus pencemaran linghkungan hidup,
jsrsng 'sekali kassus lingkungan diselessikan lewst
Pendadilan, lebih sering dilakukan dengan penyelesai-
an di luar Pengsadilsn. Menurut Sudharto P. Hadi:
Kerusakan (pengrusakan) lingkungan hidup di
negara kits, menurutnysa timbul lantaran
kecerchohan langksh vang diambil oleh para
pengambil keputusan. Dis mencontohkan, kebanyakan
pengambil keputusan di dunis ketiga (jadi bukan
cuma Indonesias) menganggap bshwa industrialisasi
dianggap sebagai salah sato caras utama nntuk
mengejar ketertinggslan, padshal keggguan sustu
negars itu tidak selsalu secara linear.

Selain itu, Pemerintah seharusnya Juga mulai
memperketat aturan vang teriszslu menguntungksan investor
asing vang menansmksan modalnys di Indonesia. ditambsh-
kan oleh belisau bahwa "Beberaps paket kebijaksanasn
vang diesnangkan Pemerintah cenderung menguntungksn
investor asing”.

Heningkatnya peranan korporasi sebagai akibat
perubahan masyarakst agraris ke masyarakat industri
dan perdagsngsn sgaknys kurang disadari oleh para
pembuat Undang-undang dan penegak hukum, sehingga
kejahatan-kejshatan korporasi yang sangat merugiksn
mesyarskat lusas tidak mendapat perhatian dan seakan-
akan dapst dilakuksn dengan leluasa. Hal ini bukan
sajs karena perundang-undangsn (pidans) kita yang

seesrs  lusse masih  mengsnut  pandangan bshwa hanys

manusias alamiah (natursl person) yang dapat melsakukan

38) Sudharto P. Hadi, wawssan, 23 Janusri 1894,
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tindak pidana dan dinyatakan bersalah, aksn tetapi
jugs kurangnys peranan ilmuwan untuok memberikan
sumbangan pemikiran dalam bidang ini. Tidak adanvs
tindakan hukum yang berupsa penjatuhan ssanksi pidans
terhadap korporesi bukan saja aksan menghasilkan
semskin meluasnya kejahatan korporasi, akan tetapi
juga menghasilkan pandangan masyarakat bshwasanys
kejahatan korporasi tidak membahayvakan masyarakat, dan
skibat selanjutnys akan membentuk persepsi dan
pandangan masyarsakst yang berst sebelsh, vakni hanys
kejahatan-kejahatan konvensional sajs vang dianggsap
membahayvakan dan mengancsm kehidupsan masyaraksat.
Hengensal hal ini Muladi berpendapsat bahwa:
langhkah-langkah vang bersifst shock therapy
nisslnya dalam bidang perpajaksn, lingkungan
hidup, hak ciptas dan lain-lain, kadang-kadang perlu
dilskuksn, Lkhususnya vang berkaitan dengan pelaku
Eiﬁdiﬁrﬁégzgabizgi‘g%%ah keterlaluan dan menimbul-
Dalam kejmhatan korporasi alasan untuk sekali-
kali menggunakan hukum pidansa lebih beralasan
mengingat viktimologisnya vang sangat 1uas.38)
Kerugian dapat timbul baik terhadsp negara (tindak
pidana pajak), masyarakat (tindak pidana lingkungan),
perusshaan saingan (kompetisi tidak jujur), ksaryswan
(tindak pidana perburvhan) dan konsumen (tindak pidana

37) Muledi, Cp Cif, hal.43.

38) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bungs Rampai Hukum
Pidans, Bandung: Alumni, 1892, hal.18.
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penipuan melaluil sdpertensi).

Melihat bahava vang ditimbulkan oleh kheishatan
korporasi, 1I.3. susanto cenderung setuju korporasi
antuk mempertanggungiawsbkan secars pidana atss
tindakasn-tindskan vang merugikan dan membsahayvakan
mesvearakat 1035.39} Dari berbagsi sgstudi di lusar
negerl menunjukkan bahwa mempertanggungjiawabkan pidana
kepads korporssi daspat mencegah dilskuksnnya kejshstan
korporasi. Penjastvhan sanksi pidsns wsalaupun hanya
beberspa bulan kepada korporasi, lebih menakutkan
pimpinan korporasi daripada dends vang Jumlahnysa
ratusan Jjuts.

Dalam hal ini Muladi berpendsapat bahwa:

Seandsinva hukum pidansa digunskan, sehingga
ssnksi pidans diterapksn, maka tujunan pemidansan
ntams vang harus dipertimbangkan bukannya
rehsbilitasi dan resosislisasi terpidana, melainkan
justru effek moral dan pencegahan dari sanksi
pidana. Dalam hsl ini pelaku tindsk pidans telah
mengkhianati kepercayssan magsyarskat vang paling
besar, sehinggs pidans harus menceaminkan beratnyvsa
kejshatan vang dicela masyarakat.4 >

Namun demikisn Pemerintah lebih sering menerap-
ken ssnksi administrssi daripada sanksi pidana untuk
memidana korporasi. Hal ini disebsbkan karens dalam
penegakan hukum sangai dipengaruhi oleh kondisi

struktur politik, sosial, ehonoml dan budava

masvarskat setempst.
39y I.8 Sussnto, (p Cit, hal.8,

40) Mulsdi dan Barda Wawswi Arief, Op Cif, hal.5.
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Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut di atas
maka Pemerintah lebih mengutamaksn stabilitas dan
pembangunan dan secara tidak sengaja telah menyamping-
kan masalah ekologi. Ini bisa dilihat dsri banysknya
kasus-kasus pencemsaran linghkungan vang dilakukan
korporasi, akhir-skhir ini yang jsuh dari Jjangksuan
hukum., Mengensi hal ini I.S Susanic berpendspat:

Sehubungan dengsan tindshkan-tindskan korporasi
vang merugiksn masyarakat luas, agaknya korporasi
memilikl Privilege dslam menentang stigmatisasi

dengan melengkapi sumber-sumber untuk memper—
Juangkan atan melawan pernyatssn-pernystasn vang

menganggap perbuatannya salah, serta untuk
menentang dikenakanﬁga sanksi-sanksi stas
tindakan—tindakannya.4

Bagi korporasi, pelanggaran hokum hanya

dipandang sekedar ongkos, yakni biaya atau pengurangan
dari keuntungsn melalui dendsa yang harus dikalkulasi-
kan dan diperhitungkan sebelumnya dengan cara yang
ssms seperti halnya dengen setiap ongkos vyang harus
dikelusarksn untuk menghasilkan dsn memasarkan produk
vang dihasilkannyvanyvsa.

Menurut Clinard dan Yeager, ads dus pandandan
vang secars umum dapst dipaksi menjelaskan kejshsatan
bisnis, yailtu model tujuan vang rasionsal, yvakni vang
mengutamakan untvk mencari keuntungan, dan model

organik vang menekanksan padsa hubungsan antars

41Y 1.8 Sussnto, Tinjavan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Ekonomi, Makslsh Penstersn  Nesional Hukuam Pidena Dan
Eriminclogi, veng diselenggaraksn di  Semsrang tanggal 3-15
Desenber 1995, hal.34-35.




perusahasn dengsan lingkungan ekonomi dan
politiknys.42?

Pada pandangsn ini, perusshssn skan menvesunsaikan
struktur dan kebijsksanaannys pada pembatas-pembatas,
hambatan-hambatan serts dari lingkungsnnvs. Namun
tindskan penyesuaian ini tidak berarti bahwa korporasi
bersikap pasif terhadsp perubahsn-perubshan ysng ads,
akan tetapi seringkali mereks secara aktif Dberusahsa
untuk mengussai sumber-sumber yang dapat mempengsaruhi
dan mengderakkan linghungan sekitsrnya. Hal ini
disebabkan bagaimanspun juga konteks sosial dari suatu
organisasi adalah merupakan hssil dsri tindakan
pelasku-pelakny sosial. Oleh ksrena bsnyvsk hambsatsn-
hambatan vang berssal dari tindskan vyang dilakukan
oleh pihak-pihak lain, maka salsh sstu tugas penting
dari mansjemen korporsasil adslah mempengaruhi pihsk-
pihak 1lasin untuk dspsat digunsksn sebagal alat dalam
menentiukan dan mempengaruhi lingkungsn sekitarnya bagi
stauy vang sesuai dengan kepentingsnnys.

Lolosnya Lkorporasi dari jangkaunan hukum bukan
hanya disebabksn fsahktor kondisi struktur politik,
sosial, ekonomi dan budaya saja melsinkan Jjugs dari
segi Undsng-undangnya vang bsnyak kelemshannya.

Satjipto Rahardjo berpendspsat bahwa:

Hembicarakan mengenai masalah efektivitas, maka kita

42y Harshsll B. Clinard, dan Peter C. Yeager, Corporate
Orime, New York: Free Press, 1880, hal.4b.
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tidak daspat hanys menysalashkan fihak wargs negara saja,
masalashnya munghkin sajas terletsk dalsm pengaturan
Undang-undang ysng tidak betul, vang kurangd menguasai
magalah vang diaturnya.43)

Di ssmping itu ditambahkan oleh beliau bahwa:
pengaruh-pengaruh kehidupan moral, sosial, maupun
politik, turnt menentukan penerimasan masyarakat
terhadasp suatu Undang-undang yang barn.%4)

Hal vang senadas dikemukskan oleh Scerjono
Soekanto vyang berpendapat bahwa: berfungsinys hukum
sangatlsh tergantung pada hubungan vyang serasi
antara hukum itu sendiri, penegak hukum, Fasilitss-
nys dan masyarakat vang diaturnya.45)

Kepincangan pada salah satu unsur, mungkin akan
mengakibatkan seluruh sistem akan terkena pengaruh
negatifnys. Hisalnya, kalsu ‘hukum tertulis yang
mengatur suatu bidang kehidupan terlslu kaku satsu
terlaln luwes, maka seluruh sistem bidang kehidupan
tersebut (dan bidang lainnya yang saling berkaitan)
akan berproses dalam kepincangan. Maks seluruh lspisan

masyvarakat akan merassksn akibat pahitnva.

43) Satjipto Rshsrdio, Anekas Persoalan Hukum Dan
Masyarakat, Bendung: Alumni, 1883, hsl.109.

44> Ibid, hal.110.

45} Scerjonc Soekanto, Penegakan Hubkum, Bandung: Bins
Cipta, 1983, hal.34.




AN

Berikut ini akan diuraiksan masind-mssing Ffaktor
tersebut:
1. Kaidsh hukum atau perafuran.
Yang dimaksud dengan kaidah hukum/peraturan
di dalam tulisan ini, adslah perstursn tertulis
vang bherlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat

maupun dserah vang sazah, dengsn demikian mencakup:

8. peratnran pusat vang bherlaku untuk semua wargsa
negsrs atsu suatu golongan terfentiu =zajs maupun
vang berlaku umum di sebsgisn wilayah Negara,
dalam hal ini Undang-undsng Homor 4 tahun 1982
dan Undang-undang sektoral lsinnys.

b. peraturan setempat yvang hanya berlsku di  suatu
tempat atsu daersh saja, dalam hal ini Surat
Keputusan Gubernur Kepsals Dserah Tingkst I Jawa
Tengsh dan Surat Keputusan Walikotamadis Daerah
Tingksat 11 Eotamadia Semarang.

Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut,
terdapat beberapas asas yang tujusnnys adalah agsy
Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif

artinya agar Undesng-undang tersebut mencapai

tujuannya, sehingga efektif.

Asas-ssas tersebut adalah:

2. Undang-undang tidak berlakn surut, artinya
Undang-undang hanys boleh diterspksn terhadsap
peristiwa vang disebut di dalam Undang-undang
tersebut, serts terjadi setelah Undang-undang

itu divatakan berlaku.

b. Undang-undang vang dibuat oleh penguasa vang
lebih tinggi, mempunyai kedudukan vyang 1lebih

tinggl pula.’

¢. Undang-undang yang bersifat khusus menvampingkan
Undang-undang vang bersifat umum apabila pem-
bustnys sama, artinya terhadap peristiwa khusus
wajib diberlakukan Undang-undang vang menyvebub-
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kan peristiwa itu, walaupun bagi peristiws
khusus tersebut dapat puls diberlakukan Undang-
undang vang menyebutkan peristiwa vang lebih
lnas atavpun lebih uamum, vang Juga depat
mencaskup peristiws khusus tersebut.

Undang-undang vang berlsaskn belakangan,
membatalkan Undang~undang vang berlaku
terdahuln, artinya Undang-undsng lain yvang lebih
dahulu berlaku dimasna diastur mengensai suatu hal
tertentu, tidak berlashu lagi apabils ads
Undang-undang baru yang berlsku belskangan vang
mengatur puls hal terteniu tersebut, skan tetapi
makna atan tujuannys berlainan stsu berlawanan
dengan Undang-undang lams tersebnt.

Undang-undang tidak dapst digsnggu gugat.

Undang-undang merupakan suatun sarans untuk
mencapal kesgejahteraan spiritual dan material
bagi masyarakat maeupun pribadi, melalui
pelestarian ataupun pembsharuan (inovasi) sarti-
nva sgar pembusat Undang-undsasng tidask sewensng-
wenang atau agar Undang-undang tersebut tidak
menjadi huruf mati, maks perlu dipenuhi bebersps
syarat tertentu, vakni antara lain sebagai
berikut:

{1} keterbuksaan di dalsam proses pembuatan
Undang-undang.

{2 pemberian hak hepada warga masyaraskst untuk
mengajukan usul-usul tertentu, melalui
cara-cara sebagsl berikut:

{3) pengussa setempat mengundang mereka yang
berminsat untuk menghediri suatn
pembicaraan mengensai peraturan tertentu
vang aksan dibuat.

(b} suatu Departemen tertentu mengundang
organisasi-organisasi untuk memberikan
masukan bagli susatu rancangan Undang-
undang vang sedang disusun.

(c) mcars dengsr pendspat di DPR.

{1} pembentuksn kelompok-kelompok penssehsat
vang terdiri dari, 6 tokoh-tokoh atau
ahli-ahli terkemuks.

Masslsh lain vang dijumpai di dalam Undang-

undang adalah adanyas pelbagai Undang-undang vyang

belum mempunyai peraturan pelaksansan, padshal di

45Y Soerjono Soekanto, Cp Cif, hal.B-7.
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dalam Undang-undang tersebut diperintahkan
demikian,

Persoalan lain adalsh adsnyvs ketidakielassn
di dsalam ksta-kata vang dipergunakan di dalsam
perumnusan Pasal-passal tertentu. Kemungkinasn hal itu
digebabksan, karsena penggunaan kats-kata vang arti-
nva dapat ditafsirksn secsra lunas seksgli.

Dalam kaitannyva dengan penegakan hukum,
peranasn peraturan huhkom cukup besar. Dalam nads
vang mungkin agask ekstrim daspat dikatakan bahwa:

keberhasilan atsu kegagalen psra penedak
hukum dalam wmelasksenskan tugasnya sebetulnya
sudsh dimulsi sejak peraturan hnkum vang hsarus
dijslankan itn dibuat. Apsabila misalnya badan
legislatif membuat peraturan yang akan sulit
gseksll dilaksanskan dalsm masysrakat, maka sejak
sazl ity sebetulnyas badan tersebut telsah
nenjadi arsitek bsasgi kegagslan pars penegsak
hukum dalsm menerspksn peraturan tersebut. Hal
ini misalnys bhisa terjadi, karena peraturan
tersebut memerintahksn dilakukannya sesuaitn yang
tidak didukung oleh sarans vyvang mencukupi,
akibatnya peraturaz %ersebut gagal dijalankan
oleh penegak hukum. 7
Frank P. Grad, menyarsnksn dalam pemilihan
asubstansi mengenai bshan-bahan vang akan diatur
oleh Undasng-undsng disarsnksn agar orsng menjaga
diri untuk tidsk mengeluarkan Undang-undang dengan

begitu saia tanpa terlebih dahulu mengkaji masalah-

nva masshk-masak.

47 Satiipto Rshsrdic, Oo Cit, hal.25.




_ Perundang-undangan vang dibuat terlaln
Qagl dan tanpa kesadaran penuh  sakan luas
Jgngkauan pilihan—-pilihan teknis vang dapat
d}lakukan, bukan hanva sksn gagal untuk membina
bidang vyang diasturnys, tetapi Jjuga bersifat
merusak, vaitu dengan cars memproyeksikan suatu
arah perkembsngan yang dikehendaki yang sebetul-
nva belum di%%tahui dengan pasti arah-arah vyang
sebetulnysa.

Hyrdal mengatskan agar: “Janganlah membnat
suaty Undang-undang kalau pada akhirnya toh tidak
akan dapst dijslanksn". Belian tidak Jemu-Jjemunys
mengingatkan perlunys dihaysti suabtu disiplin
sosiasl sebagai syarat berhasilnya pembangunan.
Antars lain dikatasksnnya:

Kecillash tharspan yang ada di Asia Timur
bagi terjsdinya suatu pembangunan yang cepat
tanps disiplin sosial, disiplin tidak akan
timbul tanpa perundang-undangan dan perzggran
vang dijalankan dengan keras {(compulsion)}.

Myrdal mengecam Megara-negars sedang ber-
kembang sebagai negars vang umumnya lembek. Istilah
“Negara Lembek” dipaksi untuk wmenampungd berbag&i
bentuk ketidak-disiplinan sosisl yang menampakkan
dirinvas melslui cacat di dalsm perundang-undangan
dan terutams sekali di dalam pengawassan dan

pelaksansannya, suaiu ketidsk-patnhan yang meluas

diasntara para pegawal negeri dalam berbagai

48} Sstiipto Rahasrdjo, Op Cii, hsal.108.
493 Satjipto Rahardjo, Huloom, Masyarakat, Dan

Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980, hal.122.
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tingkatnya terhadap peraturan-peraturan dan
perintah-~perintah yang ditujukan kepsds mereka dan
seringkali persepakatan jahat dari mereka ini
dengan orang-orang atau kelompok-kelompok orasng-
orang yang mempunyai kekuasasn vang tingkshlakunya
seharusnys mereka atur.

Penegak Hukum

Secars sosiologis, maks setisp penegak hnkum
mempunyal kedudukan (status) dan peranan (role).
Kedudukan (sosisl) merupsaksn posisi  tertentu di
dalam struktur kemasyarakatan, vang mungkin tinggi,
sedang-sedang ssja atan rendah. Kedudukan tersebut
sebenarnva merupakan suatu wadah, vang isinya
adalah hak-hak dan lkewajiban-kewsjiban tertentn.
Hak-hak dan kewsajiban~kewajiban tadi merupakan
peranan atau role, oleh karens itu, maka seseocrang
yvang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya
dinamakan pemegang peran (role cccupant). Snatu hak
sehensrnyva merupskan wewenang untuk berbuat atan
tidak Dberbust, sedangkan kewajiban adalah beban
atan tugas.

Di ssmping sebagal pemegang peran, penegak
hukum juga merupakan golongan panutan dalam
masysrakat, vang hendaknya mempunysi kemampuan-
kemampuan tertentu, sesuail dengan aspirasi
masyarahkat. Mereks harus dapat berkomunikasi dan
mendapatkan pengertian golongan sasaran, di samping

mampu membawakan ataua menjslanksn peranan vyang
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dapat diterima oleh mereka. Kecuali itn golongan
panutan harus dsapat memanfssatksn unsur-unsur pols
tradisionsl tertentu, sehinggsa menggairahkan
partisipasi dseril golongan sasarsn atay masyvarakat
luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih
waktu dan linghkungan vyang tepat di dalam mem-
perkensalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum
vang baru, serts memberikan ketelasdanan vang baik.

Seorang penegak hukum harus mengenal
stratifikasi sosial atan perlapisan masyarakat yang
sda di 1lingkungan tempat dia beriugas, dari
pengetahuan dan pemahaman terhadsp stratifikasi
sosial tersebut, akan dapat diketahui lambang-
lambang kedudukan yang berlaku dengsn segala macan
gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat
diketshni Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan
dan wewenang, beserta penerapannya di dalam
realita, dengasn mengetahui dan memahami hal-hsl
tersebut di satas, maka terbukalah jalan untuk dapat
mengidentifikasikan nilai-nilal dan Norme—nNorns
atau kaidsh-kaidah vang berlsku di lingkungan
tersebut. Pengetshuan serta pemahaman terhadsp
nilai-nilai serts norms-norma atau kaidah-ksidah
sangat penting di dalam pekerjasan menvelesaikan
perselisihan yang terjadi.

Selain itu penegak tmkum harus mempunyail
kemampuan dan ketrampilan profesional, oleh karens

itu pars penegak hukum harus mempunyal pendidikan
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formal dengan Lbaraf tertentu serta pengetshuan dan
penzhamnan hukum vang cukup besar.v0”

Rurangnyvs pengetshusn dan pemahaman vang
ditambah dengan siksp tindsk vang tercela dari
penegak hukum, merupskan halandan Vyang sangat
serins bagi penegakan hukum, oleh karenanyas sebagail
penegak hukum harus mempunyai semangat kemanusiaan
dan menghormati harkat serta martabat yang melekat
pada setisp manusisa.

3. Ssrana atan Fasilitag

Sgrana atan fasilitas mempunyal peransn yang
sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa
sdanya ssrans atau fasilitas, tidak akan mungkin
penegak hukum menyerssikan peranan yang Seharusnya
dengsn peranan yang sktual. Sering terjadi, suatu
peraturan sudsh diberlakukan padahal fasilitasnya
belum tersedia dengan lengksp, peraturan vang
semula bertujusn wmwemperlancar proses, malahan
mengakibatkan terjadinys kemacetan.

Khususnya mengenai sarans atan fasilitas ini
Purnadi Purbsecarazka dan Soerjono Soekanto mengusul-
kan sebagai berikut:

a. Apa ysng sudsh ada, dipelihars terus sgar seiiap
saat berinngsi.

b. Aps vang belum ada, perln disdakan dengsn men—
perhitungkan janghks waktu pengadaannysa.

50) Scerjono Soshanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum
Terkadap Masalah-masalsh Sosial, Bandung: Bina Citra Aditys,
1989, hal.77.
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¢. Apa yang kurang perlu dilengkspi.

d. Aps vang telsh rusak diperbaiki atau diganti.
e. Apa yang maceh, dilancarkan.

F. Apa vang telsh mundur, ditingkatkan.51>
Hasyarakat

Penegakan hukum vyang efektif tidak shan
mangkin terlsaksana tanpa bantuan warga masyarakat
secara aktif, bsntunasn stsu partisipasi warga
masyaraskat mempunyail peransan vang sangst penting
dalam efehktivikasi perundang-undangan. Secara
psikologis, wargs masyarskst mematuhli hukum, oleh
kerens ada semacam rangssangsn unntuk mentasatinya
vang menimbulksn rasa  takunt, kecuall itu Jjuga
dikarenzksn vang bersanghkutan memelihara hubungsn
baik dengan lingkungan sosial atau penguasa, atan
kemungkinan lain islah ksrena sesuainya nilai-nilai
yvang disnut dengsn hukum. Faktor-faktor ini aksn
mempengaruhil kepatuhan seseorang terhadap hukum.

Kesadsran hukum yang tinggl mengakibatkan
wargs masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum
yvang berlaku. Kepatuhan dan ketastan hukum merupa-
kan indikstor tingkat kesadaran hukum seseorang.
Apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat
kepatuhan ‘terhadsp hukum jugs rendah. Kesadsran
hukum menvangkut masalah spakah ketentuan hukum
tertentu benar-benar berfungsi stau tidak di dalam

masyarakat.

51} Soerjono Soekanto, (b Cif, hal.32.
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i Kesmadaran hukum =endiri dapat diartikan
sebagal “sustu penilaianlterhadap hukum vyang sda
atau hukum vang diharapkan akan ada“.52>

Sehingga tampak bahws masalsh kesadaran hukum
masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor
apaksh suatu ketentunan hukum tertentnu (dalam h=al
ini Undang-undang Lingkungan). diketahui,
dimengerti, ditasti, dan dihargai. Apebila wargsa
masyarakat hanya mengetahul adanya suatu ketentuan
| hukum, maks taraf kesadarsn hukumnys lebih rendah

dari spabils mereks memahaminya.

Setiap warga masyvarakat sebenarnys
mempunysai kesadaran hukum, hanya berspa besar
tinghat kesadaran hukumnys dsri masing-masing

warga masyarakat saja yang berbeda. Ada yang

mengetahui isi persturan, ada vyang mempunyai
; sikap hukum tertentu dan ag% puls vang
i berperilakn sesuai dengan hukum. )

Dari apas vang dikemukakan Sorjono Soekanto di

atas tampsk bahwa:

indikator perilahku hukum merupsakan
petunjuk akan adanya tingkat kesadaran hukunm
yvang tinggi. Dengan demikian dspat dikstaksn
bshws tinggi rendahnya tingkalt kesadaran hukum
akan dapat dilihat dari derajst kepatuhan hukum
: vang hLerwunjud di dalam pola perilaku manusia
| vang nyata, kalaun hukum ditssti, maks hal 1itu
| nerupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum
tersebut agz%ah efektif (dalam arti tercapsl

tujuannyal.

52y Ibid, hal.82.
53) Soerjonoc Soekento, (U ik, hal. 17,

54) Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdulsh, Sosiologi
Hukom Dalam Masyarskat, Jskerta: OV Rajswali, 1987, hal.230.
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Kezsadsaran hukum dapat dibentuk melalui
program-program pendidikan vang memberikan suatu
bimbingan ke arash kemampuan untuk dapat memberikan
penilaisn terhadap hukum, pemberian telsdan yang
haik dari petugas, dan pelembagasn yang terencana
dan terarah dari huvhum itu sendiri.

Kebudavasn

Sustu sub sistem budays memberikan Jawaban
terhadsp masalah mengensi faktor dasar kehidupan
manusis, vang pacda hshkekstnys berkisar pads
falsafah hidupnva. Falsafsh hidup tersebut kemudian

terwnjud dalsm sistem nilai yang merupakan honsepsi

ahstrak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

vang harus dihindari.

Menurut shli antropologi, budays tidak
sekedar bersrti kumpulan bentuk tingksh 1lsku dan
pemikiran vang ssling terlepas skan tetapi budays
diasrtikan sebsgsi kstegori sisa sehingga di  dalam-
nya termasuk keseluruhsn nilail sosial vang
berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap vang
mempengaruhi bekerjanys hukum tetapi vang buksan
merupakan hagsil deduksi dari subgstansi dan
struktur.

Sehinggs termasuk di dalamnya rasa hormat
kepada hukum, kesediasn orang untuk menggunakan
Pengadilan atan tidak menggunakan Pengsdilan,
karena memilih cara—cars informal untuk
menyelesaikan suatn senghketa. Termasuk pulas ke
dalam budaya hukum adslah sikap-sikap dan

tuntutsn-tuntuntan terhadap hukum yang disjukan
oleh kelompok-kelompok etnis, ras, sgama,




"1

lespangan pekgggaan dan kelas-kelas sozial yang
berbeda-bedsa.

Oleh Friedmsn, nilsi-nilal dasn sikap-sikap
anggota masyarakat yang berhubungsn dengan hukum
(kultunr hukum) ini disnggapnya sebagsl semacanm
bensin vang skan menggerakkan mohbor tatanan hukum
vang ada.

Dikatakan olehnys, bahwa:

Tanps motor penggerak ini maka pranata
hukum itu akan menjadi lembsgsa lembags yang matil
belaks. Apabila misalnya, masyarakat mempunysai
heyakinan bshwa sengheta (hukum) itu harus
diselessikan dsalam lingkungan yang intim dan
secars tertutup, maka jelas bahwa kantor-kantor
Pengadilan skan kosong dan Hsakim-hakim serta
Pengacara-pengacara harus bermasin ksrtu aE%u
catur untuk mengisi wsktunys vang kosong itu. )

6. Sosial. Politik. Ekonomi.

Masyvarakat kontemporer, cenderung menjadikan
ekonomi dan politik sebagai panglima, artinya untuk
reberhasilan tujusn ekonomi perln dukungan politik.
Dengan demikian diperlukan ‘“herjasama" antara
pelaku ekonomi dengan pelaku politik.5?)

Hubungan vang baik antarsa pengambil keputusan

politik dengsn kekuasaan ekonomi telah berhasil

55) Ronny Hsnitijo Soemitro, Perpektif Sosial Dalam
Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Semsrang: A@ung Press, 18989,
hal.10.

568) Satjipte Rahardjo, Op Cit, hal.3B.

57) 1.8 Susanto, Hukum, Etika Politik dsn Etika Bisnis,
Rowpsas, 1 Juni 1885,
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meningkstkan pertumbuhan ekonomi vang sangat
mengesankan di beberaps negars hawasan Asia Pagifik
pada beberapa tshun ini, vang oleh laporan Bank
Punia disebut sebagai "keajaiban". Namun di sigi
lain pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan tersebut
justeru meningkatksn masalash-masalash sosisl seperti
kemiskinan, ketidsksadilan, pengangguran, ketenaga-
kerjssn dan lain-lain. Hal ini terutama karens
terjadinyva “ketidakseimbangan"' antara pembangunan
ekhonomi dengan pembangunan politik, sehingga
meningkatkan kesenjangan di berbagsai bidang
kehidupan. Hukum dapat dipaksi untuk menyeimbang-
kan =antara kepentingan masyarakst luaas dengsn
kepentingan ekonomi, untuk melindungi rakyst bany=zak
terhadap “keserakahan" bisnis dan kolusi santara
pelsku ekonomi dengsn pelsku politik. Namun hukum
(Undang-undang dan bekerjanys) tidak Jatuh dari
langit, artinys dis merupakan produk dari proses-
proses sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam dan
atruktur-struktur vasng ads. Sementara itu hukum
(Undang-undang) itu sendiri merupakan keputusan
politik. Sebagai keputusan politik dis sarat dengan
muatan kepentingan. Mereks yang mempunyal kekuoasaan
yvang 1lebih besar, maka kepentingannya akan lebih
bessr kemungkinannya terwadshi dalam Undang-undang.
Hal ini seswal dengan sapa vang dikemukakan
Bredemeier dan Talcott Parsons dalam bagan vyang

telsh diursikan di atas.
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. Pengertian Hukum Lingkungsan

Istilash hukum lingkungsn relstif masih baru
dalam dunia ilmn pengetahuosn hukunm, ia tumbuh
bersamssn dengsn tumbuhnys kesadarsn wmanusia  untuk
melindungi dan mewmelihara tempat hidup manusia.58}
Dengan tumbuhnys pengdertisn dan kesadaran untuk
melindungi dan memelihsra lingkungsn hidup itu, maks
tumbuh puls perhatisn hukum kepsdanys hingga menyebab-
kan tumbuh dan berkembangnys cabang hukum baru, vang
disebut hukum lingkungsan.

Agsr perlindungan dan pengamsnsn alam dapat
terselenggars Secara terabur dan pasti, serta dapat
diiknti dan ditssti oleh semua pihak, maka perin
perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan ke
dslam peratursn hukum, sehingga lshirlah hukum vyang
memperhatikan kepentingan alam (hukum vang
berorientasi kepads kepentingsn slam atsu nature’s
interes orienter lsw). Kepentingan alam, vyang perlu
dilindungi dan dismanksn oleh hukum itu menorut
Munadjat Danusaputro: “"terletak pada keharusan
untuk dijsga kelestariannya”.sg}

Demikisnlsh 1lahir Jenis hukum, vang setara
kyhusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok

untuk memelihasrs dan melindungi 1lingkungan hidup,

88} St. Munadjst Denusspubra, Hukum Lingkungan, Buka 1:
Umam, Bsndung: Bins Cipta, 1880, hal. 90,

59y Thid, hal.101.




d4

vang disebut hukum lingkungsn hidup atau secara
singksat padat dinamakan hukum lingkuangsn.

Munsdjat Danusaputrsa, membedakan hukum
lingkungan menjadi hukum lingkungan modern vang
berorientasi kepada lingkungan stau "environment
oriented law” dan  hukum lingkungsn klasik vang

1"

herorientasl kepada penggunssn linghkungan atsu use

oriented la‘ﬁ?".so)

Haukum lingkungasn modern menetapkan ketentusn dan

" norma-normse  guna mengatur tindak perbustan manusia

dengsan tujusn untuk melindungil lingkungan dari
kerusaksn dsn kemerosotan mutunysa demi untuk menjﬁmin
kelestariannys szger dapsat secsrs langsung terus
menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun
generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukumn
lingkungsan klssik menetaphkan ketentuan dan norma-norma
dengsan tujuan terutams sekali untuk menjamin
penggunaan dan ekeploitasi sumber-sunber dayva
rlingkungan dengan berbagai akal dan kepsndaisn manusia
guna mencspsi hasil semsksimal wmungkin, dan dalam
janghs waktu vang sesinghkst-singhatnysa.

Hukum lingkungan modern berorientssi kepada
lingkungsn, sehinggs sifst dan watsknys Jjugs menglkuti
sifat dsn watsk dsri lingkungsn itu sendiri dsn dengan

demikisn lebih banyak berguru kepada ekologi.

60) Ihid, hal.35:
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Dengan orientasi kepada lingkungsn ini, maksa
hukum lingkungan modern memiliki sifst utuh-menyeluruh
atau komprehensif-integrsl, selalu berada dalam
dinamihas dengsn sifst dan wataknys vang luwes, =edang
sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral,
serbs kskn dan sukar berubsh.

Masalsh 1lingkungan hidup di Indonesia diatur
dalan Undang-undang Nomor 4 Tsahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup., Yang dimshend dengsn lingkungan hidup menurut
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 adsalsh kesstuan ruang
dengsn semus bends, davs, keadsan dan makhlnk hidup,
termasuk di dalamnysa manusis dan perilakunya, vyang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupsan dan
kesejshtersan msnusis gserts makhluk hidup lainnya.
(Pa=al 1 butir 1). Menurut penjelasan Undang-undsang
Momor 4 Tahun 1982, pengertian lingkungan hidup di
stas merupakan sistem vang meliputi lingkungan alam
havati, lingkungan slam non hayati, lingkungan buatan,
dsn lingkungan sosial yang mewmpengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejshtersan manusia serta makhluk
hidup lainnys.

Sedanghkan vang dimsksud dengan pengelolaan
lingkungsn hidup menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1982 islah upsaysz terpadu dalam
remanfastan, penatasan, pemelihsaraan, pengawasan,

pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup.
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Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolasn Lingkungan Hidup ini wmemilikil eciri-eiri
sebagal beriknt:

5. sederhans tetapl dapat mencskup kemungkinan per-
kembangsn di masa depan, sesual dengan keadsan,
waktu dan tempsat

b. mengandung ketentusn-hetentusn pokok sebagai dasar
bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut

¢, mencakup semus segl di bidang lingkungan hidup,
agar dapat menjadi dasar bsagili pengaturan lebih
lsnjut masing-mesing segi, ysng sakan dituangkan
dalam bentuk peraturan tersendiri.

(penjels=an umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 18823}.

Selain itu, Undasng-undang ini menjadi landasan
untuk menilsi dan menvesuaiksn semua peraturan per-
undang-undangan vyang memuat ketentuan tentang segi-
segi  lingkungsn hidup yang kini telsh berlskn vyaitu
peraturan perundang-undangan mengenai pengairan,
pertambsngan dan energi, kehutansn, perlindungsn dan
pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata
guna tansh, dan lsin-lainnysa.

Dengsn demikian semua peraturan perundang-undangan

tersebut di satas dapat terangkum dalsm satu sistenm

hukum lingkungan Indonesia.

Adapun tujusn pengelolsan lingkungan hidup
sdalsh sebsgsi berikut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 4

Tahun 1882%:
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a. Untuk tercspainva keselarassn hubungan antarsa

manusis dengan lingkungan hidup sebagai  tujuan

membangun manusis Indonesia seutuhnya.

k. Terkendsalinyva pemsnfastan sumberdaysa SeCcHETS

bijaksana.

e, Terwunjudnya manusias Indonesis sebagsl pembing

lingkungan hidup.

d. Terlzhkasnasnys pembangunsn berwswasan lingkungan

untuk kepentingan generssi sekarang dan mendatang.

e. Terlindunginya negars terhadsp dsampak kegistan di

lusr wilavah negara yang menyvebabkan kerusakan dan

pencemsran linghungsn.

Setiap kegistan pengelolszan lingkungsn hsrus-
1sh dilakukan guns pencapaian tujuan tersebut,
atau dengan kats 1lasin setisp kebijaksan vEng
ditempuh adalah tidak lain dsripada usaha untuk
mewuiudksn cita-cita dimsksud. Usaha itu dilaksana-
kan dengan memperhstikan asas pokok pengelolaan
linghungan vaitu pelestag%%n kemampuan lingkungsn
vang serasi dan seimbsng.

Akhirnya dengan pendelolsan linghkungsan hidup
vang serssi dan cseimbang antara manusia dengan
linghkungasn skan tercspal pembangunan yvang berwawasan
lingkungan untuk kepentingsn generasi sekarang maupun

generasi mendatang dalam rangks pencspaian tujusn

pembangunan nasional dan mewujudkan gita-cita bangsa

81y Abdurrskmsen, Pengantar Hukimm Lingkungan Indonesia,
Besndung: PT Citrs Aditys Bakti, 1890, hal.osb.
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dan Negarsa Indonesia yang termakitub dalam pembukasn
UuD 1945.827
Dleh karenanys setisp msnusia Indonesis mem-
punyvai hak dan kewajiiban di dalamnya. Adapun hak dari
setiap orsng terhadsp lingkungsn hidup adalah sebsagsi
berikut:
1. Setisp orang mempunysal hsk stas lingkungan hidup
vang balk dan sehat (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
No 4. Tshun 1882).

Penjelasan Pszsal tersebut menysatskan bahwa
vang dimsksud dengasn orang adalah orang seorang,
helompok orang saisu badsn  hohum, Namun  Undang-
undang No.4 Tsahun 1882 tidak memberikan penjelasan
mengensi apa yang dimasksud dengan lingkungsn hidup
vang baik dan sehat. Abdurrahman menafsirkan
sebagai berikut: linghungan hidup yang balk dan
sehst dalam pengertian ini terkandung makna
lingkungsn vang dapat memungkinksn manusis ber-
kembang secara optimal, secsara selaras, serasi, dan
seimbang. Adsnyas Jjaminen semscam ini memberiksan
kemungkinan bagi setisp orang untuk menuntut kepada
Pemerintah agsr "kebaiksn dan kesehatan lingkungan-
nya"” perlun diperhstikan dan ditingkatkan terus dan
oleh ksrenanya pula adaslah merupakan kewajiban bagi

Megars untuk selalu menciptskan lingkungan hidup

B2 Rechmsdi  Usmsn, Pokok-pokok  Hulum  Lingkungan
Nasional, Jskasrta: Aksdemiks Pressindo, 1883, hal.3B.




i x]
bix)

vang baik dan sehat bagi wardanya dan secara terus
menerus melakuhkan usaha-ussha perbaiksan dan

penvehstan lingkungan hidup.

Hak tersebut memberikan kepsds vang mem-
punyvainya suatu tuntutan yang sah guns meminta
kepentingannys sksn swatu lingkungsn hidup vang
baik dan sehsat itu dihormati, suatu tuntutan
vang dapat didukung oleh prosedure hukum, dengsn
perlindungan hukum oleh Pengadilan dan
perangkat-perangkst 1ainnya.6

Tuntutan tersebut mempunysi 2 (dus) fungsi
vang berbeds, yaitu sebagsai berikut:

(a) the function of defence (abwehrfunktion), the
right of the individual to defend him self
againat an interference with his environment
which is to his disadvantage;

(b} the function of performance (Leistungsfunktion)
the right of individnal to demand the per-
formance of an sct in order to presgzge, to
restore or to improve his environment.

Fungsi vang pertama, yaitn yang dilakukan pads hak

membels diri terhadsp gangduan dari luar yang

menimbnlkan kerugian padsa lingkungannys, di dalam

Undasng-undang Linghkungan Hidup (YUndang-undang WNo.4

Tshun 1982) ditampungd dalam Pasal 20 sayat (1).

Sedangkan Fungsi yang kedus vang dikaitksn pads hak

menuniul dilakukannya sesusain tindakar agar

lingkungannysa dapatb dilestarikan, dipulihkan atsu

diperbaiki, dihubnunghan dengsan Pagal 20 ayat (2D

63) Kusnadi Hardjssoemsntri, Hukum Tata Tingkungan,
Yogyskerta: Gadiash Mads University Press, 1894, hal.lg.

B4y Ibid, hal.l20.
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melalui penvuluhan, bimbingsan, ﬁendidikan,

penelitian tentang lingkungan hidup (Pasal O

Undang-undang No.4 Tahun 1982).

¢. Pemerintah Juga berkewajiban untuk membuat
analisis dampak linghkungan terhadap kegiatan-
kegiatan atau proyekh-proyek tertentn vasng memang
memerlukan analisis mengenai dampsk lingkungsan,
sebagaimana kewajibsn pengusshs.

Pengelolaan linghkungan hidup menuntut dikembsng-
kannya suatu sistem dengdan keterpadusn sebsgai ciri
ntamanya. 0leh karena itu, untuk menvelenggarakan
pengelolaan linghkungan hidup perlu ditetapksan
kebijakssnsan nasionsl terpadu pengelolasan lingkungan
hidup, vang melipulbi: perumusan, relsksanasn,
pengendalian dan pengsawasan, sebagsi bagilan dari
kebijsksanaan pewmbsngunan nasionsl. Pengswasan atss
pelaksanaan kebijasksanaan nasional tentang pengelolaan
lingkungan hidup dilsakukan oleh lembaga-lenbags
pengawasan sesual dengan ketentuan yang berlaku.
Penvelenggarasan kebijsksanasasn terpadn tergsebut
memer lukan koordinasi agar pelsksanaan pendelolaan
linghkungsn hidup secars sektoral dan di dserah terksait
Secsra mantap dengsan kebijaksanaan nasional
pengelolaan lingkungan hidup, serts memantapkan
kesatuan gersak dan langkah yang menjamin tercapainya
tujusn pengelolasn linghkungsn hidup secsra berdaysguns
dan berhasilguna. Untuk memberikan wadah koordinssi

pads tingkat nasional dibentuk peranghkat kelembsgsan

vang dipimpin secorsng Menteri.
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Atas dasar pemikiran ini, maka dalam Pazal 18

Undang-Undang No.4 Tahun 1982, ditetapkan kelembsagsasn

pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

a.

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingksat nasional
dilaksanakan Secara terpadu oleh perangkat
kelembagaan vyang dipimpin oleh Menteri dan vang
distur dengan peraturan perundang-undangsan.
Pengelolasn linghkungan hidup dalsm kaitsn dengsan
keterpaduan pelaksanaan kebijaksansaan nasional
Lentang rengelolasan lingkungsn hidup Secars
sektoral dilakukan oleh Departemen/Lembsga Non
Departemen sesusi dengsan bidang tugss dan tanggung
Jjawab masing-masing.

Pengelolaan lingkungan hidup dalsm kaitannys dengsan
keterpaduan pelsksanasn kebijaksanasan nasional
tentang pengelolaan lingkungsn hidup di dsersh
dilskukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
persturan perundang-undangsn vang berlsku.
Pelaksansan pengelolasan lingkungan hidup sektoral
di dserah dilskukan di bawash koordinasi kepals
wilayah dalam kaitannys dengan keterpadusan

pelaksanasan kebijasksanaan nasionsal pengelolaan

lingkungan hidup.
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C. Penegskan Hukum Lingkungan

Hukum mengstur masysrakat secars patut dan
bermanfsat dengsn wmenetapkan apa Yyang diharuskan
ataupun yvang dibolehlhan dan sehsliknys.

Hukum daspat mengkualifikssi sesustu perbuatan
sesuai dengsn hukum stan mendiskualifikasinys
sebagal melawan hukum. Perbusatan vang sesusail dengan
hukum tidak merupakan masslsh tetapi yang menjadi
masalah adalash perbustan vsng melswan hukum. Yang
diperhatikan dsn digarsp oleh hukum sdalsh Justru
perbustan vang melawan hukum, baik perbustan
melawan hukum vang sungguh-sungguh terjadi wmaupun
perbuatag: melawan hukum vang miengkin akan
terjadi.o%)

Kalau tata hukum dilihat secsrs skematis, maks
dapat dibedaksn adanya tigs sistem penegaksn hukum
ialah sistem penegaksn hukum perdats, sistem penegakan
hukum pidana dan sistem penegakan hukum adrinistrasi.
Sejalan dengan itu terdapast Dberturut-turut sistem
sanksi huhkum perdata, sistem sanksi hukum pidans dan
sistenm sanksi hukum adminsitrasi. Ketiga sisten
penegdakan hukum tersebut, masing-masing didukung dan
dilsksansksn oleh alst perlengkapan negsars stau vyang
biasa disebut dengan aparatur penegak hukum, vang
mempunyal sturan gendiri-sendiri. Membicasrsksn masslah
penegakan hukum berarti membicarakasn mengenai aspa vang

dilakukan oleh aparatur penegsak hukum dalam menghadspi

masalah-masalah dalam penegakan hukum.

85% Sudarto, Op Cif, hal.111.
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Kalau vyang dibicarakan adalah penegakan hukunm
lingkungsan maka berarti membicarsksn mengenai sapa Vang
dilakuksn oleh Aparat penegak hukum lingkungan dalam
menghadapi msesalah-mzsalah lingkungan.

Bama seperti penegsak hukum pada umumnys, maka
vang termasuk dalam apsrat penegsk hukum lingkungan
adalah: polisi atau setidsk-tidaknys badan-badan vyang
mempunyal wewenang kepolisian, Jjasksa, hakim, pejsbst
dan penasehat hukum.

Penegakan hukum bidangnys luss sekali, tidsk
hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindaksan spabils
sudah ads perssngkssn telash adanva perbustsn melswan
hukum (tindaksn represif) skan tetapi Juga menjaga
kemaungkinsn aksan terjasdinya perbustsan melswan hukum

{tindskan preventif}.

Penegakan hakom vang bersifat preventifl
berarti, pengawasan aktif dilakunkan terhadap
kepatuhan kepads peraturan tanps kejadian langsung
vang menvangkut peristiwa konkrit vang menimbulkan
sanghesn bshwse peratursn hukum telah dilanggsar.
Instrumen bagi penedakan hukum preventif adalsh
penyvuluhan, pementavuen dan penggunsan kewenangan
vang zifatnyas pengawssan (pengambilan sampel,
pengZhentian mesin-mesin dan  sebszgsinys). Penegak
hukum vang utams adalsh pejsbat/aparat pemerintah

daerah vang berwenang mencegah terjadinvya
pencemarsan linghungan. i )
Penegakan hukom  yang bersifsat represif

dilskukan dalam hal perbuatan vang melanggar
peratursn, penindakan secars pidana umumnys selalu
menvusuli pelangaran peraturan dan bisssnya tidsak
dapat menisdaksn akibat pelanggaran tergsebut,
untuk menghindari penindakan pidana secara
berulasng-ulang pelakun (pencemag% sendirilsh vang
harus menghentikan keadaan itu. )

BBY Siti Sundsri Renghuti, Kajian Terhadsp Peranghkaf
Hukum  Pewhangunan Berwawasan Lingkungan, Maislah: ANDAT, ,
Jakarta: SEKREPP (Sekretariat Xerjsssms Relawan Pendendalian
Pencemaran), 18990, hsl.l1l.
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Penegekan hukum lingkungan berksitan erat dengsan
kemsmpuan aparatur dan kepatghan wargs masysrakat
terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga
bidang hukum, vaitu sdministratif, perdats dan pidana.
Dengan demikian, menurut Niniek Suparni:

Penegakan hukum lingkungan merupskan upays
untuk mencapsal ketastan terhadsp persaturan dan
persyaratan dalam ketentusn hukum yang berlaku
secars umum dan individual, melalni pengawasan dan
penerapan (atsu ancaman) _garsns administratif,
keperdastaan dan kepidanaan.sf%

Ketentunan hukum vyang berlsku ini tidak 1lsin
adalah Undang-undang WNomor 4: Tahun 1882 beserta
peraturan pelaksanaannys. Berbiéara mengensl penegakan
hukum lingkungan dsalam pasal 17 Undang-undasng Nomor 4
Tahun 1882 terdspst ssiu  ketentuan tentang upava
penegsken hukum., vang berbunyvi: "ketentusn tentang
pencegahan dan penanggulangsn perusakan dan pencemarsn
lingkungan hidup begerta pengawasannya yvang dilakukan
secars menyeluruh dan/stau secsra sehktorsl ditetapkan
dengan persturan perundang-undangan”.

Kalau pasal 17 ini kita ksitkan dengan pasal 5
avat (1), vang berbunyi bshws setiap orang mempunyai

hak stas lingkungsn hidup vang bsaik dan sehst, maks

ini mengandung prinsip pencegsahan pencemaran.

87 Niniek Supsrni, Pelestarian, Pengelolaan Dan
Penegakan Hukum Lingkungsn, Jaksrta: Grafika, 1982, hal.160.
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Sedangkan kalau pasal 5 ayat (1) ini diksitksn
dengan pasal 20 syat (1) tentang barangsisps merussk
dan atau mencemarkan linghkungan hidup memikul tanggung
Jawab dengan kewajiban mewbavar ganti kerugisn Lkepads
penderita yand ftelash dilanggar haknya atas lingkungan
hidup vyang baik dan sehst, merupskan lsndssan bagi
pelaksanaan pringip pencemar membayar (Poluter pays
principle}. Demikian puls bila dikaitksn dengan passl
22 ayat (1) dan ayat (2), tentang barangsiapa dengan
sendaja/melakukan perbuatsn yvang menyebsbkan russknyva
lingkungan hidup atau tercemarnys lingkungan hidup
vang diatur dalam Undang-undsasng ini stau Undang-undsng
lain diancam pidana dengasn pidana penjara selans-
lamanya 10 (sepuluh) tashun dan stau denda sebanyak-
banysknysa Rp. 100.000.000 (seratus juta rupish} untuk
kejahatan dan pidans penjars selams-lamanya 1 (satu)
tahun dan stau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000
{matn juts rupishy untuk pelanggaran.

Prinsip inil berkaitan dengan penanggulangan pencemaran
(passl 17) vang bersifat represif msupun kuratif.

Pernicegahan pencemaran (yang bersifat preventif)
zdalah jauh lebih baik daripada penanggulangan
pencemaran, karens disini pencemaran belum terjadi.
Oleh karena itu disebut pula bahwa pencegahan

pencemaran sangat menguntunghkan (pollution prevention

PaYS ).
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Adzpun manfaat dari pencegahan pencemarsn  ini
adalalh:

a&. mengurangli atsu menghindarkan timbulnys polutan;

b. menghindarkan pindsahnys polutan dari satu medium ke
medium lainnvs;

c. meningkatkan pengurangsn dan/atau menghilangkan

polutan;

d. mengurangi risiko kesehatan;

e. memajunkan pengembangan teknologi pengurangsn
sumnber;

. menggunskan energi, bahan dan sumber lebih efisien;

g. mengurangi kebutuhsn aksn penegakan yang mahal;

h. membatasi tanggung Jjawsb vang akan datang dengan
kepastian yvang lebih besar;

i. menghindari pembersihan vang mahsal adi masa
mendatang;

3. memajukan ekonomi vang lebih kompetitif.ss)

Dasgssr pemnikirasn dsri pencegshan pPeENCEemETan
adalah 1ia lebih efektif dari sudut pembiayaan, lebih
dapat diterima sgecsrs sosial dan lebih mampu untuk
mengurangi risiko atau kerusskan terhadap kesehsatan
manusia dan lingkungan daripads penanggulangsn
pencemsran.

Di =atas telah diursiksn bshws untuk melengkspi
terlaksananyva dengsn baik Undang-undang lingkungan
hidup, maks Undsng-undang tersebut diperslsti dengsn
berbsgai sanksi ialsh ssanksi perdata, =anksi pidana

dan sanksi administratif, untuk lebih jelssnya penulis

askan membahss masing-masing sanksi tersebut.

58Y Knanadi Hardissoemantri, Op Cift, hal.329.
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Acpek-aapek perdata dalam penegakan = hukum
lingkongan,

Ketentuan perdsats dalam Undang-undang
lingkungan hidup dapat dibaca dslanm Pasal 20
Undang-undang Nec.4 Tshun 1982, islah:

(1 Barangsiapa nerusak dan stau mencemarkan
lingkungan hidup memikul tesnggung jawsb dengan
mewmbayar ganti kerugian kepada penderitas yang
telah dilsnggsar haknyvs atss lingkungsn hidup
vang baik dan =sehst.

(2> Tata cars pengadusn oleh penderits, tats cars
penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan
bessarnya kerugian serts tats csra penuntutsn
ganti kerugian diatur dengan peraturan
perandang-undangsan.

(3} Barasngsisps merusak dan atau mencemarkan
linghkungan hidup memiknl tanggung jawab
membayar biava pemulihan lingkungn hidup kepada
Megars.

(4> Tata cara penetapan dan  pewmbayaran biava
pemulihan lingkungan hidup distur dengan
peratunran perundang-undangsan.

Menurut penjelsssn Passal 20 ayat (1) dinvatakan
bahwa hkewajibsan inil merupakasn hkonsekuensi getiap
orang untuk melestsriksn kemampuan lingkungan guna
menunjang pembangunan vang berkesinambungsn.
Ketentuan ini menurut N.H.T Siahaan dikatakan

bahwa:

Apsbila dilihst dari segi huokum perdsts
kurang lebih zama dengan prinsip hukum vyang
terdapat dalam sistem hukum perdata positif
kita, dimsna setiap orang vsng karena sgalahnya
bertanggung Jjawsb stas kerugian yang diderits
pihak 1lain sebagai akibat dari perbusatannya.
Jadi dslam Pasal 20 init tersirat sadsnya unsur
stau syarat daril perbustan itw berupa kessalsahan
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melanggar ?ak—hak orang lain satas lingkungan
hidupnya.sg

Sedanghksan Penjelasan Psasal 20 ayat (2
menyvatakan bahwa:

2. Besmrnya kerugisn ditentukan oleh bentuk dan
Jenis kerugisn akibat perussaksn dan pencemsran.

b. Pemerintsh membentuk tim vang bertugas untuk
melakukan penelitian tentang bentuk, Jenis dan
besarnya kerugisn.

c. Penelitian vang dilakunkan oleh tim tersebut
meliputi bidang ekologl, medis, sosial, budaya
dan lain-lsin vang diperlukan.

d. Tim tersebut terdiri stas pihsk penderita atau
kussanya, pihak pencemsr stan kusssnya dan unsur
Pemerintah, dibentuk untuk tiap-tisp kasus. Jiks

diperlukan dapst disngkst tensgas 2hli antuk
nenjadi angdota tim.

e, Bilamana tidsk dapat tercspai ksts sepskat dalam
batas wzktu tertentu, maks penys%esaiannya
dilskuksan melsini Pengadilan MHegeri.

Dari penielssesn Pssal 20 svat (2) ini nampsk

bahwa ada dus jenis penvelesaian senghketa

lingkungsn, ialsah:
8. Secars masyvawarsh melalul tim +tripihsk {tim
vang bersifat tripartite).

b. berperkara di Pengadilan melslui Pasal 1385

KUHPerdsats.

89y N.H.T. Sizhssn, Beberapa Masalash Tentang Tangsung
Jawah Ganti Rugi Perdsta Fencemaran Linghungan Hidup, Dalsm
Majzlah Hukum Dan Pembangunasn no.6 Tahun XV, 1985, hal.588.

70} Rachmadi Usmen, COp Cif, hal.100.

e
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Miniek SBuparni mengusulkan:

Mengingat bunyi Pas=sal 20 syat (2) tersebut
di atas, maka perlu kiranyva dibuat peraturan
pelakssnaan tentang tata cars pengsdusn, tsts
cars penentuan ganti kerugian, tata cara
penelitian, .serta tgta carsa penet%%%n dan
pembayvarsn biaya pemulihan lingkungsn.

Persturan pelsksansan itu sangat penting,
karena mengatur prosedur penyelesaian sengkets
linghungsn di luar proses peradilan,

Mengenai tats cara pendaduan oleh penderita perlu
distur dalsm peratursn pelskssnsan, karena dslsam
banyak hal penderita yang pada umumnya, rakyat
biasz hkursng mengetahul bagaimans mempergunskan
haknya untuk minta ganti kerugian karena
penderitaan vang telah mereka alami sebsgai akibat
perusakan dan atau pencemaran.

Dalam tats csrs pengdadusn inl perlu distur kepada
siaps penderita depat melspor, disertail kemungkinan
untuk minta pihak lain guns melspor dan mengadu
atas nsmanya.

Sedasnghan dalsm tata cars penelitian perlu
distur mengensi tim vang harus dibentuk untuk
tiap-tisp kasus, vang Lerdiri dari pihak penderita
stsun kussanva, pihak pencemar stau hkusasanya, dan

unsur Pemerintah. Pembentuksn tim vang merupskan

tripartite 1ini dimaksudkan agar sejauh mungkin

71Y Hiniek Supsrni, Op Cif, hsl.175.
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diusahakan tercapsinya kesepakatan atss besarnya
ganti kerugian vang harus diberikan kepada
penderits setelah diteliti tentang bentuk, Jjenis
dan besarnva kerugian.

Dalam rangks penelitian ini skan diperlukan keshli-
an berbsasgai disiplin ilmu, dan ini dapat diperoleh
darl pusai-pusst studi lingkungsn vsng sds di
Universitas/institut, penelitian tersebut meliputi
bidang ekologil, medis, sosial, budays dan lasin-lsain
vang diperiuvkan. Aspek sosisl budayva ini perluo
menperoleh perhatian seksamns, mengingsat cars hidup
rakyﬁt kita veng dalam bsnyvak hal dipengsruhi oleh
adat imtiadat setempsat.

Demikian puls mengensi tats cars penuntntsn
ganti kerugian perlu ditetapkan  batas waktu
perundingan ketigs pihak tersebut di atas. Apabils
batas waktn tersebut dilampaui tanps ada
kesepskatan tentang besarnyas ganti keruglan vang
perlu dibayar serta tata cara pembayarannya, maka
tuntutan ganti kerugian oleh penderita stau kunasa-
nya dapat diajukan ke Pengadilan. Batas waktn
tersebut adalsh perlu ditetspkan untuk menghindar-
kan berlarut-lsrutnva perundingsan.

Mengingat bshwzs kasus pencemsran pssti terjadi di
Daersh Tingkat II, vwvaitun di Kabupsaten atau
Kotsmadis, maks pembentukan tim tripartite sebagdal-
mans dimsksud dalsm Penjelasan Pasal 20 ayat (25

dilakukan oleh Bupsti Kepala Daerah Tingkat II atsau




113

Walikotamadia ZKepalas Daerah Tingkat II. Inilah
hal-hal vyang perlu diperhatikan dalsm pembusatan
peraturan pelaksansan terhadap Pasal 20 ayat (2).

Pagal 20 ayat (3), menentukan bahws di
samping kewajiban membayar ganti kerugian sebagai-
mana tersebut dalsm Penjelasan Pasal 20 ayat (2),
perusak dan atau pencemsr lingkungan hidup ber-
kewsiibsn pula membavar biavs pemnlihan linghungsan
hidup kepada Negaras untuk keperluan pemulihsn vang
hesarnys ditetsapkan oleh tim sebagsimana vang
dimaksud dalam ayat (2}, perbedsannya adalah pada
siaps vang menggugat. Pads ganti kerugizn yang
menggugat adalazh penderita atau kuasanva sedsang
pada pembayarsn biayva pemulihan lingkungasn adalsah
jakas atas nama Negara. Bisva pemulihan  linghkungan
vang dibayar kepads Hegsrs merupshksn penerimasan
Negara, weehingga pembaysaran 1tu harus disetor
kepads Kas Negara. Menurut peraturan perbendaharasn
Negara, uang penerimassn WNegsra vang disetorkan
kepada Kas Hegsra tidsk boleh digunakan secara
langsung untuk membiayai pemulihan lingkungan.
Pembiayaasn suatn kegistan Pemerintsh hsrus dilaku-
kan melalui Anggarsn Pendapatan dan Belanja Negara
vang disusun untuk setiap tshun dsn berlshkua untuk
tahun anggaran vang berjalan.

Mengen=i hal ini Dsud 23ilalshi berpendapat:

KEetentuan vang demikian ini dapat
menimbulkan kesulitan bagi Pemerintsh apabils
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pencemaran dan pembsyaran biays pemulihan
linghungan oleh pencemsr terjadi psads per-
tengshan tshun anggaran, sedangkan pada tahun
anggarsn tersebut tidak tersedia biava untuk
pemulihan linghkungan. Keadasn vang demikisn ini
dapsat menimbulkan akibst bahws pekerjaan
remulihan lingkungan terpaksa ditunds
pelakssnssnnya pada tahun anggaa%n berikutnya
setelah tersedianva anggarsn itu. )

Oleh karensnys Rusnadi Hardjasoemantri
mengusulksn perlunyva diadakan suatu sistem vang
memunghinkan pembsyarsn bisva pemulihsan kepads
Negara digunakan landsung untuk keperlusn pemulihan
lingkungan vang telsh tercemsr atan russk ke
keadaan semula.73)

Dalam hubungannys dengsn penvelesailan sidang
Pengadilan mengensi akibat perusakan dan atau
pencenzaran linghkungan, ketentusn vang lazim dipskai
sebagsimans terters dslam KU!HPerdsta ialah Pasal
1385, vang Dberbunvi: "“Tiap perbustan melanggar
hukum, vang membawa kerugisn kepada seorang lain,
mewsajibkan orsng vang ksrens salshnys menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
{terjemzshan Mr.R. Bubektil}.

Prinsip vang digunakan dalsm Pasal tersebut
adalsh "liability based on fault"” dengan beban

pembuktian vang memberatksn penderita karena baru

shan memperoleh gasnti kerugisn apsbila iz berhasil

72y Daud Silslsahi, AMDAL Dalam Sistem Hukwnm Linghkungan

Di Indonesia. Bandung: CV Mandsr Msjun, 1885, hal.ocd.

73) Kusnadi Hardjasoemsntri, Op Cif, hal.378.
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membuktikannya adanya unsur kesalahan pada pihsk
tergugat. Kesslshan disini merupsksn uansur yéng
menentukan pertangdung jawaban, vang berarti hbila
tidak terbukti adanys kesalahan, tidak ada kewajibn
memberil ganti kerugian.

Rndiger Lummert mengemukakan bahwa: dengan
berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan
risiko vang bertambah besar sertas makin rumitﬁya
hubungan sebab skibat, maks teori hukum teiah
meninggalhkasn konsep kesalshan dan berpaling ke
konsep risiko. |

Perkembangan industri modern telah membawsa
serta sejumish risiko vang terjadi setisp hari,
vang tidsk dapst dihindarksn dsri sudut ekonomi.
I=a telah menimbulkan derits dan bagi si
penderits hal tersebut tidsk dapst ditsnggungnyva
tanps sustu gdanti hkerugiasn. Oleh karenanyva sejak
abab ke 19, asas tanggung Jjawab mutlak (strict
ligbility) telah diperkenalkan sekurang-kurang-
nys untuk beberaps macsm hasus, yang sebagian
besar adalah berkaitan dengan risiko lingkungan.
Konsep tanggung Jjewsb mutlask disrtiksn terntams
sehsgail kewajiban mutlak vang dihubungkan dengan
ditimbulkannvs kerusskan. Salah satu ciri utams
tanggung Jawab mutlak adalah tidak agggya
persyaratan tentang perlu adanya kesslsahan.

James E. Erier mendemuksksan bahwa:

Doktrin tsnggung Jawsb mutlak dapat
merupakan bantusn vang sangst besar dalsm
peradilan mengenail kasus-kasus linghungsan,
kasrena benyvsk hkegistan-kegiatan vang menurut
pengslaman menimbulksan kerugian terhadap
lingkungan merupakan tindskan-tindaksn vang
berbahsaya, untuk mana dapat diber%gkukan
ketentuan tanggung jswsb tanpa kesalahan. }

74y Ibid, hsl.378.

75 Loc Cit.
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Faktor penting lainnya yang berksitan dengan
doktrin tanggung Jjawsab mutlak adsalsh bebsn pen-
buktian. Salah satu kriteria tradisional vang
menentukan pembagian beban pembuktian adslash per-
timbangan vyang menyvatakan bahwa beban pembuktian
seyogyanya diberiksn kepsds pihsk vyang mempunvyai
kemampuan terbesar untuk memberiksn bukti tentang
sesuatu  hal. Dalam hubungsnnyas dengan kerusakan
stsu pencemaran lingkungan oleh kegistan industri,
maks si perusak dan atau pencemar mempunyail
kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian.
Berdasarkan prinsip pencemar membayar dan ssas
tanggung Jjawab mutlak ini, dikembangksnlah di dalan
ilmu hokum prosedur tentang pembuktian ysng oleh
Krier disebut: "Shifting (or alleviatingl} of burden
of preoofs.”

Dengan sadsnys pembalikan beban pembuktisn
ini, maka masalah beban pembukitisn tidak merupakan
halangsn bsgi penderita stan pencinta linghkungan
vang baik dan sehat untuk berperkara di depan
Pengadilan sebadsal penggugat, karens adslah
tanggung Jawab dari tergugat untuk membuktikan
bahws kegiastan-kegiatannva yang mengsndung risiko
tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau
menimbulkan gangguan (pencemaran a&tau perusakan).
Dengsn demikisan, maka dalam perkara lingkungan,
seseorang bertanggung Jawab atas skibat kerugisn

vang ditimbulkannya, kecusli ia membuktikan bahwa

is tidask dapsat dipersslahhkan.
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Mengenai asas tanggung Jawab mutlak ini
terdspst dslam Passal 21 Undsng-undang MNo.4 Tshun
1982, yang berbunyi: "Dalam beberaps kegiatan vang
menyangkut Jenis, sumber days tertentu tanggung
Jawab timbul secara mutlak pads perusak dan atsu
pencemar pada ssat Lerjadinys perusaksn dan  atau
pencemaran lingkungan hidup vyang pengaturannyvsa
distur dalam persturan perundang-undsngan vang
bersangkutan".

Dari penjelasan Pagsal Lersebnt dapat
diketahul bshwa penvusun Undang-undang menyadari
sepennhnys bahwa ssss tanggung jawab mutlsk dengan
pembslikan bebsn pembukitian tidak begitn saja dapat
diterapksan. Oleh karens itu, maks kats-kata vang
digunakan adalah "Dalam beberspa kegiatan” dan
"menyanghknt Jenis sumber dayvs tertentu”, yang
penentusnnys akan distur dalan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, maka penerapsn
sgas tanggung Jawsb mutlak dilaksanakan sSecara
bertshap, sesual dengsn perkembsangan kebutuhan.
Tsnggung Jjawsbh mutlak dikenakan secara selektbif
atas keanus vang sakan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang daspat emnentukan
jenis dan kategori hkegistsn.

Aszs tanggung Jawab muatlak tersebut telah
berlaku di Indonesis, vaitu dalam hal pencemaran
lsut oleh tumpahan minyak dari kapal vyang diatur

dalam "Internstional Convention on Civil Lisbility
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for 0il pollution damsge, 1969 (CLC 1969).
Retifikasi CLC ini dilaksanakan oleh Indonesis
dengan Feputusan Presiden No.18 Tahun 1878.

Dzud Silslshi menguraikan Jenis-Jjenis
kegiatan vyang dapat diberlakukan asas tanggung
Jaswab mutlak, vaitu kegistan yang dspat menimbulksn

. bahaya besar vang sakibatnya dapat distasi dengan
upaya yvang lazim dilshuhkan.

Adspun patokan atau ukuran untuk wmenentukan
kegiastan-kegiatan besar dalam pengertian di  atas

didasarkan pads pertimbangan sebsagsi beriknt:

a, Tingkast risiko (the degree of rishk):
Dalam hal ini risiko dianggap tinggi apabils
tidak dapat dijangkan oleh upays vang lazim,
menurut kemsmpuan teknologi vang telash ads.

b. Tingkat bshsvae (the grsvity of horm);
Delam hal ini bshava disnggap sangat sulit untuk
dicegsh pada szsat mulal terjadinva.

c. Tingkst bahava kelayvaksn upaya pencegahan (the
appropriateness )
Dalam hal ini s1 penanggung Jawab harus
menuniukhkan upavs maksimal untuk mencegah
terjasdinya akibat yang menimbulkan kerugilian padsa

pihak lain.

d. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai
kegisatsnnva (value of the activity);
Dalam hal ini pertimbsngsn risikc dan manfast
kegiatan telah dilskukan secars memadal sehingga
dapat diperhiraksan bahwa keuntungan vang
diperoleh aksn lebih besar Jjika dibandingkan
dengsn ongkos-onghkos vyang harg% dikelusrkan
untuk mencegsh timbulnya bahaya. )

76 Dand Silslshi, Identifikasi Dan Kriteria Kegiatan-
kegistan Tertentu Menurut Pasal 21 tentang Tanggung Jawab Mutlsk
Dalam Undang-tindang Nomor 4 Tahun 1982, Makalsh: pads seminsy
Penerspan Asss Tangzung Jawsb Mutlsk Di Bidang Linghkungan
Hidup, Jakarts 186 Juni 18984, hal.6-7.
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Sedangkan vang termasuk dalam kegiatan vang

dapsat menimbulkan bshsvs stsn akibat bessr adalah:

8. perusshaan bahan peledsk/gednng mesiu.

b. perusshsan vang memproduksi bahan berbshsayvs
dasn berscun, termasuk perusahaan pengangkutannys
pada waktu bahan tersebut didistribuskan hkepads
konsumen.

¢. perusshaan kapsl tanghker minvak/LNG.

d. perusshsaan pomps bensin.

e. perusshssn sngkutasn dsrat.

f. perusahasn pengolsahan limbah.

g. kegiatan astan usahs lain vsng pads umumnysa dapat
menimbulkan dampak penting terhadsap
lingkungan.??}

Dalam pelakssnasnnya, pemberlsknan asas

tanggung Jawabh mutlak dapat pula ditetapkan oleh
Hekim, khususnvs spabils hkasus vang sedang disdili
tidak ditemuksn ketentuannysa secara eksplisit di
dalsm peraturan perundang-undangsn yvang berlaku.
Dari semus vang telsh diuraikan di atas,
meniadi Jjelss sudah bahwas gugatan ganti  kerugian
terhadap perusak atau pencemar liﬁgkungan dapat
diasjuksn ke Pengadilan Megeri Berdassrkan Passl 20
Undang-undang No.4 Tahun 1882 dan Pasal 1385
KUHPerdats mengenai perbustan melawan hukum.
Masalahnys adslsh spakah harus menunggu terlebih
dahnluy menempuh prosedur Pasal 20 Undang-undang
No.4 Tahun 1982, sebelum mengajukan gugatan ke
Pengadilan stsu tidak. Menurut Penjelasan Pasal 20

avat (2) memang harus menunggu terlebih dahulu,

77y Ibid, hal.13-14.




khalan tidak tercapai kata sepskat pada batas waktu
tertenty barulah digselesaikan lewat Pengadilan. Hal
inilah yang menurut Psulus Effendie Lotnlung, perlu
ada ketegasan, oleh karensnys perstnran pelsksanasn
vang mengstur ftata cars Pasal 20 tersebut harus
segers dikelusrkan, karens spabilas tidsk ada
persatursn pelaksanaannyva akan menvulitkan lembagsa
Peradilan.
Hz!l ini pernah teriszdi di Pengadilan
Wegeri Medan, vaitu mengensi kssus gugatan ganti
rugi vang diajukan oleh sembilan orang penduduk
di A=zsahsan, Sumatera Utsra terhadap pabrik kertas
PT INTI INDORAYON di Medsn mengenszi jumlsh ganti
rugil masing-masing sebesar Rp.2.880.000,-, oleh
Pengadilsn Hegeri Medan dengan putusannya ter-
tanggal 11 Juli 1989 Nomor 154/pdt-G/1988/PNMDH,
gugatan tersebut dinvatakan tidak dapat
diterima karens belumnm ditempuh melalui
pemeriksaan oleh fim sebadaimans disebutkan
dalam Pasal 20 avat (2) Undang-undang No.4 Tahun
1982, s=sehingda gu%%gan terzebut disnggep masih
berzifat prematur.
¥alaun hal ini tidsk segers distasl dengan
peraturan pelaksansaan, maka dikhawatirkan
Pengadilan MNegeri tidak berhak memeriksa perkars
sebelun perkara diselesalkan lewat Pasal 20

Undang-undang Wo.4 Tahun 1982, akibatnys Pengadilan

Negeri akan berfungsi seperti lembaga banding.

78 Paulus Effendie Lotulung, Penegakan Hukin Linghungan
Qleh Hakim Perdata., Bendung: PT Citra Aditys Bakti, 1993,

hel.70.
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Retentuan pidans dalam Undang-undang Ho.4
Tahun 1882 terdapst dalsm Bab VIT Pa=sal 22. HMaksud
ditetapkannys ketentusan pidana dalam Undang-undang
ini adalah tidak lain untuk menunjang dilaksanakan-
nys sanksi-sanksi lzin gepertil ssnksi perdsts dsan
ganksi administrstif.

Jarce Msvda, mengemukakan bashwa sanksi pidansa
sifatnys adsalah sebsgal "wlfimum remidium’, vyaitu
sehbagsl obat terakhir zpabila sanksi pads  cabang
hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak
mempsan. Pengdunsannvs harus dibstasi. Kalan masih
ada sanksi lain Jangsnlah menggunakan sanksi
pidsansa.

Menurut pendapatnys di Ameriks Serikst
tuntutaen pidsna merupskan akhir dari suatu rantail
vang panizng yang bertujuan untuk menghapuskan atau
mengurangi akibat-skibat vang merugikan terhadap
lingkungsn hidup.’3)

Adzpun bunyi Pasal 22 tersebut sdalah:

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakuokan perbuatan
vang menyebsbkan rusasknya lingkungan hidup atau
tercemarnya lingkungsan hidup yang distur dalam
Undang-undang ini atauw Undang-undang lain
disncam pidans dengan pidana penjara selama-
lamanys 10 (sepuluh) tahun dan atan dends
sebanvak-banysknys Rp. 100.000.000 (zerstus
Juta rupish).

{2 Barangsispa harens kelalaiannya melskukan
perbuatan yvang menyebabkan rusaknvya lingkungan

79} Abdurrakman, Op Cif, hal.110.
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hidup atau tercemarnya lingkungan hidup vang
diatur dalasm Undang-undsng ini, atau Undang-
undang lain diancam pidana dengan pidansa
kurungan selams-lamanvs 1 (satu) tshun dan stsau
dends gebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satn
juts rupish).

(3) Perbustan sebagaimans terszebut dalam ayvat (1)
Pagal ini sadalsh kejshatsn dan perbusatsan
sebagsimana tersebut dalam avat (2) Passl ini
adalash pelanggsran,.

Deri perumunszn Pasal 22 di atas  terlihat
hal-hal sebagail berikut:

a. Adzs dus macam tindask pidans linghungsn hidup
vaitu dapat berupa perusskan lingkungan atau
berups pencemarsn linghkungsn hidup.

b. Kedua macam tindak pidansa lingkungan hidup itu
masing-masing dapst berups kejzhatan apsbila
dilakukan dengan sengajs dan dapat berupa
pelanggaran apsbila dilakukan dengan kelslaian.

Hsl vang mensrik dsri perumusan Pasal 22
terzebnt di  atss adsalsh bahwa kapan 2itsu unsur-
unsur apa untuk seseorang dikataskan telah melakukan
pencemaran lingkungasn atsu perusakan lingkungan
tidak terdspat dalam perumusan Pasal 22, meléinkan
terdapat dalem Paszl 1 vang menjelaskan arti dari
jstilah-istilah vang digunsksn dalam Undang-undang

No.4 Tshun 19882, islah sebagsi berikut:

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungsan adalah

masuknya atau dimasnkkannya makhluah hidup/zat,

energi, dan atan komponen lain ke dalam linghkungan
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b. vang nmenimpbulkan perubshan langsung atsu tidsk
langsung terhsdsp sifst fisik dan atau haysti
lingkungan;

¢. yang mengakibatkan lingkungsn itu kurang atau
tidak berfungsil dalam menunjang pembangunan yang
berkesinambungan.

Untuk dikatskan ada tindak pidsna lingkungan
hidup menurut Pasal 22 Undang-undang HNo.4 Tahun
1882, wmsks di ssmping harus dipenuhi uansur-unsur
vang dikemukakan di atas (Pasal 1 butir 7 dan butir
8) masih puls hsrus dipenuhi unsur subyektif atan
un=ur siksp batin berups kesengajaan (dolus) untuk
delik berups kejahatan, dalam Pasal 22 ayat (1)
atan =iksp batin berupa kealpaan (culpa) untuk
delik berups pelanggaran dslam Pasal 22 ayvat (2).

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup
dalsm Paszl 22 Jo Passl 1 butir 7 dan Pasal 1 butir
8 Undang-undang No.4 Tshun 1982, dalam praktiknya
menimbulkan banysk masslah disntaranya sebagal
berikut: |
. Dengan dirumuskannys unsur akibat di dalam Pasal

1 butir 7 mengenai pencemarsn lingkungan dan di
dalam Pazmal 1 bntir 8 mengensi perusakan
linghungan, maka tindsak pidana lingkungan hidup
di dalam Passl 22 merupskan delik materiil vang
cukup s11lit pewmbuktiannys. Tidaklah mudah
menentukan stau membukiiksn telah terjadi skibat

seperti vang disebut dalam Pasal 1 butir 7 dan
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Pasal 1 butir 8. Untuk menentukan adanya
perubshan linghungsan, menurunnys kualitas
lingkungan sSampatl derajat tertentu, atay
lingkvngan wmenjadi kursng/tidsk berfungsi lagi
sesual dengan peruntukannya, adalah sesustu vang
tidsk mudah. Untuk membuktiksn hzl-hsl itn Jelas
diperluksan kriteriz-kriteria tertentu vang
jelasg.

Pembuktian dirasshan lebih sulit lsgi, spabilas
istilah perubsahan lingkungan dikaitkan dengan
istilah dampsk lingkungsn dalam Passl 1 butir 9.
Pslam Pasal ini dinyatakan bahwa dampak
lingkungan adslah perubshan lingkungan yang
diakibatkan oleh suatu kegistan. Penjelassan
Pasal 1 butir 9 ini antars lain wmenyvebutkan
bahwa: dampsk terhadap lingkungan dapat Juga
berups dampsk negatif terhadap lingkungan non
fisik, termasuk sosiazl budays. Masalahnya adalah
aps kriterianys untuk dapat dikatakan ads
perubshan atsu dampak negstif terhsdasp sosial
budaysa.

Hasalah lain =adslah berksitan dengsn perumusan
Pasal 22 vang mengancsam pidana tidsk hanys
terhadap perusahksn atsu pencemaran lingkungan
hidup mennrut Undang-undang No.4 Tahun 1982,
tetapi Jugs memust Undang-undang lain. Namun
demikian, delik lingkungan di luar Undsasng-undang

Ho.4 Tahun 1882 kebanyasksn dirumusksn secsrs
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Formil, hal ini berlainan dengan Pasal 22 vyang
merupakan delik materiil, sehinggs dengsn begitu
tidak dapat dikstegorikan sebagai tindak pidansa
lingkungan hidup menurut Pasal 22 Undang-undang
No.4 Tahun 1882.

Pagal 22 Undsng-undang Wo.4 Tshun 1982 diswali
dengsn kata-kata “Barangsiaps” vang menunjuk
pada pengertian orang. Menurut Pasal 5 ayat (2)
setiap orang berkewajibsn memelihara lingkunsgan
hidup dan mencegsh serts mensnggulangi kerussksn
dan pencemsarsn sedangkan di dalam penjelasannya
dijelaskan bahws vang dimaksud dengsn orang
adalsh orang seorang, kelowmpok orang stau badan
hikum. Dengan demikisn dapat dikatakan bshwa
orang dan badan hukum dapat menjadi subyek
tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun badan
hukum dimungkinksn menjadi subyek tindak pidana
linghungasn hidup, namun patut dissvangksn karens
tidak ads ketentuan lebih lanjut mengenai sisten
dan progedur pertanggungjaswsban terhadsp badan
hukum. Lebih-lebih bila mengingst kasus-kasus
pencemsran dan perusaksn lingkungan hidup
gangat erat hubungsnnyva dengan kegistan di
bidsng perekonomisn, bisnis dan industri. Maka
perlu dipikirkan oleh pembuat Undang-undang
untuk penyempurnazan Undsng-undang no.4 Tahun

1882.
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Undang-undang MNo.4 Tahun 1882 hanya mengenal
denis sanksi berupa pidsna dsn tidak mengenal
Jenis sanksi berups tindaksn tats tertib seperti
dalam Pasal 8 VUndang-undang Tindsk Pidana
Fkonomi. Dengan tidak sadanyas sanksi berupsa
tindakan di dalam sistem penegskan hukum pidana
atan pertanggungliawsban hukum pidana terhadap
delik linghungan terlihst, adsasnya keianggalan
atau kebijakan vang berbedsa dari pembuiat
Undang-undang terhsdap mssalsh tindsk pidans
linghungan hidup dibandingksn tindak pidansa
ekonomi, padahal pads hakekstnyaz tindask pidans
lingkungan hidup termasuk dalam pengertian dan
ruang linghkup tindsk pidsns ekonomi dalam sarti
luas. Lebih-lebih bila mengingat badan hukum
dapat sebadsi subyek tindak pidana, maks sanksi
berups tindakan ini sangat diperlukan.

Ancsman pidana vyang terdspat dalam Pasal 22
Undsng-undang No.4 Tshun 1982 Juga berlaku
untuk delik-delik pencemsran dan perusakan
lingkungan hidup vang distur dalam Undang-undang
lain. Q0leh karens itu di dalam Undang-undang
lingkungan sektoral ada delik vang diancam
pidanzs samz dengan maksimuwm pidsasns yvang diastur
dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 Tahun 1882,
Pengancaman pidans yang ssma adalsh wajar
sekiranya kualitazs delik wvang distur dalan

Undang-undang lingkungan sektoral itu sama




dengan delik vang distur dalam Pasal 22 Undang-
undang HNo.4 Tahun 1982. Aksn tetapi di dalsam
Undang-undang lingkungan sektorasl, ada delik
vang kualitssnya tidask sama dengan delik di
dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 Tahun 1982
tetapl sancamannys sams seperti  vysng terdspat
dalam Pasal 22 Undang-undang No.4 Tahun 1982.
Delik vyang dimaksud adalsh delik vyang distur
dalam Pasal 27 Jo Pasal 21 syat (1) Undang-
undsang No.5 Tahun 1984 (Undang-undang
Perindustrian). Passl 27 ayat (1) dan (23
Undang-undng No.5 Tahun 1984, mengancem pidans
vang sams  dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2)
Undang-undang No.4 Tahun 1882, terhadsp barang-
sispa vang mnelanggsr ketentusn Passl 21 ayst
{1), iaslah: "Perusshsan industri waiib melakuksan
upays keseimbangan dan kelestsrian sumber days
alam serta pencegshan timbulnys kerusakan dan
pencemaran terhadap lingkungasn hidup akibat
kegiatan industril yang dilaskukan”. Perusshasan
industri vang tidsk melakukan upava atan
lsngkah-langksh pencegshan  untuk terjadinys
kerusakan atau pencemaran lingkungan sudah dapat
dipidana, walsupun kerusakan atau pencemaran
lingkungasn belum terjadi. Perbuatan terlarang
dalam Passl 27 Jo Pssal 21 Undsang-undang
Perindustrian tersebuit merupaksn delik formil,

sedangkan Pasal 22 Uhdang~undang No.4 Tshun 1882

merupakan delik materiil.
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g. Undang-undsng No.4 Tsahun 1982 sama sekali tidak

menyebut-nyebnt adanys pidsns tambshan, hnamun
demikian dalsm Undang-undang lingkungan sektoral
ada vang mencantumksn pidana tambahan, misalnys:
Undang-undsng No.b Tahun 1884 tentang
Perindustrian. Pidans tambahan berups pencsbutan
ijin ugsshs digunakan sebagai sanksi vang
bersifat sadministratif untnk delik-delik dslam
Pagal 24 dsn Z8 Undang-undang No.5 Tshun 1984,
vang rada dasarnya merupskan pelanggaran
administratif yaitu mendirikan/memperluas
perusahaan industri tanpsa ijin, tidak
menvamnpaikan informasi indusiri secara herkala,
melangdgar ketentuan Pemerintah mengensi standar
bahan baku dan barsng hssil industri.

Menurut Undasng-undsang No.4 Tshun 1982, spabils
tindeak pidans lingkungan hidup berups perusakan
atau, pencemaran lingkungan dilakukan dengsn
kealpasn, maka sncaman pidansnys Jjaunh lebih
ringan daripads yang dilskuksn dengan sengsljsa.
Dilihat dari sudut subyektif memsang kealpsan
lebih ringsn deripads kesengsjaan, namun dilihsat
Secara obyektif, vaitu dilihat dari sudut
akibatnys stau kerngiannys bagi masyarakst luss,
tidak s=elaslu delik culps lebih ringan daripada
delik dolus.

Dalam kasus pencemarsn atau perusskan linghkungan

hidup adalsh penting untuk mengetahui adanva
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hubungan ksusal antsra perbustan dengan akibat,
namun sSering terisdi keadsan kumulatif, dimsns
faktor penyebsb terdiri dari berbsagsi alasan
sehinggs. sunlit untuk membukiikan sumber
pencemaran tersebut. Keadasan vang demikian ini

menimbulkan kesulitan dslam menuntut pidsnz.

Sanksi sdministratif terutams mempunyai

fungsi instrumental, yzitu pengendalian perbuatan
terlsrsng. Di samping itu, sanksi administratif
terutams ditujukan kepsda perlindungan kepentingan
vang dijaga oleh hetentuan vang dilasnggar tersebut.

Beberapsa jenis SEATEna penegsakan hukum
administretifl, tersebut menurut Siti Sundsari

Rangkuti ialah:

penverasian peraturan (harmonisering);

tindsksan pakss (bestuursdwang);

nang paksa {(publiekrechtelijhkedwsngsonm);

d. penutupan tempst usaha {(aluiting van een

inrichting);

penghentian hegilatan mesin perusshsan  (buitenge

bruikstelling van een toestel);

. pencabuten ijin melsluil proses: tegur%%} paksaan
kepolisian, penutupsn dsn uang paksa.

con

]

Selaniutnys ditambahkan oleh belian bahwa:

sarana administratif dapsat bersifat
rreventif dan bertujvan menegashksn persturan
perundang-undangan lingkungan {(misslnya: Undang-

undsng, Persinrsan Pemerintah, Keputuszan
Walikotamadia, dan sebagainva}. Penegakan hukum
dapst diterspkan terhadap kegiatan vang

80 Siti Sundseri Resngkuti, o Cif, hal.1Z.
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mgnyangkut peravaratan perijinan, baku mutn
lingkungsan, rgncana rengelelsan linghkungsn dsn
sebagainya.81

DPalam rangka penjatuhan sanksi sdministrstif
terhadsp pencemar lingkungsn, menurut Dand

Silalahi:

Masih terdapat perbedsaan persepsi,
disebabkan alassan-slasan non vuridis antara lain
terhadap akibst penutupsan perusazhsan vyang di-
kaithsn dengan pemutusan hubungan kerja (PHKD
vang berakibat sadanya pengsngguran. Kendsala-
kendala/ hawbstan-hambatan inilah vang
menZakibsthkan lemshnya penegaskan ngum
linghkungan dari sspek hukum administratif.8

Dalam hubungannys dengsn sanksi sdministratif
perin diperhatikan Pssal 5 Perstursn Pemerintah
Ho.51 Tahun 1993 tentang AMDAL dengan ketentuannya
vang mengsaslitkan pemberian 1jin ussha tetap oleh
instanail vang membidsasngi usshs stavn kegistan vang
hersanghkutan dengan telah dilasksanskannva Rencana
Pengelolaan Linghungan (REKL) vang telash disetujul.
Demikian pula persyaratan perlu adanvsa Upavs
Pengelolssn Lingkungan (URKL) dan Upsya Pemsntausasn
Lingkungan (UPL) bagi nsahas ataun kegiatan vang
tidak terkena ketentusn AMDAL, persyvaratan tersebut
dimasukkan dalam gistem perijinan berdasarkan
Drdonsnsi Ganggusn (HO). Pelsnggarsan terhadsap

ketentusn tersebut dapat dikenskan sanksi

sdministrstif.

81y Loc Cit.
82) Daud Silslshi, o Cif, hsl.bZ.
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Kewajiban setiap orsng yang menjslankan suakin
bidang ussaha wajib memeliharas kelestarian kemampuan
linghungan hidup vyang serasi dan seimbang untuk
menunjang pembangunan yang berkesinambungsn seperti
vang tercantum dalsm Passl 7 Undasng-undang No.4
Tshun 1982 merupakan kewajiban yang dijsdikan salsh
satu gaysrat dalam pemberian ijin wussha. Dengan
dijadikannyas sstn sysrsf, maks penyelenggsrsa bidang
ussha sSenantiasa Lterikat guna melakukan tindakan
pelestarian kemampuan linghkungan hidup untuk
menunjang pembangunan vang berkesinambungan. Dengan
dirumuskannysa secars tegdss dan Jelas kewadiban
penvelenggara suatu usahas akan mempermudsh menetap-
kan telsh terjadinys pelanggsrasn terhadsp ijin.

Pelanggaran terhasdsp kewadiban vang tercantum
dalam ijin berakibsat dikensakannvs sanksi
administratif berups: pemberisn peringatan kepadsa
pemegsng ijin, penghentisn =ementsrs kegiatan, atau
pencabutan ijin.

Penegalkan hakum sdministretif berkaitan
dengan penegskan hukum lingkungsn oleh lembaga
Pemerintahan.

Dengan adanys ketentuan tentang sankei
administratif vang terkait dengan gistem
perijinsn, adanys kelhentuan tentang gsanksi
perdasta sebsgaimana diatur dalsm Pasal 20 ayat
(1) dsn Paszal 20 syat (3) Undang-undang Ho.4
Tshun 1982 serts sdanya ketentuan tentang sanksil
pidans sebagaimana distur dalsw Passl 22 Undang-

undsang No.4 Tshun 1882 maka sSeorang pencemar
dan/atsn perusak linghungan dapat menghadapil




Eiga mgcags)sanksi seksligus, Jjadi bergifat
wmulatif (¥

canksi administratif selalu dspast dikenskan,
sesusl dendan ketentuan sebsgaimans tercantum dalam
ijin wvyang diberikan kepada vang berssngkutsn oleh
instansl vang berwenang memberi ijin tersebut.

Sanksi perdata berups ganti kerugian
diberikan spabils ada pihsk yang menderita skibat
pencemaran dan atay perusakan. Meskipun tidak ada
rihak vang menderita, ganksi perdata tetap dapat
dikenshksan karens pencemar dan atan perusak telsah
mencemarkan dan atzu merusak lingkungsn sehingga
lingkungsan gebagail korban harus dipulihkan kembsli.

Sanksil pidana dikenakan sesual dengan
pertimbangan Polisi gebagai penvidik dan Jak=s
sebadal éenqntut umum. Apsbils pencemar dan  atau
perusak telsh melaksanakan zanksi administratif dan
sanksi perdata berups ganti kerugian kepada
penderita dan pembayaran biaya pemulihan
lingkungan, vang menurut pertimbangsn Polisi dan
Jaksa telah memsdai, maks dikenakannysa sanhsi
pidana tergantung pads kewenangdan diskresl vang adsa
pada Polisi dsn Jaksa. Apshila pelaksansan sanksi
administratif dan sankeil perdats fLersebut menurut
Polisi dan Jakss tidsh memadai dapat saja dikenshan

sankei pidanas melalui Pengadilan.

83) Rusnadi Hardijsscemantri, Op Cif, Hal.388.




134

Pelaksansan tanggung jawsb perdats dan sanksi
pidana tersebut di atas tidak terlepas dari isi
Pasal 3 Undang-undang HNo.4 Tahun 1982 vang
berbunyi:

(1% Pemerintah menggariskan khebijsksansan dan

melakukan tindakan yvang mendorong ditingkatksn-
nys upava pelestarisn kemampuan lingkungan

hidup urntuk menunjang perbangunan vang
berkesinambungsn.
(2 RKebijsksansan dan tindskan Pemerintah

sebadaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
diztur dengsn peraturan perundang-undangsan.

Hal ini berarti bshwa "perussk/pencenar
rotensial” tharus diberikan penyuluhsn, bimbingan
serta ingentif dan disinsentif, sehinggs bensar-
benar memahami kewajibannya untuk nelestarikan
kemampuan lingkungsan yang sersasl dan seimbang untuk
menunjang pembangunsn yang berkesinambungan. Bagil
mereka vang ternyata tidak mau atan alpa memahami
dan melaksanshan upsys-upsys pelestarian kemampuan
lingkungan tersebut, maka dikenakan ketentuan-
ketentuan sebagai tindak lanjut, isalsh ketentuan
Pazal 20 dzan 22 tersebut di atas.

Dalam kaitannys dengan prosedur
penanggulangan kasus pencemsran dan perusakan
lingkungsn hidup, telah dikeluarksn Surst Edaran
Menteri Megara KLH No.0Q3/SE/MENKLH/6/1987 tangdal 3
Juli 1987 vsng ditujuksn kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehskiman, Jaksa Agung, dan Kepala

Kepolisisn. Penegshkan hukom dalam kssusg pencemsaran




dan stau perusskan melibsatkan instansi-instancsi
vang dipimpin oleh peisbast-peisbst terzebut.
Kesepakatan yang telah diperoleh di antars
para peisbal adalah meliputi sistem pelsporsn oleh
penderita atan anggota masyarakst tentang telah
terjadinys pencemsran. Dalam hsl ini dibedakan
sntara sifat perkars sebagal perkaras pidana atau
perkara perdats, sehinggs di s=samping penvidiksan
cleh FKepclisian dan Jsksa/Penuntut Umum sebagail
perksrs pidsna, tidak ditutup kemungkinan untuk
mengsjukan gugatan perdata maupun dikenakan sanksi
sdministratif berupz penghentisn sementsrs abtaw

pencabutan ijin.




BAB TIII

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

. Gambaran Umum Perusahsan Dan Pencemaran Lingkungan Di

Kotamadia Semarang

Rotsmsdis Dati 1II Semsrang sebagal Ibukota
Propinsi Jaws Tengsh mempunyail letak geografis vang
astratedis, berada di tengah bentangan panjang
kepulauan Indonesis dari arah barat ke timur. Sebelah
bzrat berbstasan dengsn Ksbupsten Kendsl, sebelsh
timar berbatasan dengsn Ksbupaten Demak dan di sebelsah
selatan berbatasan dengsn Ksbupsten Semarsng, sedang
begisn utars dibatasi oleh lsut Jawa dengan panjang
garis pantsl meliputi 13,6 Km.

Sedsngkan dilihat dari kondisi topografinya
wilayah Kotamadis Dati II Semarsng terdiri dari daersh
perbukitan, dsataran rendah dan daerah pantai. Dserah
perbukitan mempunysi ketinggian sekitar 30-339 M DPL
dengsn dersjat kemiringsn 2-40 % dan dstaran rendah
mempunysi ketinggisn 0,75-3,5 M DPL dengsn derajat
kemiringan sntaras 0-2%.

Szlsh sstu potensi sumber daya salam dan lingkun-—
gsn hidup vangZ memberikan arah dan Dbentuk Kotamadia
Semsrang sdalah Dsersh Pengaliran Sungsi.

Air mernpakan sumber dsys yvasng strategis dan
mempunysi persnsn sangat vital bagi kehidupan manusia
dan kegisban pembangunan ekonomi, oleh sebab itu untuk

tercepainya kelestarisn fungsi lingkungsn persirsn,
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perlu dilsksanakan program pengendslisn pencemaran
air. BDalam pelshssnssn program pengendsalisn pencemsran
8ir, Pemerintsh Kotamadiszs Dati II Semarang menghsadsapi
dus permssslashan pokok vang sangst penting, vaitn
masalah kualitas sir dan pencemsran sair, serts masalah
kazpasitas kelembagsaan.

a. Ruslitas air.dan pencemaran air.

Hazslsh hkuslitss sir dsn pencemarsnnys di
FKotamadia Dati II Semarsang merupsksan masalsh yang
sangat penting dan kompleks, karena tidak hanysa
menyangkut tentang ketersedisan sumber daya air
sungail dalasm Jjumlah vang besar akan tetapi Jugs
menyangkat tentang kuslitas air yang baik, vang
dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan sir
baik bsgi kehidupan sehsri-hari manusia maupun
untuk menunisng kegistsn pembangunan ekonomi yang
berkelsnjutan.

Masalah kualitss air sungail vang dihsadspi
oleh Pemerintah Kotamadis Semsrang Dati II Semarang
adslsh berksitsn dengan adanys penurunan kuslitas
air pads beberapa sungsi di Kotamadia Dati 11
semnarang, bahhan telah menunjukkan indikasi
tercemsr khusuenys psda musim kemarau. Terjadinya
penurunan knslitas air sungsl tersebut diindikasi-
ksn dengsn kuslitss sir sungsi yang sudah tidsk
memennhi bsaku mutu sir sesuasil dengsn peruntukkan-
nve, skibat dari: pemanfaatsn sungail sebagsail

penerims buangan limbah, baik yang berassal dari
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limbah rumah tangga (domestik), limbah rumah sgskit
dan limbah dari kegistan perekonomian seperti
perindustrian, pertambangan, peternakan, pariwisata
{(hotel) serts pertanian.

Selams periode Tshun 1994-1985 Kotamadis
Daerah Tingkat II Semarang telah dan sedang
menangani kasus sejumlah 41 dengan perincian
sebagal berihkut:

Pencemsran air limbah yang berpotensi
menurunkan kualitas sir sungail merupskan Jenis
pencemaran yvang mendudukil posisi terbanyak sejumlah
32 kasus. Ini terjadi diksrenskasn pabrik-pabrik
banysk vang tidak mempunysai IPAL (Instalasi
Pengolah Air Limbah) vaitu sejumlsh: 12 kasus
sedangkan 18 kasus sebenarnys psbrik vang ber-
sanghutan telah mempunysai IPAL tetapi tidak/belum
mampu mengolah limbsh cair sesusi Bsku Mutn Limbah
Cair. Untuk Jelasnya dapat dilihat dalam tsbel

berikut ini.

| Ho | IPAL | Frekuensi t Prosentase |
1 mampu mengolah 2 8,25
limbah
2 belum mampu i8 56,25
3 tidak memiliki 12 37,50
| | Jumlsh l 32 [ 100,00 |

Sumber data: Bapedsalds Tk Il Semarsng, yang *telsh
diclah oleh peneliti.
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Kasus vang sangst menarik di Kotamadia Dati
IT Semarasng dan merupskan kasns vang menjadi
perbincangan tingkst nasional adsalah kasus kali
Tapak dan kasus kali Babon.

Modus operandi mereka dalasm membuang limbah
vang diketahui dapat membshayakan kesehatan sangat
bervariasi, seperti kucing-kucingan dengan petugsas,
vaitu pada siang hari perusashaan membuang limbahnya
melslnil IPAL tetapi pada malam hari IPAL tidak
dipergunsksn dan lsngsung dibusng ke sungai dengan
melalui saluran by pass. Disamping itn ads pula
perussahaan yang dengan terang-terangan tidak meng-
gunshkan IPALnys, walanpun sehenarnys telah
memilikinys.

Dari «dsts tersebut, nampak bahwa perilsku
perusshazan terhadap lingkungsn hidup pada umumnya
memiliki kecenderundan antuk melskukan
pelanggaran, walsupun tingkat pelanggaran tersebut
berbeda-beds. Sekalipun berbeda dalam hzl melsknkan
pelanggsran, pada hakekatnya tnjusn dari
pelanggarsn tersebut adalah ssma  yaltno kurang
menvadsari skan arti pentingnys menjaga kelestarian
lingkungan hidup dan lebih mengutamzkan mencari

keuntungan perusshasn.
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Pemerintah Dsersh sebagai sparat vang
ditugasi untuk mengstssi hal tersebut melelul
' Bapedalda Tingkat II Kotamadis Semarang telah mem-
berikan peringatan terhsdsp perusshaan-pernsshasan
vang diidentifikasiksn sebagai perusshasn pencenmsar
dengan memberikan teguran, namun demikian selama
periode Tahun 1994-1995 dari 41 kssus hanyva 3
perunsahssn vang mentsstinvs, 34 hasus zams  =eksli
tidask mentastinys dan 4 Lkasus hanys mentasati
sebagian 1isi peringatan (tegursn). Hal ini dapat
dilihat melaluil hasil monitoring di lapangan,
ternyata isi peringsatsn tidak dilskesanskan. Ini
berarti perusahaan tidak memperdulikan peringatan
(tegursn) ysng diberikan Pemerintsh.

Untuk jelasnva daspat dilihst dalam tabel berikut:

| Ho | Ketasatan | Frekuensi | Progentase |
1 Sepenuhnys 3 7,32
2 Sebagisasn 4 9,75
3 Tidak samsa 34 82,93
sekali
| | Jumlah | 41 { 100,00 [

Sumber dats: Bapedslds TK Il Semsrsng, yvang telsh
diclash peneliti.
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RKelembagaznn.

Brndsng-undang Ho.4 Tahun 1982, tentang
Ketentuan-ketentuasn Pokok Pengelolazan Linghkungan
Hidup memuat ketentuan antara lain tentang hak
setiap orang stas lingkungsn yang bsaik dan sehsat,
misalnya: kewaiiban setisp orang memelihars
kemampusn lingkungan hidup, termssuk upays mencegah
dan menanggulangil pencemsarsn dan stzu  perusskan
lingkungan hidup.

Hak dan kewajiban ini melahirksn pertanggung-
Jawabsn perdsts dan sanksi pidans sesusi  dengsan
Pasal 20 dan Pasal 22 Undsng-undsng No.4 Tahun

1882, sebagal berikut:

1. Barangsilsps mencemsrisn dan atau merusak
lingkungan hidop memikul tanggung jawsb dengan
hewajiban membayar:

a. £anti kerugian kepsds penderits vang telsh
dilanggar hsknyvas stas lingkungan vang baik
dan sehat.

b. biavs remulihan lingkungasn hidup kepada
negara.

2. Barangziapa melaknkan perbustan vang menyebabksan
tercemsrnys lingkungan hidup atan rugsaknya
lingkungan hidup dizncam pidana:

8. Apsbils dengasn s=engaja, disncam pidans
penjara selawms-lsmanve 10 ({(sepnluh) tahun
dan atan denda sebanyvak~-banyaknya
Rp.100.000.008,- (seratus juts rupish).

b. Apsbila karens kelalaiasnnys, disncsm pidana
kurungan selsma-lamanva 1 (gstu) tshun dan
stan denda sebanyak-banyvaknys Rp.1.000.060,-
{satu juts rupizh}).

Dengan ditentukannvsa ketentuan mengensi

perteanggungjawaban perdsats dan sanksi pidans ini,

maks ditegakkannys hukuom dalsm kasus pencemarsn dan
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atan perusakan lingkungan hidup menjadi ssngst
relevan, Hntuk itvn Menteri Rependudukan dan
Lingkungsn Hidup Republik Indonesia mengeluarkan
Surat Edaran Mo.03/3E/MENELH/8/1987 tentang
Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan
Perusakan Linghkungan Hidup.

Penegskan hukun dslam kasus pencemaran dan
atan perunsaskan lingkungan hidup menurut Surst
Edaran tersebut di satss, melibstkan Menteri Dslanm
Hegeri, Menteri Eehekimsen, Menteri Negarsa
Kependudukan dsn Linghkungsn Hidup, Jaksa Agung dan
Kepsla Repolisian.

Eelims Instsnsi Pemerintah di atas sepsksat
menetapkan prosedur penanggulsngsn kasus pencemaran

dan perugsaksn lingkungan hidup sebasgsi beriknt:

1. Laporsn daril penderita ataun anggots masvarakat
tentang Lelsh terisdinvs pencemaran dan atan
perusakasn  lingkungan disampaikan kepads Aparst
Pemerintah Daersh, vang wasjiilb dengsn s=egers
menerusksnnyva kepada Bupsati/Walikotasmadias Kepals
Daersah Tingket II dengsn tembusan hepads
Kepolisian RI. "Sedangkan untuk DRI Jaksrisa
lsporan disjukasn kepads Gubernur Kepsls Daersh
Khusus Ibukots Jaksrtas dengsn tembusan kepads
Kepoli=sian RI, masing-mssing vang membsawahi
wilayah 1lokasi tfterjadinyas pencemsrsn dan satau
perugaskan lingkungsn hidup.

2. Bupati/Walikotamadia EKepals Daerah Tingkst II
zmetelah menerima laporan Lerasebut segers
memberitahukan langkah tindak lanjut kepada
Kepolisian RI tentang telsh diterimsnya lasporsn
teraebhut.

3. Betelah menerims lsporsn di ztzs, Bupati/Wali-
kotamadia Kepals Deersh Tingkat Il segers
mengumpulikan bshan/ketersngan sntara lsin
tentang:
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2. Kebenarsn lsporan tentang relah terjadinva
pencemsran lingkungan dsn  stau pernsakan
lingkungan hidup;

bh. Tingkst PENCENRY AN dan stan perusskan
lingkungan hidup yang terjadl;
c. Sumber pencemsran dan atau pernsskan

lingkungan hidup;

d. Perkirsan besarnva kerugisn Vvang dideritsa
skibat terjsdinye pencemaran dan atau
perusaskan lingkungsan;

e. Penilaian mengensai kemungkinan pencegahan
wsous pencemaran dan atau perusak linghkundsan
hidup secsra musvawarsh antara pihak vang
dirugikan, pihshk vang merugikan dsn Aparal
Pemerintah yang berwensng.

Behan/keterangsn di atas oleh:

a. Bupati/ﬁalikotamadia Kepals Daerah Tingkat LI
dilasporkan kepsds Gubernulr Kepala Daerah
Tingkat I dendan rembusan kepadsa Kepolisian
RI.

b. Gubernur Kepsls Daerah Khusus Ionkets Jaksrts
disampaikan kepadsa Kepolisiasn RI.

Berdasarhkan bahan/hketerangan Vyang diterimanys
dan atan dari hasil penyelidikan gendiril,
Kepolisisn RI melakukan penyidiksn semsnal dengan
perafuran perundang—undangan vang berlsaku.

Berdssarksn hasil penyidiksan oleh Kepolisisn RI
diambil 1sngkah-1angkab tuntutan akum zesusl
dengan peraturan perundangmundangan vang
herlaku.

Apabils bahan/kheterangsn menyimpulhkan telsh
terjadinys pencenaran dan atau perusakan
lingkungsasn hidup, wnska Bupati/Walikotamadia
Dserah Tingkat T melakukan seders Upaya:

5. Pensnggulangsn pENCeNAYan dan stau
perusakan lingkungsn hidup;

b. Penuntutan biays pemulihan lingkungan hidup
sesusl dengan peraturan perundang—undangan
vang beriaku.

Tindsakan Bupatifﬂalikotamadia ini tidsk menmtup
remnngkinsn diterapkannysa aanksl administratif
menurut peraluran perundang—undangan vang
berlaky, seperti penghentian sementars atau
pencabutan ijin yang hersgnghutan.

Tindakan tersebut di =atas tidak menntuap
kemunghinan disjukannys gugatan perdsatn oleh
pihak vang berhepentingsn sesusl dengan
paeraturan perundang—undangan vang merlshkn.
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Kelihat prosedur vang diatur dalam

gurst Edaran Menteri Hedars KLH, d4i atss namnpak

bahwa penyelesaian kamus pencemaral dan atau
perusakan 1inghungan hiduap dapat diseleszikan
dengsan CBYTSE masveawarah, penyeleﬁaian Secars
pidansz, dsn tidak ditutup kemungkinan untuk

mengsiunkan gugstsn perdats maupun dikenakan sanksl
sdministratif berups penghentian cementara 8Ll
pencabutan ijin yang bersangkutan.

Pembayaran ganti kerugian hepsds penderita
tidak menbebaskan =3 perusak dan atan pencemar dari
kewsniibasnnve untuk menbayay pbigysa pemulihan
1ingkungan yang telah rusak dan atfan hLercemar oleh
perbushannysa itn. Blays ini Aibaysr kepada HNegars
dslsm hal ini Pemds Tinghksat 1T,

Atas 4asar surest Edsyan Menteri Negara RLH
Nq.DS/SE[MENKLH/S/198T di atas, mnaka Gubernur
Kepals Daerah Tinghat 1 Jawa Tengab memnsndang periu
antuk menge lnarkan petunjuk teknis pelaksanaan
penanggulangan kasus pencemaran dan atau perusakan
1inghungan hidup dengan Tnstruksi Gubernur Kepsals
Daerah Tipgkat I JBWA Tengah Nﬂ.BBD.l/ll/lBSS
tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran
Dan Perussahan Lingkungsn Hiduap. I=i Tnetruksi
rersebut sptara 1sin menginstruksikan kepadsa
Bupatifﬂalikotama&ia Kepals Daerah Tingkst 11 5e

Jaws Tengah supayad:
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Melakukan pembinszsn dan pengawassan terhadap
semnsz  perusashsan/industri vasng dslam croses
produksinys kemungkinan mempunyai potensi
pencemsran lingkungasn hidup;

Perusshaan/industri vang dalam proses produksi-
nyas wmempunysl potengi  pencemsran linghkungsn
hidup wajib menvampsasikan laporan berksls kepada
Bupsti/Walikotamadis Kepsls Dasersh Tingkst II
tentang:

1. Hasil pemerikassn prenguiisn limbsh czir dari

lshoraterium vang ditunjuk.
2. Pembusngsn limbah psadst.

Apabils telah terjadil pencemaran atau perussakan

linghungan, Bupati/Wslikotsmsdis Repzls Daersh

Tingkst I bersams-sama instansil terkait melaku-

kan hal-hzl sebsgal berikut:

1. Pensnggulangan pencemaran dan atsn perusakan
lingkungsn hiduap.

2. Penuntutasn biava pemnlihsn bisvas linghungsn
hidup s=esusil dengan perstursn perundsang-
undangan yvang berlshu.

3. Mengambil tindakan sadministrastif seperti
pemberhentiasn sementars atay pencabntsn ijin
vang bersanghkutan.

Pelakasnssn keglatsn, vang melipuoti:

1. Menginventarisir semus laporan vang disampsai-
kan dari snggobts masysarsakst msupun  laporan
mass medis tentang telah terjadinva kasus

pencemsrsn dan  atan  perusaksn lingkungan
hidup.

2, Melskunksn penelitian terhadsap laporan
sehagaimana tersebut angka 1 huruf a, sanitars
lain:

23 Kebenaran laporan tentang telah terjadinya
pencemaran lingkungsn dan atau perusaksan
linghungan hidnp.

by Tingksat pencemaran dan altan perusshkan
lingkungan hidup vang terjadi.

c) Buwmber/assl pencemsaran dan stasu perusshkan
lingkungan hidupe.

d) Perkirasn besarnva kerugisn yvang diderita
sebsgsi akibat tsrjsdinya pencemarsn dsn
atsu perusakan lingkungan hidup.

e) Penilsian mengensi kemunghinsn pencegshsan
kasus pencemarsn  dan atau perusakan
linghungan hidup secars musyswarsh santars
pihak vang dirugikan dengan pihak vang
merugikan.
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Atas dasar Instruksi Gubernur Kepala Daersh
Tingksat I Jsws Tengsh No.660.1/11/1988, dan
Peraturan Pemerintazh No.20/1990, vyang menyataksan
bahwa Walikotamadias Kepazlas Daserah Tinghkst 11
berwenang menisatuhkan ssnksi sdministrstif kepads
setiap orang stan badan yang melanggar ketentuan
pengendalian pencemaran =2ir, maka Walikotamadis
Kepals Daerah Tingkst IL  Semarsng mengeluarkan
Instruksi Walikotamadis No.880.1/1/1884, tentang
Pelzksanasn Pensnggulangan Pencemarsn dan Perusakan
Lingkungsn Hidnp Di Kotamadia Daerah Tingkat II

Semsrang, vang lisginva menginstruoksikasn kepsads:

(1) Penanggungjaswab/ Pemilik/ Pengusaha/ Pengelcls
Industri dasn Kswsssn Industri Di Kedia Dati I1
Semarang,

(2Y Penanggungiawab/ Pemilik/ Pengusashs/ Pendelols
Hotel Di Kodis Dati II Semarang,

{3) Penanggungiawab/ Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola
Rumsh Sskit, Rumah Bersslin, dan Lsboratorium
Klinik di Kodia Dati Il Semarsng,

diwajibkan:

5. Melaskssnshkan unsashe-ugshsa pencedshsen, pe-—
nanggulangan, pengendalian pencemaran dsan
perusskan lingkungsan.

b. Setiasp kegistan yang berpotensi mencemari dan
merusak lingkungan hidup wajib:

(1} Melshukan pengunjisn kuslitas air
bnangan/limbah cBlr, kuslitas ndars,
kebisingan dan getarsn suara sebagsi skibat
kegiatan usshanya ke laboratorium veng
ditunjuk Gubernur Kepala Dserah Tingkat I
Jaws Tengah.

(2) Menyampsiksn lsporsn hasil kegiatan sangka
(13 kepads Walikotamadia Kepsala Daerah
Tingksat I1 Semarang melalni Badan
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Pengendslisn Dampak Lingkungsn Dserah ({BAFPE
DALDAY Kodia Dati II Semarsng, minimsl 3
(t1g3) bulan =zeksli.

(3> Menvediskan instalssi pengolahan limbah dan

mgngoperasikannya gecarsa efektif, agar
limbah vang dibuang memenuhi bskua muatn vang
ditentuksan.

(4) Melskukan efisiensi penggunssn sir baku dan
upayva-upavas lain dalam rangks meminimisasi
atan mengursngl Jumlsh limbah vsng dihs=sil-
kannva,

{5} Menvedisksn/ melenghkspl/ menyempurnakan
instalasi pengolahan limbash dasn fasilitss-—
fessilitas pendukungnys sesuai dengan sysrat
teknis dan jenis limbah yvang dihasilkannva,.

¢, Meninghkathksn kepedulisn, persn sertsa dan
tanggung Jawab sosisl terhsdsp masysrakat di
sekitar lokasi usahs untuk mencegash timbulnys
kesenisngsan vang dapat meruglikan aktivitas
kegiatan.

d. Untuk meningksitksn daysguns dsn hasilguns dsalam
pengendsalian pencemnaran, khususnya jika timbul
keluhsn {(complsain) masyvsrakst tentsng terisdinvs
pencemnaran, maka segers melaporksn dan melakukan
koordinasi dengsn Badan Pengendslisan Dampahk
Linghkungan Daersh (BAPEDALDAY EKodis Dasti IX
Semarang untuk dapsat dismbil lasngksh-langhkah
penanggulangannys.,

Di  samping itun, dslam Insbtruksi tersebut
diinstruksikasn kepadsa:

Pembantuy Walikotamsdias, Camzt dasn Kepzls Kelurshan

di Kotasmadia Daersh Tingkat II Semarang:

a. Agsr mendinventarisassi semua lsporan tentang
terjadinya pencemaran dan atau perussakan
lingkungsn hidup.

L. Melsporksasn data-dsts vang berksitan dengsan
tersebut  huruf a kepads Walikotamadia Kepala
Daersh Tinghst Il Semsrang melsluil BAPEDALDA,

c. Melshkuksn pembinasn terhadap masvarsks:t vang
terkens pencemsran agay tidak menimbulkan

keresashan.
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Berdasarksn Instruoksi Gubernur Kepsla dserah
Tingkat I Jawa Tengsh WNo.B850.1/11/1988, nampak
bahwa Kepala Daersh Tingkat II wajib melakuksn
pembinaan dan pengswasan terhadap semus kegiztsn
atau usahs vyang berpotensi mencemari dan atan
merusak lingkungsn, yvang untuk selsnjutnys melslni
Instruksi Walikotamadia Kepala Daerah Tingkst II
Semarang No.B860.1/1/1994 tugas ini dimandathan
kepada | BAPEDALDA, dengan tugas melakukan
koordinssi, pembinaan  teknis dan melsksanshan
pengendalian dampsak linghkungan. Pengendalian disini
meliputl pencegahan dan penanggulsngan.

Untuk 1lebih Jelasnya mengensi BAPEDALDA dibahss

dalam sub bab berikutnya.
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BAPEDALDA Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang

BAPEDALDA Kotamsdia Dsmerah Tingkat I1 Semarang
dibentuk oleh Walikotamadia Dsersh Tingkat II
Semarang, tanggal 20 Desember 1991 dengan Surst
Keputusan Walikotamadis No.081.1/6333, berlaku efektif
baru tanggal 1 Mei 1993, BAPEDALDA aadslzh bsadan staf
Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala vyang
herads di bawash dan bertanggungjawad kepads ¥Walikota-—
madia Kepalas Dserah.

Berdasarkan FKepuntusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkst I Jaws Tengsh tanggal 29 April 1892, HNonmor:
061.1/34/1992 +tentang Pembentuksn Susunsn Organisssi
Pan Tats Kerjs Badsn Pengendalian Dampak Lingkungzsn
Daerah (BAPEDALDAY EKotamsdizs Dserah Tingkat II
Semarang, mempunvail fungsi:

a. Melaknkan koordinasi penyusunan program pengendsli-
an dampak linghkungsn dan pengelolaan sdministrasi
kantor BAPEDALDA.

b. Melskukan pengelolssn laborstorium penguji.

¢. Melaskukan pembinsan teknis terhadap pengendalizn
dampsk lingkungsn,

d. Melakukan pengswasan terhsdsp pengendslizn dsmpak

lingkungan.

Melakuksan pemulihan kuslitss lingkungsan.

Melakukan perijinsn pembuangan sir limbsah.
Melakukan penyuluhsn kepsda masyarshkst.

oy +h D

Susunan organisasi BAPEDALDA terdiri dsri:

Kepals BAPEDALDA

Ny

. Sekretaris
¢. Seksi lsborstorium snalisis
d. Seksi penvuluhsan.

&. Sehksi perijinan.
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Seksi  lsboratorium dan ansliss mempunysi tugas
mengelolsa, mengembaﬁgkan laborstorium dasn memberikan
pelayanan teknis penelitisn laborstorinm serta melaku-
kan analiss dan evalussi terhsdsp kegisztsn pengendali-
an analisa mengenal dampak lingkungan.

Seksi penynluhsn mempunyai tugss mempersiapkan
bahan dan memberikan penyuluhan kepada masvarakat dan
dunis usshs.

Seksl perijinan mempunyasi tugss mempersispkan
dan memproses pemberian dan pencabutan ijin pengolshsan
dan lokasi pembusngan liwmbsh.

Untuk lebih Jjelssnyva, struktur organigasi

BAPEDALDA dspat dilihst dslawm bazgsn di bswsh ini.
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Adapun progrsm kerjas vsasng dicanangksn adalsh:
Program pengendalian pencemarsn lingkungsn hidup.

Program ini dimsksudkan untuk mencegsh dan
nengurangi kemerosotan wmutu dsan days dukung
lingkungsan, terutams lingkungsn perairsn dan udars
vang digebabhkan oleh sdanvs dampsh negatif  dari
berbagal kegistan yang mencemari.

Kegiatan program ini mencskup pengembangsan
dan penetspsan peraturan pelaksanaan serta tata ecara
pengendaliasn pencemsran oleh industri, pembinasn
dan penvuluhan teknologil kherzih lingknngsan,
peningkatan perasn serts mssyvershet, pengembsngan
kewensngan lembsgs pengendsli pencemsran, penegshkan
huakum dan rehsbilitasi lingkungsn vang russh serta
mengembanghkan informasi dalam pengendalisn
pencemsran.

Progrsm pembinasn dan pengelolasn lingkungsn hidup.

Program 1ini bertujusn agar arah dan cara
pemanfastan, ehksploitasi, dan penggunssasn sumber
dayva alam dapat dilaksansksn secara rasional serta
tidsk merusak tats lingkungsn hidup msnusia. Adspun
kegizstsnnya meliputi: pengembangan, pelaksanaan,
pernerapan, dasn  pemantsuan  AMDAL, evslussi dan
pengswasan pemanfastan dan penggalian bahan
galian gdolongan €, pendembangan sSarsns/prassarans

pengendalian pencewsran dan lain-lain,
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Program penyvelamstan hutsn, tansh, dan air.

Program ini bertujuan untuk melestarikan
fungsi dan kemampuan sumberdays alam sertsy
linghungan hidup dengan segsla kesnekaragaman
hayatinya. Progrsam ini diupsyakan melslui kegiatsan
pemeliharasn, pencegZshan, darn rensnggulangsan
kerusakan lingkungan, pemeliharsan dsersh aliran
sungail {DASY, dan reningkatan persan serta
masyarakst secars luas dalam pemeliharaan
lingkungasn hidup. Adapun ssssrannys  sdsalah  delam
rangks mengembanghkan keterpaduan antars pembangunan
dan kelestsrisn alsm, s=erts santasra kepentingan
masyaraskat setempat dengsn kepentingsn yang lebih
lusas.

Program inventarisssi dan evalussl sumberdsys slam.

Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dan
menghimpun dsts tentsng kondisi dan potensi sumber
days slam dsan lingkungsn di RKodia BSemsrang serta
potensi dan kondisi kegistan ysng mempengaruhi  dan
memanfasikan sumber days dimaksud.

Dari aps vang telsh diprogramksn tersebut di

atas, telsh dilaskssnshan kegiatsn-kegiatan sebagai

berikut:

a.

Inventerizsaeasi dan identifikssi pencemaran.
Kegistan ini bertujusn untuk melakunksan
pendatesn dan mendapsthan informasi tentang

kegistan-kegistan vang mempunysai potensi dan ber-
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dampak penting terhadap keseimbangsn sumberdays
gzlam dan linghkungan hidup.
Penyelsmatsn hutan, tansh, dan air.

Kegiatan ini bertujusn uantnk melestsrikan
Fungsi, kemsmpuan sumberdays alasm dan lingkungan
hidup, melalui kegistan-kegitan pengembangan hutan
kots, penstasn Laman kots dan reningkatan
peran serta mesysarskat uamurm dalsm  pemelihsrsan
linghkungan.

Pengelolaan sumberdsyas alam dan lingkungsan hidup.

Kegistsn ini bertujusn agsr srah dan cara
menggunakan sumberdays salam dspat dilaksanakan
secara rasgional dan tidak merussk tata lingkungsn
hidup manusis.

Pengendslisn pencemsarsn linghungsn hidup.

Kegistan  ini bertujuan untuk mengnrangl
hemeroscotan mutu lingkungan hidunp yang disebabkan
oleh dsampsk negstif berbsgsai kegistasn khususnysa
industri terhadsp lingkundsn.

Rehabilitasi lahan kritis.

Kegiatan ini beritnjuan untuk memulihkan
kemampusn lshan yang rusak agar dsaspat berfungsi
kembali sebsgsil pendukung kediatan produoksi dan
pelestarian lingkungsn hidup.

Sedangkan upsys-upsys vaeng sedsng dilaksanakan

adalah:
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Penanganan (rehabilitasi) lingkungsn Dukuh Tapak.

Kegiastan pengelolssn lingkungsn di Dukuh
Tapak ZKelurshsn Tugureio Kecamstan Tugu, vang
terdiri dari program penstsan lingkungsn masysrakst
dan program pengendalian lingkungsn industri vang
berada di sekitzr Dukuh Tapak. Kegistan ini merupsa-
kan tindak lanjut atas penanganan dan penyelesaian
kasus pencemsran Kali Tapshk oleh tim sepnluh.
Pengembangan kesadaran masyarsksth.

Bentuk kegistannvas sadslsh remssyarakatan
hetentuasn perundang-undangsn tentang pengelolasan
linghungan hidup, khususnys wmenvanghkut pengendalisan
dampak lingkungsn melalul seminar-seminar dengan
mengikutsertakan para pakar linghkuangsan hidup,
unsur, kepals komponen dinss/instansi di Jawa
Tengah serts unsur megsvarskst vang terdiri dsri
masyarskat industri, konsultan lingkungan serta
mesyarakat amam.

Pensngsnan kssus senghketa lingkungan.

Meliputl kegistsn penvelesaian dan pensngasnan
kasus-kssus pencemaran lingkungsan hidup, kKhususnya
veng bers=al dari sduan atau informasi masyarshkat,
kemadian oleh BAPEDALDA dilshkuksn pendsataan dan
snalisis mengenal kegistsn usshs, dsmpsk dan
tingkat pencemarsnnys.

Adspun mekanisme penvelessisn kasusnys adslsh

azebagsel berikut:
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Dari skems di atss nampak bshwa pevelessian
kasus senghketa linghkungsn dilakuksn dengsn dus tahsp.
Tahap pertams, yaitu pendatsan dan analisis wmengenai
kegiatan wussha, dampsk dan tingkst pencemarsnnys.
Tahap kedus, penvelessisn kassusnyva. Dalsm tahap kedus
ini dimulal dari pensngansn sengkeis kasus lingkungan
kemudian dilanjutkan dengan penanggulangan pencemarsn
dan  hkerussksn sumber daye slamnys (perbsiksn sumber
daya alamnya)

Perisnganan kasuns senghkets linghungan adalsh
kegistan penvelesailan dan penanganan kasus-kasus
pencemnaran linghungen hidup, hkhnsusnys  vang berassl
dari adnsn atau informasi masyarakat bailk melaluil
jszlur DPRD, Mazms media maupun yang lsngsung kepsads
Walikotamadia KDH Tingkst II Semsransg.

Penvelesaisn senghets kassuesnya dilshuokasn melslui
musyawsrsh, antara pihask pencemsr atan wskilnya, pihak
korban atan waskilnvas dsn pihak Pemerintsah Daerah
Tingkst 11 Kotamadia Semarang (dalam hal ini
BAPEDALDAY bertindak selaku medistor, PEMDA bertindsk
sebsgsi penghubung sntsra pihsk pencemar dengan pihak
rorban. Dslam penvelessiasn kasus linghkungan, PEMDA
berusahs mencari penyvelessaiszn secars musyawarah
melszlui pengsmatan fahkts di  lapangsn dan  didukung
dengan pengujian laboratorinm. Dari hasil pengamatan

dan pengulian laberatoriom tersebut, kemudian
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ditindaklanjuti dengsan saran-saran. Reputusan akhir
dsri proses musyawarah berads di tangan pars pihak,
sedasngksn mediator hanya mempertemukan keinginsn para
pihak serta memberikan masukan mengenal slfernatif
pemecshan masalah. Selanjutnya para pihak wajib
melszksanskan hasil keputussan.

Penanggulangan pencemaran dan kerusskan
lingkungsn (perbaikan sumber days slsmnys) dilshkukan
dengan jslan memberikan surat peringstan atan melalui
penandatanganan Superkssih terhadap psbrik pencemar
dan atau perusak lingkungan untuk dilskukan
pensnganan/pengelolasn limbah. Remudian dilskuhkan
pemaniauan rutin terhadsp limbah pabrik. Pihak
pencemsr dan shtzu perusak linghkungan harus memberikan
lasporasnnys secars rutin. Apabila ternyata diketemnkan
oleh pihsak BAPEDALDA bahws pihsk pencemar dan sztsn
perussk lingkungan tidsk memenuhi isi surat peringatan
maks dilskukan surat peringstasn vsng ke dua. Bila
ternysta pihak pencemar masih Juga tidak berbuat
spapun maks diberikan surat peringstan yang ke tigs
dsn bils ternyats tidak jugs berbuat apapun Sesuszl
dengan isi snrat peringatan barulah dilsknkan
tindakan. Tindakan vang dimaksud adalah penjatuhan
sanksi sdministratif, yvang berups penutupsn sementsrs
sgluran pembuangan limbsh, penghentian semnentars

kegiatan produksi yang menghasilhkan limbah, penyvegelan
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semnns saluran limbsh, pencabutan 1ijin HO dan
sanksi/tindakan  lain yang ditentukan dalam 1Jin  vang
dimilikinva. MNamun sejak berfungsinya BAPEDALDA,
Tahun 1983, PEMDA Tingkst II Kotamadis Semsrang
(dalam hal ini BAPEDALDA)} belum pernah menjatuhlan
tindasksn. Hal ini disebsbkan adanya kebiiskan Wali-
kotamadis Kepzls Dsersh Tingkat II BSemarang yang
menghendaki kasus-kasus lingkungsn diselesaikan dengan
dus tahsp valtu tshsp penastan (complianceg dan tahap
penindakan (enforcement). Selams masih biss diselesai-
kan secara Kemitrasn (compliance) aksn tetap diusaha-
kan terlebih dahuln. Hal inilsh yang merupakan sebsb
bahwa di Kotamadis Dati 1] 3Bemsrang ssmpai saat inl
belur pernsgh ads hasus linghungsn diselesmaihksn lewst
Pengadilan. Padahal bilas kits membaca Penjelasan Pasal
20 sayst {2) yvang menyataksn bahwa, bila tidsk dapat
tercapsi kats sepskat dalam batas wakin tertentu, maka
penvelesasiannya dilshukan melalui Pengadilan Negeri.
Namun demikian PEMDA Tingkst II Kotamadis Semarang
belum pernah melimpahkan kasus pencemarsn dan
perusakan lingkungsn hidup ini ke Pengadilan HNegeri
Semarang.

Ini membuktikan bahwa Pemerintah tidsk mau bersungguh-
sungguh menangsani kasus pencemaran lingkungan dengan
menistuhkan sanksil vang tegsas. Sementars ini

Pemerintash dalam hzl ini Pemerintah Dati II Kodia
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Semarang mzsih memberikan toleransi yvang besar
terhadasp perusshaan pencemsr, bahkan dalam memberikan
penvuluhan-penyuluhan hunkum terhsadap pencemsar tidak
disebut sebagai pelsnggsr, melainkan justeru disebut
sebagai binssn. Pars pelanggar bahkan ada yang diikut-
sertakan delsm program ksli bersih. Diantarasnys
perusashaan-perusahaan pencemar vyang diikutsertsakan
adalszh perusshassn-peruszhasn di sepsnjang dserah
sliran sungsi Babon, vang dibahas dalam sub bab

berikutnya.
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C. Penvelesaian Kasus Pencemsran Di Daerah Aliran Sungail

Babon Semarang

Kaan ini dimulail dengan munculnvs kasus

4]

kematian udeang dan hepiting 41 Kecamatan Sayung
‘Kabupaten Demsk. Kecsmatan SBsyung sdalsh merupsksn
salsh satu penghssil perikansn budidaya di  wilayah
Kebupsten Demzk. Kasus ini mulsi terjadi pads sekitar
tanggal 12 Desember 1884, yvang menimpa pertambskan
ikan di beberaps dessz yaitn: Dess Briwuwlsn, Bedono,
Timbulslcko dan Surodadi, mencakup sresl seluas 500 Ha
tsmbak. Diantara tesmbsk vang menderits keruglian Secars
parah sdalah Dess Sriwulsn dan Dessa Bedono, sedangkan
Desa Timbulsloko dan Surodadi masih dslam taraf
ringan.

Pertambakan vang ada di Recamatan Sayvung
sebagisn besar dikelola gsecars tradisional. Praktik
vang dilskukan oleh petani setempat adalah dengan
memasukksn sir ke dalsm petskan tambsk pads wsktu alr
pasang, kemudian pintu pemssukan ditutnp. Cara sepertl
ini dikensal dengsn istilah pembedengan.

Dengan pemssukan alr secsrs tidsk langsung, mska masuh
pula segsala jenis bibit ikan dan udang.

Kalaupun ads vyang menerapksn secars semi intensif
mungkin  hsnys 1%. Mengingat bahwsa tambak dikelola
secsras btradisional maska pencemaran secsra internal
deri sistem pertambakan vang demikian ini dapat
dikatsksn minimal.

Menurut penuturan dsri petani dasn petudas pertanian
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lzpangsn, (PPL) jenis orgsnisme yang mati tidsk hanya
ndang windw, tetapi jugs kepiting., udsng putih dan
udang rebon. Ternysta kasus kemstian tidsk hanys
menimps perikanan budidaya sajs, tetapil Jjugs sudah
merambah pads periksnan tangksp. Ini menvebabkan
penghasilan petsni =etempsat menjsdi menurun bshkan
banvak petsni vsng gagal panen ssama  sekali. Dari
lazporan petani dan PPL, dinyatakan.bahwa tambak vang
tersersng tidak hanyvs tsmbazk lama, tambak barupun juga
terserang.

Informssi dari nelsyvan menystskan, bahwa hasil
tangkapsn ikan dan udang mereks turun drastis,
tinggsl Thenya kurang dari 50% Hasil tangkapan hanys
terdiri dari iksn, udang tidak pernsh lagi dijumpsi.
Sehingga dari hs=il pendapatan nelsyan rata-rats furun
drastis, dari sekitar Rp.10.000 - Rp.15.000/0orang/hari
turun menjadi Rp.1.500 - Rp.2.000/crang/hari. Menurun-
nya pendapstsn petsni tambsk dan nelayan ini  Jelas
memnbawa dampak ehonomi vyang cukup besgr bagi
masyarakat setempsi, vang sebagian besar pendapatannya
deri hzsil tsmbak dsn tangkaspan ikan di lant.

Mengingat kasus kemstian iksasn dan udang, terjadi
padsa sekitar permulasn  musim hajan mahka sda
vemungkinan pengaruh dari lingkungan sangat kust.

Ada dugaan bshwa faktor vang diduga kust sebagsil
penvebab timbulnyas kasus kemstian sdalah bersumber
dsri sungsi Bsbon. Sungsi ini meskipun secara adminis-

rratif terletsk di Kotsmadis 3emarsng, namun pengaruh-




nva adalsh ke lingkungsn perairsn vang termasuk
Kecamztan Sayung, Kabupsten Dewmsk. Dugsan ini  timbul
karena di s=sepanjsng alirsn sungai Babon, berdiri
pabrik kulit, pakan ternsk, sepstu, *Ledgel, bumbu
masak, konveksi dan amplas. Dengan adanys industri
vang berpotensi membusng limbshnya ke sungai Babon
inilah kecurigssn petani mulsi timbul dan mengadukan
ke DPRD TR II Demsk. Untuk menindsklsniuti pengadusn,
DPRD Tk II Demak berinisistif mengundang wsrga pada
tanggal 21 Dezember 1994,

Di =semping ituw stzz inigiatif wards, dilskulkan
penelitian oleh Balai Penelitian Budidaya Air Payau
Jepars terhsdap tanah, sir, kepiting dan ndang. Hasll
penelitisn menvataksn positif terijadil pencemaran pada
kz1li Babon vang berdsmpsak pada tsmbak milik penduduk.
Hasil penelitian diberikan kepada wargs, sehingga
menambah  semangst wargs untuk  menggungst prenyebsb
pencemsran.

Setelsah DPRD TR II Demzk meninjsu lokas=i
penvebsb pencemaran, yang ternyata masuk lokasil Rodya
Semmrang, kemudian melimpahksan kepada Pemda TK 11
Semarsng. Karens menyangkut dua wilayah akhirnysa
permasalahan dismelegaikan ke tingksat propinsi.
Kemudian DPRD TK I Jawa Tengah komisi C mengadakan
dengar pendspat yang dihadiri oleh Wakil wards, wakil
pengussha, dan Pemerintah (dalam hal ini diwakili Biro
Binz Lingkungsn Hidup TK I Jjaws Tengah). Dalsm sidang

FPDI mengusulkan gZanti rugi, sedang FRP mengusulkan




tali asgsih. Usulsn ini lasngsung ditoclak oleh wargs.
Pads saat istirshat seorsng snggota Dewan menyarankan
untuk menerims tali ssih dengan perincian satu orang
akan mendspatkasn Rp.400.000,-. Sehinggas sasl sidang
dilsnjutkan, warga langsung menerims tanpa mengadakan
penswaran. MNamun demikian ternyata tali asih vang
diberikan melalni pejsbst Muspika hanya sebesar
Rp.15.000.000 (Lima Belas Juts Rupish), masing- masing
perussahsaan péncemar hanya dikenakan Rp. 2.500.000,-
(Dua Juta Lima Ratus Rupiah), sehingga kalsu Jjumlah
ini dibagi dengsan jumlah korban yang melapor masing-
mesing hanys mendspst sekitsy Rp.108.685,-. Ini mem-
buat wargas kecews dan ada sebagian yang tidak mau
menerima, sebaliknya mendengar ada tali asih, wardsa
vang semuls tidak turut mengadu malah mengklaim
dirinvs ikut menggugst sehinggs Jjumlshnys membengkak
menjadi 693 orang. Sehinggsa kalaun jumlah inl dibagi
893 orang, wargs hanya mendspst Rp.21.645,- Melihat
kondisi vang seperti itu mengakibstkan warga banyak
yvesng keberstan menerimas. Akhirnya Aparst Dessa ber-
inigiatif wusng pemberian tali asih tersebut di Desa
Sriwulan digunskan untuk betonisasi, sedanghan di Desa
Bedono digunaksn betonisasi dan untuk menutup pajak.
Ini s=emus menunjukkan bahws pemberian tali asih
ternyatz tidak menyelesaikan masalah, kerugian wargs
tetsp tidak bisa teratasi.

Heszil penelitian yang dilakukan oleh BAPEDALDA
Kodia Dsti II Semarang bersams Balsi Pengembangan dan
Penelitizn Industri Semsrsng, juga menunjukkan hal

vang sama, bahwa kualitas air sungal babon. telah
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menunjukkan kondisi tercemar. Hal ini ditunjukkan
dengan rendahnya: kandungan oksigen terlarut serts
tingginyva kandungan BOD, COD, dan senyswa-senyaws
pencemar lainnya, =akibat dari pemanfastan sungal
Babon sebagai tempst pembuangan limbah.

Tinghkst pencemnarsn sungsi Babon mencspsi
kategori cukup tinggi di daerah hilir sekitar bendung
Karangroto sampai pads muasrs sungai. Oleh sebab itu
mzks russ sungal Babon yvang dikendslikan pencemarannya
meliputi lingkungan perairan sungal Babon mulai dari
ruas sungsail bagian hulu di  bendung Puesnggading
Kecamatan Tembslang Semsarsng ssampsil baglsn miara
sungai Babon di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk
Semarang.

Berdssarkan inventarisasi dan identifikasi
terhadap kegistan usaha ysng berskala menengah sampai
besar, vang berlokasi di sepsnjsng daerah aliran
sungsi Babon dan yang berpotensi menimbulkan dampak
penting serts diduga mengakibatkan pencemaran &air
sungai Babon diketahui ada 6 (enam) kegiatan ussaha.

Dayri hasil evalussil efektivitas Instalasi
Pengolash Air Limbah (IPAL) dari B8 (enam) perusshasn
tersebut diketahui sebagai berikuil:

a. Efisiensi IPAL masih rendah, vang ditunjukkan
dengasn kadar dan beban cemaran limbah calr yang
dioclah melampaui Baku Mutu Limbah Cair vang

ditetapkan.
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Belum dioperasionalkannyva IPAL menunjukkan secara
kontinyu dan terus menerus, bahkan ads kecenderung-
an IPAL bsru dioperasionalkan apabila ada pemantau-

an dsn pengswesan dari petugas.

Belum sesusinya IPAL dengsn Jjenis, karakteristik

den kapasitss limbsh cair vyang dihasilkannys,

sehingga IPAL tersebut tidak mampu mengolah limbah

cair sesuszsi Bshu Mutu Limbah Cair.

Adapun ke enam perusahaan tergebut adalah

sebagsi berikut:

No J MAMA IHNDUSTRI JENTIS INDUSTRI SKALA
' 1 PT Bintang Busns Penvamaksan Kulit Menengah
Sakti
2 PT Condro Purnomeo| Penyvamakan Euolit Mensngah
3 PT Puzpits Abadi Penyvamakan Kulit Besar
4 FT Rodeo Tekstil Besar
5 CV Sumber Baru Pulp dan EKertas Menengsh
B Puzskud Mina Cold Storage Menengah
Baruns

tJ

PT Bintang Busne Sakti (industri penyamakan kulit),
merupakan industri vang didirikan dengan fagilitas
PMDN, dengan produksi terpasang sebanyak 280.000
square feet per-bulan (setars dengan 19,20 %ton) dan
jumlah limbah cair yang dihasilksn adalah rata-rata
144 meter kubik per-hari.

PT Condro Purnomoc Tiipto (industri penyamakan
kulit), merupakan industri yang didirikan dengan
fasilitas PMDN, dengan produksi terpasang sebanyak
1.000.000 sqguare feet per-bulan (setara dengan 100
ton) dan jumlah limbah cair yang dihasilkan rata-

rats sebanvak 500 meter kubik per-hari.




3. PT Puspita Abadi (industri penyamakan kulit},
merupakan industri non fasilitss, dengsn produksi
terpasang sebanyvak 452.000 sguare feet per-bulan
(setarz dengsn 30 ton) dan Jjumlsh limbah cair vang
dihasilkan sadsalsah rata-rata sebanyak 214 meter
kubik per-hari.

4. PT Rodeo (industri garmen dan kKnitting), merupakan
industri non Fasilitas dengan produksi terpasang
sebesar 10.000 lusin pakaian jadi per-bulsn dan 30
ton kain ksos (knit) per-bulan. Limbah cair vyang

dihs=silksn rata-rata sebanyak 125 meter kubik per-

hari.
5. CV Sumber Baru (industri kertas), merupakan
industri berskala menengah dengan produksi

Yterpasang 166 ton per-bulan dan jumlah limbsh cair
vang dihssilksn rata-rata 100 meter kubik per-hari.
6. PUSKUD MINA BARUNA (industri pengolahan ikan dan
pembekuan udang), pabriknya merupaksn fasilitas
unit uwssha perikanan vang dimiliki oleh PUSKUD
Periksnan, sast ini fasilitas pabrik dikelola
bersams dengan pihak swasts, vyaitu PT Intraco
Mendiri. Produksi terpasang yang ada sebesar 100
ton per-bulan, jumlah limbsh cair yang dihasilkan
sebanyak 25 meter kubik per-hari.
Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas IPAL
sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat
mengolah limbah sesuzsi baku muata limbzh calr,

industriawan tersebut diwajibkan untuk membuat dan
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menyempurnakan IPAL vang telash ada. Sebsagai tands

ikatan dasn wujud kemsuan perusshzan/industri untuk

melsksanskan pengendalian limbah csir ysng dihasilkan-
nya sgar tidak mencemari suﬁgai Babon, msks para
penanggung Jawabh peruszhasan pada tanggal 24 Desember

1994 telsh mensndatangani Surst Pernvstsan Kali Bersih

(Superkasih). Pemantausn dilakukan Bapedsalda getiap

bulan sekali, dengan pengambilan sampel air limbah

untuk test lsboratorium atas biays perusshasn sebesar

Rp.80.000,-. Sebelum ada Prokasih hal ini belum pernah

dilskukan.

Adapun inti dsril Superkasih adalah:

1. Kesadarsn bahwa kegiatan usahanya dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan.

2. Kezadaran tentang kewajiban untuk mencegah dan
menanggulangi dampsak negstif kegistsn usahanya.

3. Kesanggupan penanggung Jawab perusahaan untuk
mengolsh limbah cair vyang dihssilkannya hingga
memenuhi Baku Mutu limbah sesuai ketentuan, dalam
batzss wakiu yang telah ditentukan.

Kepads perusahsan/industri peserta Prokasih vang
tidak mentazsti dan memenuhi ketentuan yang telah
digepakati dalam Superkasih akan dikenskan sanksi
sebagatl beriknt:

1. Tegnrasn pertams, jiks dalam waktu 6 (enam) bulan
sejak menandatangani Superkasih tidak berhasgil
menurnnkan beban limbah csirnys sebesar 50% dari

beban pencemaran awsl.
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2. Teguran hkedus, Jiks dslam waktun 9 (sewmbilan) bulan

asejak mensndatangsni Superkasih tidsk berhasil
menurunkan bebsan limbah csirnvs sebesar 75 % dari

beban pencemaran awal.

3. Peringastan, Jjiks dalam waktu 1 (satu) tahun sejak

menandatangsni Superkssih tidak berhasil menurunkan
beban limbsh c¢sirnya hinggs memenuhi Bakan Mutu

Limbah Cair vang ditetapkan,

4. Ssnksi administrasi, Jika dalam waktu 15 (lima

belss) bulan sejsk menandatangani Superkasih tidak
berhasil menurunksn beban limbsh cairnya hingga
memenuhi Baku Mutuo Limbsh Csir yang ditetaphkan.
Sanksi sdministratif dinmaksud adalsah berupa:
penutupan sementars saluran pembuangan limbsah,
penghentisn sementara kegilatan produksi yang meng-
hesilkan limbah, penvegelan semus ssluran limbah,
pencabutan ijin HO dan sanksi/tindakan lain vyang
ditentukan dalam ijin vasng dimilikinysa.

Namun demikian apa vang sudsh disepaksati dalam
superkssih ternyats tidak dilsksanakan tepat waktu.
Hssil evaluasi menunjukkan bahwa satu tahun sedzak
penandatanganan superkasih ternyats belum adas satuapun
perusahaan yang mampn menurunkan limbah cairnya sesuail
dengan baku mutu limbah cair. sehinggsa Pemdz
menge luarkan peringstan terhadap enanm perusahaan
peserta prokasih dan mengundur wakiu Prokasih selama
enam bulan. Baru pada bulan Pebruari 1988 satu dari

enzm pernsshasn telsh memenuhil baky mutu limbsah cair.
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Untuk lebih Jjelasnys peneliti akan uraikan kondisi
mesing-masing IPAL perusshasn peserta Prokasih
tersebut di stas:

1. PT Bintang Busns Sakti

Earaskteristik dan Jenis limbah PT Bintang
Buanz Sszkti adalah limbah orgsnik dengan parameter
vang dowminan adsalah BOD, COD, Amonisk dan =zait padst
tersuspensi. Sistem pengolshsn =sir limbah vang
digunsksn merupskan perpsadusn sntara gsistem fisiks,
kimia dan biologis dengan sistem aerasi. Dimana
limbah dari proses produksi setelsh melalui bak
penyaring (screen), diendapkan dalam bak sedinmen-
tasi kimia (cleriflcokulastor) dengan penambahsan
bahan koagulant dan flokunlant seperti ferro sulfat
dsn poly elektrolit. Untuk selanjutnys cairan dari
bak pengendapan ini diolah secars biologi dalam bak
serasi dan bak sedimentasi biologis IPAL. Sesudah
itn dilewatksan dsalam rapid sand untuk selanjutnya
dibuang ke sungail Bsbon.

Sebelum ada Prokasih perusahaan sudah
memiliki IPAL tetapi belum memenuhi gysrat.
Perusahsan belum mempunyal sarat 1jin pembuangan
limbah. Setelzh 12 bulan sejak penandatsngan Super-
kasih tepatnya bulan Januari 1986, Perusahaan
mendapat peringatsn dari Bspedalda untuk segera
menvelessiksn pembuatsn IPAL. Baru bulan Pebruari
1998 dapat menunrunkan kuslitss limbsh cairnys

memenuhi Bakun Mutu Limbah Cair yang ditetapkan.
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PT Condro Purnowmo Cipto

Limbah vang dihasilksn berasal dari proses
sosking, penghilsngan bulu/kapur, penvamskan dan
pewarnzan dengsn  parameter vang menoniol =adalah
BOD, C€O0D, Sulfida, Chrom total dan zat padat ter-
suspensi. DQleh sebsb ita IPAL yvang digunskan untuk
mengolah limbah cairnyvse memakal sistem fisika,
kimia, dengan penambahan bshan koagulan dan floku-
lant seperti tawas/PAC serta proses biologi dengan
menggunakan  kolam Fakunltstif dan aerssi. Sehinggs
diharapkan 1limbah cair vang keluar dari IPAL ter-
sebut memenuhi Baku Mutu Limbah Cairnya.

Pembangunsn dan penyempurnsaan LPALnya baru
selesai padz bulan April 1898, dsn masih dalanm
tahsap 1ji coba. Perusshasan pernah mendapat
peringatan dari Baspedalda sekali.

PT Puspitsa Abadi.

Limbah cair dari PT Puspita Abadi mempunyail
karakteristik dan sifat yang hampir sama dengan
limbah eair PT Condro Purnomo Cipto, sehingga IPAL
vang digunakan oleh PT Puspita Abadl mempunyal
sistem vang hampir sams dengsn PT  Condro Purnomo
Cipto, yaitu aistem fisika, kimis dengan penambahan
bahan-bahan flokulsnt dan koagnlant, seperti
rawss/PAC serts proses biclogi dengan menggunakan
lumpur aktif. Dari bak aerssi limbah czir tersebut
dilewatkan pada rapid sand untuk selanjutnya

dibunang ke sungal Babon.
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L

Perusahsaan pernzh mendapat peringatan satu
kali, hesadaan IPAL sewaktn penellti melakukan
penelitian tanggsl 2 September 1996, masih dalam
rshap ujl coba selama 3 (tigs) bulan, sehingga
1imbah cair yang keluar lingkungan pelum memenuhl
Bakn Mutu Limbah Cair.

PT Rodeo

Limbah csir Vang dihasilkan berssal dari
proses pewarnasi, penghilangan kanji/pemnutihan dan
pencucian. Parameber vang cukup menoniol adalah
BOD, €OD, pH, dan zat padat rersuspensi. gistenm

pengolahan air 1limbah vyang digunakan merupakan

penyempurnasn dari IPAL sebelunnya dengan
penambahan menggunakan aisten Tisiks, kimia dsn
biologi, yvaitu menggunakan proses koagulasi

sedimentasil dasn aerssi dengan penambahan oksigen.
Sebelun Prokasih IPAL sudah ada tetapil belum
memenuhi baku mitd 1imbah cair.

Perusahsaan pernsah mendapatb peringatan dari
Bapedalda aekall, rezdsan LPAL sewakiv penelitil
olskukan penelitisn tanggal og  Agustus 1996,
nesin  dalam tahap ujil coba selams 3 (tiga) bulan,
sehingds 1imbah cair yang keluzr lingkungan belum
memenuhi Baku Mutwe Limbah Calr.

CV Sumber Baru

Limbah caiy vang dihasilkan perasal dari

proges perendanan dan proges pencucian, dengsan

kendungan beban cemaran cukup tinggl untuk
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parameter BOD, COD, dan =zat padat tersuspensl.
Sistem vpengolahan vang digunakan adalah sistenm
sedimentasi kimisz dengan penambsahan bahan flokn-
lant/kozgulant serts bicslogis dengan menggunakan
sistem anserob masupun aerob. Sebelum Prokasih sudsah
memiliki IPAL tetapi belum memenuhi sysrat.

Perusshsan pernah mendapat teguran‘ sekall,
peringatsn s=eksali. Sampsi psde akhir pemantausn
Prokasih tshun pertamsa pembangunan IPAL, belum
dapat diselesaiksn dsn masih mencapsi progsentase
penyelesaisn sekitar 85-80%.

PUSKUD Mina Baruna

Limbah cair dari PUSKUD Mins Basrunsz mempunyail
karskteristik dan kandungan organik vyang cukup
tinggi. 0Oleh karena itu untuk mengolah limbah cair
sesuzi Baku Mutu Limbah Cair, digunakan IPAL dengan
sistem fisika, kimiz (penswbshan bzhan-bahan floku-
lsn dan koagulant seperti tawas/PAC) serta proses
biologzi dengszn menggunakan lumpur akitif. Dari bak
aerssi  limbah cair tersebut dilewatksn pada rapid
sand untuk selanjutnys dibusng ke sungai Babon.
Sehelum Prokssih limbah dibuasng langsung Lanps
pengolahan terlebih dahuln,

Peruzshaan pernah mendapat teguran sekali,
peringatan sekali, keadsan IPAL sewaktu peneliti
melakukan penelitian tanggsl 29 Agustus 139986,
na=ih dalam tshap nii coba selams 3 (tigs) bulan,
sehinggs 1imbah csir vang keluar lingkungan belum

memenuhi BRakys Mutu Limbsh Csir,
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Beban pencemaran vang masuk dslam daersh aliran
sungai Babon dari hasil pemsntauan tim Prokasih c¢.g
Bapedalds Kodya Dati IT Semarang, diketahui bahwa
total beban cemszran untuk parameter kunci seperti BOD,
TSS, Chrom total dan minvak menunjukkan adanya
penurunan, akasn tetzapl beban cemsrsn tersebut belum
mampu memenuhi target yang direncanakan, sedangkan
untuk total beban COD, H2S, dan HH3 masih fluktuatif
dan belum menunjukksn adanya penurunsan dari data awal
{tahun 19%4). Hamun khnsus untuk parameter Chrom
Total, Minyak, dasn Fenol telah memenuhli target vyang
telsh ditetapkan sesuzi Bahu Mntu Limbah Cair.
Kenaiksan beban cemarsn untuk beberapsa parameter kunci
ini disebabkan karens perusshaan pads saat itu  sedang
melakssnakan pembangunan dan stau penyvempurnaan IPAL,
sehinggs limbah vang dihssilkan dan dibuang ke
perairan sungai Babon belum dapat diolah sesuai per-~-
sysratan vang telash ditetapkan.

Di samping itu dari hasil pemantauan dan
evaluasi terhsdasp kualitas dan bebén cemarasn limbah 6
(ensm) industri Prokasih daspat diketshui bahwa PT
Bintang Buans Sakti telah berupsysa melakuksn
penyvempurnaan dsn pembangunan IPAL serta mengoptimal-
kan IPALnys dengsn baik sehingga kualitas dan heban
cemaran limbah yang dibuang ke sungai Babon mulai
bulan Februzri telsh msmpu memenunhi target vang
ditetapksn sesuai Baku Mutun Limbah Cair, sedangkan PT

Rodeo, PT Condrc Purnomoc Cipto, PT Puspita Abadi, dsn

IPT-PUSTAR- NP
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PUSKUD Minaz Baruns, bheban cemsran limbahnya menunjuk-
kan adanya penurunan secara fluktustif, walaupun
kualitas limbashnys masih melampani Baku Mutn  Limbah
Cair. Dari 6 (enam) perusshsan Proksasih tersebut vang
memberikan kontribusi beban cemaran terbesar ke sungai
Babon adalsh CV Sumber Baru.

Hal ini dapsat dilihst dalam tabel berikut ini:

| No | NAMA PERUSAHAAN KONTRIBUST (%) )

) BOD COD TS5 ’

1 PT Bintang B.S 1,16 1,03 2,43
p PT Condro P.C 20,23 12,50 14,52
3 PT Puspita A 19,186 20,951 28,76
4 PT Rodeo 1,86 3,88 2,34
5 CV Sumber B 55,71 60,8 51,18
& PUSKUD Mina B 1,86 1,44 0,77
total 100,08 100,00 100,00

i
Sumher dats: Bapedalds 1895/1896.

Berdagsrkan uraisn di atss, menunjukkan bsahwa
sebenarnys superkasih tidsk efektif. Perusahaan tidak
merassa takut dengasn surst peringatan, bahkan meremeh-
kan Pemda. Seksalipun setiasp sebulan sekali Pemda
(Bapedalda) melskukan pemerikssan di lokasi IPAL
untuk mengambil sampel limbzah untuk test
laboratorium, ternyata tidak membuat perusshasn
menjadi takut. Hal ini disebabkan Pemds dalam melaku-
kan pengawasan tidak bertindak sebagsil pPENZAWES
melainksn lebih bersifat lunak, merangkul perusahaan

untuk dijadikan sebagal mitras kerjs, ini dapat dilihat




dari cara penyebutannya vaitu digebut sebagal
"peserta prokasih’ bukan sebagal pelanggar. Hsl yang
demikian ini dapat berakibat secars psikologis
perusshaan tidsk merassa melakukan kesalshan. Sehingga
tepat apa vang dikatakan teori labeling bahwa
kejahatan bukanlash kuslitas perbunaian segseorang,
melainkan akibat diterapkanys =sanksi dan peraturan
oleh orang lain terhadsp pelanggar. Pemds dalam hal
ini sebsgsi pihsk vang berwenang menjatuhksn sanksi
seharusnya menunjnukkan ketegasannys, bunkan msalah
mengundur waktu pelaksanssn Prokssih selamsa ensm
bulan. Pengunduran waktn ini mengakibathan
penvelenggsraan Prokasih juga ikut mundur, akibatnya
negars dibebani biaya vang sangat bersat untuk program
tersebut, seperti kita ketshui Prokasih merupakan
program Pemerintah vang dibiayai oleh APBD, sehingga
secara bLidak langsung rakyat ikut terbebani untuk
bizys Prokasih.

Meskipun Pemds XKodia Dsti I  Semarang telsh
menge luarkan sanksi administratif berupa surat
peringatan kepads 6 (enam) pernsahssn Prokasih untuk
segers menvelesaikan pembangunan dan atau
CENYEeRPRINAasn IPAL serts kewajiban pengelolasn
linghkungan yang lain sebagsimans yang diwajibkan dalam
Superkasih, NMamun demikian baru pads bulan Pebruari

1896, anty dari ensm perusshasn vang memenuhi Baku
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Mutuy Limbah Cair, Selebihnya masih dalam proses.

Bahkan ssmpai bulan Sepiember sewskitu peneliti melaku-

kan penelitisn Pemds masih terus melskukan pengambilan

sampe 1 untuk test lsborastorium. Hamun demikian
ketaatan perusgahaan masih belum baik, hal ini disebab-
kan berbagsl kendsls, islsah eebagal berikutb:

1. Terbstssnya jumlsh konsultan lingkungsan berkusalitas
vang bergersk di bidsng rsneang bangun IPAL.
Walaupun hanvak jumlah konsultan dan kontraktor di
berbagsl hidang khususnyas bidsng lingkungan, namun
vang mempunyvai kemsmpusn dan  kuslitas dipandang
dsri segi hasil pekerjaannya, masih relatif kurang
karens terbatasnya pengdetsahuan dan khususnya
perigalaman, sehinggs skan menjadi  kendala utams
bagi upasya peningkatan kemampuan pengolahan limbah
unntuk menurunkan beban cemaran yang akan dilskukan
oleh pihak perusahsan. Ini pernah terjadl pads
asalah saty perusahaan  yang harus mengaliami
pernbahan design IPALnya sehinggs memakan waktu
lebih lamz dari vsng ditargethkan.

2. Pengolshan limbah oleh industri masih dianggap
sebagsi beban tasmbshan, bsik dslam investasi maupun
biayvs operasi dan perawatan yang dapat mempengaruhil
harga akhir produknys.

3. Upaya pemantauan limbah industri di Kotamadia Dati

IT Semarzng dilskukan oleh Badan Pengendalian
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Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kotamadia Datil
II Semarang dengan dibantu oleh tenags dari pihak
1shorsterinm dan dari dinas/instansi/bsgian ter-
kait, dimans kemampusan dari petugas pelaksana
kegiatan ini masih sangat terbatas, sementara ini
Bapedslds hanys memiliki enam orang Lenaga
lapsngan. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan
dengan luas dserah kéwenangan vang harus dilakukan
pengawasan. Hal ini sangat mempengarnhi kelancaran
dsn mobilitas kegistan pemsntzuan. D1 samping 1itn
hukum lingkungan sendiri aspeknya sangat luas dan
kompleks sehingdgas kecil kemungkinan mengusal
berbagsi aspek lingkungsn secara sekaligus, oleh
harenanya peningkatan kemsmpuan profesi sangat
diperlukan.

4. Perusshassn vyang membutuhksn c¢itra masih sangat
sedikit, rata-rataz masih mempersoalkan tentang
kebutuhsan untuk hidup.

5. Filosofinva belum disadari, sebagian tahu, sebagian
tidak.

6. Koordinasi antar instansi terksit masih lemah.

Dari uraiasn di atas dapat diketahul bahwa
penvelesaian kasus pencemaran lingkungdan di Kotamadisa
Tingkat II Semarang dilskukan dengan dus tahap,. vaitu
tahap penyelessian kasusnya yang dilsknkan dengan cara

misvawarah yvailtu dengsan pemberian tsli agih, dan tahap
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perbaikan sumber daya aslamnys, yvaitu lewat program
kali bersih. Namun rupsnya hal ini masih belum biss
memenuhi kepusassn daril masyarakat korban. Masyarakat
korban masih weraga dirugikan karena selama progran
kali bersih/pembustsn IPAL/penvyvempurnasn IPAL, kondigi
kali masih saja tercewsr, dan rakyat tidak mendapst
hzsil tangkaspan iksn. Sedangkan besarnya tali asih
tidak dspat menutup kerugian yang diderita. Masyarakat
menghendaki penvelesaian vang adil. Ini terbukti dari
bebersps wargs vyang mssih menginginksn kasus ini
diselesaikan lewat bantuan LBR Semsrang. Namun
saysngnys pihak LBH menghendaki wargs sendirli vang
herunding sedangkan LBH berada di belakangnya, hanya
memberikan nasehst-nssehat ss3js tidsk berperan secara
langsung, setelah dikonfirmasikan kepada Direktur LBH
didapst keterangsn bahwa hal ini diksrenakan sasaran
yang ingin dicapai oleh LBH adslah nenvadarkan masya-
rakat aksn hak-hsknys, buksn psda penvelesaian kasus-
nva. Padahal sebetulnva apsbila pihak LBH beranti
menvelesaikan kasus ini ke Pengadilan, pelusng untuk
mensng besar, karena Pasal 20 ayat 1 Undang-undang No.
4 Tahun 1982, mengstakan bahws spabila tidak tercapal
wats sepskst dalam batas wakin tertentu, dapat di-
selesaikan melalui Pengadilan Megeri. Hal ini tidak
difshami oleh pihak LBH. Warga sendiri merasa sungkan

antuk menggugst kembali kepada Komisi € dikarenakan
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szlsh satu pimpinan sidang adslah tokoh organisasi
massz vang gangat berpengaruh di Esbupsten Demak. Ads
raga sungkan. Rupa-rupanys budaya “"Pakewuh”, dan meng-
hormati "sesepuhk’” masih mengaksr kuat di negars kita.
Pihak Pemda sendiri sewakiu sidang menurut hagil
WBWANCars seakan-akan tidak menghendaki pihak luar
iknt serts. Sedangksn program kall bersih sebagal
salsh satn program untuk usshs perbsiksn lingkungan
membutuhkan waktu ysng lsma, terus menerus dan
kompleks sekalil, gehinggs fidak biga menyelessikan
masalah dalam waktu vang singhkat. Ketertutupsn pihak
Pemds dalam penangsnsn hasus pencemsrsn lingkungsn
ini justeru terkesan “membodohi rakvat kecil”, bukan-
nyva memnbuat rahkyvat terbunks wawasannys melzsinkan
Justeruy menutup kemungkinzesn rakvaet kecil menvadari
hak-hsknvas. Sebsgsil sparst pemerintah vang seharusnys
merberikan penyuluhan mengensi hak-hak warga, dalam
kesus ini Justeru nasmpsk bukan sebadal aparsi  yvang
baik, melainkan menutup kemungkinan warga untuk
menuntut lebih Jasuh demi pertimbangan stabilitas
sosizl. Penyelesaiaﬁ vang seperti ini sebetulnya hanya
untuk meredsn situssi tetapi tidak menyeleszikan
masslah, bahkan Prokssih yang sasarannya dimaksudkan
untuk menurunkan bebsn pencemarsn yang diskibatkan
oleh limbah, nampaknys justeru dipakai untuk menambsah

penghasilan bagi aparst, yaitu =ebagal sustu "proyek”.
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Persepsi Hasyarakalt Terhadap Kejahatan Pencemarsn Dan
Penegakan Hukum Lingkungan |
Dari hasil penelitian, dapat diketshui bahwa
perscslan  pencemaran lingkungsn ternyatsa sering ter-
jadi d1 Kotamsadia Semarsng, namun demikian masvarakat
awam masih banyvak yang belum mengetshuil dan memahami~
nya. Untuak 1lebih jelasnvse skan dijelssksn persepsi
magvarskat ftersebut di stag dimulzi dari persepsi
korban kemudian persepsi masysrskat industri, dan
vang terakhir persepsi penegak hukum/birokrat ter-
hedapr kejsahstan pencemaran linghungan dsn penegakan
hukum lingkungan.
1. Bersepsi Masvsyrakat Rorbap
Pengetahuan masyvarakat korban mengensi
pencewsran  lingkungsn gsebagai salash satu bentuk
kejshstan diperoleh ketiks mereks berinteraksi
dengan lingkungannys. Pengetahuan mereka tentang
keishatan dipercleh darl hasil penyelidikan yang
dilakuksn oleh PPL dan Balal Penelitian, sebelum
adsnva penelitian vang dilakukan oleh PPL belunm
tahu kslsu itu merupakan kejahﬁtan, hal ini
digebabkan sebagiah besar korban adalah masyarakst
tingkst bawsh vang tidak fsham tentsng aps dan
basgsimans arti kejshstan pencemsran. Sehingga kalau
hal ini dikaitkan dengan teoril stimulus-respon
nampak bahws dengan adanya rangsangan yang diberi-
kan oleh PPL dan Bslai Penelitiasn Buodidaya Ailr

Pavau Jepars menyebabkan wargs melakukan respon
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dengan melsporksnnya kepada instansi terksit. Ini
menunjukhan bahws pengetsahuan mereka tentang
kejshatan atan bukan didapat melalul proses
interaksi dengan linghkungan melalui nagehst-
nasehst vang diberikan oleh PPL dan Beglsi
Penelitian. Begitu jugs pengetahnan mereka tentang
penedakan hukum linghungan didapat dari interaksi-
nya dengsan lingkungsasn sewakin melakukan
perundingan dengsn sparat pemerintah dan wakil
pengussha. DPari hasil perundingsn ini  kemudian
mereks dapat memberikan penilaian dan menambah
pengetahusan mereha tentang penegakan hukum
lingkungsan, vang menurut mereks tidask mencerminkan
headilan melsinksn menguntungkan pihak perusahaan,
karena _setiap perusahsan hanys dikenakan biaya
tali agih  sebegar Rp.2.500.000,-. Pengetahusn
mereks bertambah ketiks mereks wminta bantuan pihak
LBH, dari.sana mereka mendspat berbagail informasi
untuk beksl menuju ke perundingsn. Dari pengetahuan
vang didapat kemudian membentuk persepsi mereka
terhadar sapa vyang mereka alani. Ini menunjukkan
bahws persepsi seseorang tidak jatuh dari  langit
melainkan merupakan hasil konstruksi, vaitu
zambaran vang diciptakan oleh pelsku-pelakn sosial,
vang merupakan hasil penafsiran orang (orang)
terhadap fenomens tertentu atss sustu  interaksi

veng teriadi dalsm konteks tertentu.
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Hal ini sesusi dengan spa vang dikemukaksn
Hammer dan Orgsn, ysng menyatsksn bshwa persepsi
sdalsh "the process by which people organize,
interpret, experience, and process cues or materisl
(inputs) received from the external environment" .1l
Bagaimsna segdsla sesustu  tersebnt mempengarnhi
persepsi seseorang, nantinya aksn mempengaruhi pulsa
perilaskn yang skan dipilihnyva.

Dari pendapat Hammer dan organ tersebut di
stas tersirst 3 (tida) unsnr uviams, vaitu: proses
kognigi, proses belajar dan proses pemecahan per-
gsozlan atsw proses yemillihan perilasku.

Proses kegnisl dimulal dengan persepsi  seseorang
terhadap rangsangsn vang dsatang dari luar. Aps vang
diterima olehnva mempercleh arti melslui proses
belajar, vazitu membandingksan pengalaman masz lampan

dengan saps vang sedang dismatinva. Melalui proses

belajar ia membsndingkan bebersaps kemunghinan

pilihan caras pemecshannya, untuk kemudian sampai
hepada pilihan tertentu. Pilihan tertentu 1itulsh
yvang nantinya skan tercermin dalam perilakunysa,
vang nampak nyats dslam tindakannya. Tindakannva
ini selanjutnys menjadi dassr pengetahuannyva dalam
melakokan proses persepsi selanjutnys. Dari  uraian

ini dapat digimpulkan bsashws persepsi, proses

1Y W, Clzy Hsmmer dsn Dennis W. OQrgan, Organizational

Behavior: An Applied Fsychological Arproach., Dallass, Texas:
Business Publications, Ine, 1878, hsl.89.
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belajsr dan pemecahan persoalan merupakan dasar

perilaku eegeorsang.

Proges persepsi dimulai dari adanyx
penerimesn rangsangan, vang ditentukan baik oleh
Taktor lusr maupun oleh faktor di dalam manusisnvs
gsendiri, vyang hsl ini dapst dikstegorikan dslsm &
(iima)y hal, izlzh sebagsel berikut:

1. Faktor linghkungan, vang secars sempit hanyva
menvangkut warna, hunvyi, sinar dan secsra luas
dapat menvangkut faktor ekonomi, sosisl, dan
politik. Semus vnsur inil mempengsruhil seseorang
dalam menerima dsn mensfsirkan suatu rangsangan.

2. Fakltor kongepsi, vaitun pendspat dan teori
seseorang tentang manusis dengan segala
tindakannva.

3. Seseorang yang mempunya2i konsepsi, pendapat,
dan  teori bahws menusias pada dassrnys bailk,
cenderung menerims Semns rangsangan  sebagail
sesuatu vang baik atau paling tidask sebagai
sesnaty vang bermanfast.

L. Orang yang mempunyvail konsepsi, pendapst dan
teori bahws manusis itu  Jjashat, cenderung
mencurigail rangssangan sebagail .sesuatu vang
negstif dan harus dicurigsil latarbelakangnys.

c. Selaﬁjutnya, vang berpendsapsat bshwa seseorang
tidak s=eluruhnys baik dan tidak selurubnysa
ishat, akan cenderung mencari tahu dan

berusahs mengerti secara keseluruhan latar

belakang =setiszp rangssngsn.
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d. Bagi orsng vang melihat bahwa dalam dalam
diri setigp manusis selsln terdapsat
kekurangan dan kebsikan tertentn, cenderung
lebih mau memperhatikan slasssn tindskan stan
rerilaku seseorang.

Faktor vang berksitan dengsn konsep seseorang

tentang dirinyva sendiri.

Sezeorang mungkin sajs beranggapsn bsashwa
dirinyalah vang terbaik, sedangksn orang lain
selslu kursng baik. Orsng demikian akan
berkevaskinan bshwa sapspun bentuk dan sifat
rangsangan, is selalu bertindak berdssarkan aps
vang menurut dia baik. Rangsangan dsri  luar
haenya merupsakan suatu tantangsn yang tidak perlu
terlalu diperhatikan.

Faktor vang berhubungan dengan motif dan tujusn.

Orang selslu berusahs mensrik manfaat dari
snatu rangsangan untubk kepentingannya sendiri,'
karena usaha menarik manfaat tersebut akan
memberiksn suatn harapsan baginys.

Pengzlaman mass lampau.

Menurut W. Jack Duncan dalam bukunya vyang
berjudul: Organizational Behavior mengatakan
bahws: berdasarkan penelitisn, pengalaman dan
lstar belakang kehidupan seseorang pada waktu
kecil skan menentukan hepribadiannyes den mem-

pengsruhi puls perilsku dalam organisasi.2>

2y W, Jeck Duncen, QOrganizational Behavior, Boston:

Houghton Mifflin Coy, 1881, hsl.lin
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Persepsi Masvarakat Indusfri

Berbeda dengan persepsi masyarakat korban,
prersepsi pengusaha industri terhsdap kejahatan
pCenGemnaran lingkungsan Justeru bervariasi. Ada
pengusaha vang menganggap membuang limbah vyang
melebihi baku muty  lingkungan dianggap sgsebagal
kejahatan, sda yvang menganggap itu hal yang biasa,
karens mennrut mereka, kali adslsh tempst untnk
mewmbusng segals macam Kotoran. Pihak perusshaan

tidak mau tahu terhadap ketentuan-ketentuan vang

berlsaku ini terbukti dari keengganan mereka
mengurus surat-surast ijin,. misslnys: surat 1jin
pembuangan 1imbah. Dari hasil penelitian

menunjukkan bahws mereks tidak memiliki surat 1ijin
pembuangan limbah.

Menurut mereks penyuluhan  lebih sering dilskukan
ketiks mereka telah dianggap melakokan kesalahan
dari pads sebelumnyva. Setelaﬁ ada program kali
bersih menurut mereks pengawasan lebih teratur
vaitu sebulsn sekali. Pihak perusshssan lebih
mengutamaksn produksi, daripads memikirkan untuk
membuat IPAL vang sesusi dengan bsakn mntu limbah.
Di samping itu pengussahs merasakan bahwa pihsak
konsultan pembust IPAL mssih sulit untuk  didapat,
kelaupun didspst. kemsmpuan teknis mereka terbatas

seksli  sehinggs pewmbuatannya tidak sekali  Jadi,




sehinggs membutuhkan bisva vang tidsk sedikit. Ini
pernah terjsdi pads szlsh satu perusshaan vang
harus menghklzim pihak konsultan karena dianggap
lamban dslam melakukan peherisannvsa.

Pihak perusshssn juda mengeluh ksrena bagai-
manapun skan berpengsruh dalam perszaingsn  hargas.
Bagi perusshasn vang btidak kena program kali bersih
dengan vang kena program kali bersih, padah=al
mereka memproduksl barsng yvang sama, tentunys  akan
lain sekell dslsm  jumlah pengeluarsnnyva, vang
selanjutnva aksan berpengaruh pada harga pasaran.
Lebih-lebih bils sudah sds hargs patokan dari
Pemerintah terhsadap barang yvang dihasilkan, msaks
ini sakan terssas sekali bagi mereks vyang kena
program kali bhersih, karena mereka tidak dapat
menjual barang dengan harga di stas harga patokan.

Di sisi lsin, pihsk perusahaan sendiri
banvak vang tidshk memiliki tenags shli dalasm meng-
operasionalkan IPAL ysang sudah Jadi.

3ebenarnya pihak perusshsaan menyayangkan

mengaps tidak semua perusahsan diikut sertsksan,

SecsYs serentak mengapsa hanva perusahaan-
perusahasan vang dianggap berpotensi melakukan
pENCEeNBYan vang didshulukan. Setelah hal ini

dikonfirmasikan kepada sslah satu staf Bapedalda

didapat ketersngan bahwa program kali bersih ini
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memang diasdsksn dengan =zkala pricritss, dengsan
didasarkan pada pemilihasn kegistan usaha/industri-
secars selektif, berdasarkan kegiatan usashas vyang
berskala menengah hinggs begar dengsan potensi
limbah dan bebannys relatif bessr. Hal ini dilakn-
kan mengingst sumber davas kelembsgaan dan sumber
danas pengendalian pencemaran dipandang dari aspek
kemzampusn persenil dan kewensngannys masih  ter-
betag. Ini semus  Jjustern menimbulkan kesan
diskriminatif, sehingga timbul perassan iri pada
gejumlsh perusahaan. Pelaksanaan prokasih itu
sendiri sebenarnya Jjuga terkessn tildsak dapal
mencapsai sasaran sesual  target, seperti vang
diinginksn vaitu untuk menurunkan tingkat dan beban
cemaran/polutan yvang masuk ke dalam perairan sungai
ini dspat dibuktikan dengan prokasih Kall garang,
yang dimulsi sekitar Tahun 1888/1880, yang telah

menginiak beberapa tahun, nsmun hasil pemantauan

bulan September 1994, masih zaja dijumpai
perusahsan  vyang air limbahnys masuk kategori
merah. Prokasih membutuhkan waktn yang 1lama dan

berkelsnintan tidak bisa hanys bersifat eksidental
g8js, demikisn pula mengenal dana yvang harus di-
tanggung pemerintah, juga harus meniadi pemikiran.
Bukankah menegakkan hukum lingkungsan dengdan meng-

gunskan sanksi pidsns dapat mencegah kejahatan
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lebih lanjut dibandingkan dengan Prokasih. Bukan-
kah penjatuhan sanksi skan berakibat Jjera dan
meningkatkan kepstuhan. Atsukah Jjusteru Prokasih
ini merupakan proyek "orang-~orang tertentu".

Ini semus perlu mendapat perhatian Pemerintah.
Bagsimanspun prinsip mempertimbsngkan biaya dan
hasil dalsm kasus ini sangat diperlukan.

Persepsi pengusaha industri terhadap
penegakan hukum lingkungan juga bervariasi, ads
vanZ lebih menvuksl diselesaikan lewat Pengadilsn
karena dengan begitu mereka mendapatkan kepastian
mengenal kesalahannyva. Ads pula vang setuin dengsn

nusyawarah.

Mengensai sanksl vang diterapkan pengusahs
merssa keberatan kalau harus bersifat kumulatif,
melainkan lebih suka bila bersifat salternstif,
misgslnya dengan pidsns denda saja. Mereka tidak
setuin dengan pidana penjara sepertl vang tercantum
dalsm Pasal 22 Undang-undang No.4 Tshun 18982 karens
dianggap terlalu berat.

Ini menunjukkan bshws dalam menerims
rangsangan, kemampuan wmanusis sangat terbatas,
artinva manusisz tidsh mampy memproses seluruh
rengssngan dan 1s  cenderung memberikan perhatian
pads rangssngan tertentu saja. Jadi manusis  ber-

sifat memilih, walsupun sering tidak disadari,
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dalam rangsangsan vang sakan dihadspinys, vsitu vang
mempunyai relevansi, nilal dan srti baginya. Ini
bersrti tingkst pentingnya suatu rangssngsn dapsat
herbeds sntars orang vang sstu dengsn vang lain.3}
3. Persepsi Penedgsh Hukum/Bivokrat

Bagi penegsk hukum (Polisi, Jaksa, Hakinm),
termasuk aparat pemerintah daersh c¢.q Bapedalds dan
Bire Bins Lingkungan, mengakui bahwa massalah
pencensran linghungan merupaksn magalah vang
penanganannysa membutuhkan koordinasi dengan
instansi lzin. Namun demikian koordinasi antar
instasnsi nampak lemah sekali, bshkan berdasarkan
wawancara dengsan anggots Poltabes Semarang
menunjiukksn bahwa koordinasi dengan aparat FPemda
belum pernah dilakukan, sementsra ini kslau ada
lsporan mengenzi pencemarsn lingkungan ditangani
oleh pihak Pemds tanpa memberitahn terlebih dahmulu
kepads Polri, padahal menunjuk Surat Edaran Menteril
KLH RI No.03/SE/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur
Penanggulangsan Kasus Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup, sehsrusnys Bupati/Walikotamadia
Kepsls daerah Tingkat II melsporkan kepada Gubernur
Kepala daerah Tingkst 1 dengan tembusannya kepadsa

Kepolizmian RI. Setelsh dikonfirmasikan terhadap

3% Scdam Ihrahim Indreswiliays, Perilaku Qreanisasi,
Bancung: Sinar Baru, 1882, hal.30.
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aparat Pemdzs mereka mengatakan bahwa hal tersebut
tidsk pernah dilaskukan. Hal ini disebabkan karens
Pemda berpegang teguh pada Pasal 80 dan Pasal 81
Undsasng-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Dserazh vyang menyatakan bahwa
Kepala Wilavah sebsgsi wskil Pemerintah adalah
penguass tunggal dalam bidang pemerintahan, wmeng-
koordinasi pembangunan dsan membinas kehidupan
masvarakst di segala bidang. Behingga sementsara ini
kebijaksn Pemda Tk 11 Kotawadia Semarang, masih
menggunskan musyaswsrsh melslui perundingan antara
pihak pengussha atsu wakilnya, pihak korban atan
wakilnva dasn pihsk Pemda ¢.¢ Bapedalda sebagail
penengshnya.

Ini sesusi dengan bunyi Passl 20 Undang-
undang No.4 tahon 1982. Hanyva saja yang terjadi di
Kali babon ini bukan gsnii rugi vyang diteraphkan
melainkan +ta2l1i asih, dimana kekuatan hukumnysa
ssngat lemah. Hal ini disebabkan karena hasil
perundingsn tidak dilskukan secara tertulis, tidak
ditusngkan dalsm surat keputussn/perjaniisn, hanya
secsra lesan =ajs. Sehingga menurut penulis ini
dapat digugat kembsli melalui sidang Pengadilan,
spalsgi bilas dihnbungksn dengan bunyi Penjelasan
Paszl 20 Undang-undang Wo.4 tahun 1982, vang

menvatakan: Bilamana tidak tercapai kata sepakat
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dalam batas waktu tertentn, mska penvelesaiannvs
dilskukan melslui Pengadilan Negeri. Oleh karens
itu bensr sapa yang dikemukakan Paulus Effendie
Lotulung, "Kalau hsl ini tidak distasi dengan
perasturan relsksanasn, maka dikhawatirkan
Pengadilan Hegeri tidask berhsk memerihkss perkars
sebelum perksra diselegsaiksan lewat Pasgsal 20
Undang-undang No.4 tahun 1882. Akibstnya Pengsdilan
Megerl skan berfungsi seperti lembaga banding"4>
Ini terbukti dari tidsk adanyas ssatun  kasuspun
vang dizselesaikan lewst Pengadilasn Negeri. Setelsh
dikonfirmasikan dengan hahkim di Pengadilsn Hegeri
Semarang didapat keterangan bahwa: tidak adanya
kasus di Pengadilan Wegerl disebabkan karena selana
ini memang Pengadilan Negeri Semsarang belum pernah
rendaspst limpshan perkars dari instansi di  bawah-
nva. RKalau mendapat limpshan maka dengan sendirinya
tentu akan diteruskan untuk diperikss hasusnya,
tetapi ksrens tidak mendapat limpahsn kasus dari
keiakssesn atsupun Pemda mahanya tidak ada putusan
nengenal kasus pencemaran lingkungan tersebut.
Begitu Jjuga dengan Kejaksasn jugs tidak mendapat
limpshan kssus dari Kepolisian. Pihak Kepolisian
sendiri pernsh mensngani kasug pencemarsn berdsssr-
ksn temuan di lapsngan, namun kasus itupun tidsk

4y Psulus Effendie Lotulung, Penegakan Hukum Linghkungan
lleh Hakim Perdata, Bsndung: PT Citra Adityz Bshti, 1883,
hsl .70,
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dapat diteruskan ke Kejakssaan, karena ada surat
dari Pemds vang menvatakan bahwa kasus tersebut
helum saainyas diselessikan lewst Jalur hukumn,
harena =zkan diselesalikan lewat musyawarah, ter-
lebih dahuln.

Berhaitsn dengan hal ini Hamrat Hamid pernah
mengusulkan dalam Lokakarya WNasional Penegskan
Hukum Linghkungsn bagil Aparast Pemds. Polri, Jsksa
dan Hskim, bahwa: "karens penanganan perkars-
perkesra tindak pidans linghkungsn hidup harng selalws
memperhatikan _aspek proporsionalitas antarsa
kepentingan pembhangunan ekonomi dan investasi
dengan kepentingan perlindungan lingkungan vyang
justerun dapat meniadi kendala terhadsp potensil
keberlanjutan dan hezinasmbungan prembangunan
nasional, maka unituk lebih menjamin terlsksananysz
proporsionalitas dalam kerangks pelaksansan pem-
bangunan vasng berwawssan linzkungsn, penyidiksn dan
penuntutan haruslsh terlaksana dalam koordinasi
vang berlandaskan semsngat kemitrasn tidak hanya
dengan apsrst pemerintahsn sektoral maupun daerah,
tetapi dugs hsrus peksz dengan kepentingan dan
pandangan masyvarakst banyak, ftermassuk dunis ussaha.
Untuk itu dikembsngkan suatn model operasi vyustisi
perkars pidana lingkungan hidup segi-tiga terpadu

(Tri-sngle environmental criminal Jjustice
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dapat diteruskan ke Kejskssasn, karens ada surat
dari Pemds vyang meényatskan bshwa kasus tersebut
belum saatnys diselesaikan lewat Jalur hukum,
karens akan diselesaikan lewst musyswarazh, ter-
lebih dshuln.

Berkaitan dengan hal ini Hamrat Hamid pernsh
mengusulkan dalam Lokakarys Nasional Penegakan
Hokum Lingkungan bagi Apsrat Pemda. Polri, Jaksa
dan Hskim, bahwa: “karena penangsnan perkars-
perkars tindak pidana lingkungan hidup hsrus selslwu
memperhatikan aspek proporgionalitas antara
kepentingsn . pembangunsn ekonomi dan investasil
dengsn kepentingan perlindungan lingkungan vyang
justeru dapat menjadi kendals terhadap potensi
keberlanjutan dsn kesinsmbungan pembangunan
nasional, maka untuk lebih menjamin terlaksananya
proporsionalitas dalam kerangks pelaksanaan pen-
basngunan ysng berwswasan linghkungsn, penyidikan dan
penuntutan haruslah terlaksana dalam koordinasil
vang berlandaskan semangst kemitrasn tidak hanya
dengan aparat pemerintahan sektorsl maupun dserah,
tetapi Jjugs harus peks dengan kepentingan dan
pandangan masyarakat banvak, termasuk dunia usahsz.
Untuk itn dikembangksn susatu model operasi yustisi
perkaras pidans lingkungan hidup segi-tiga terpadu

{Tri-sngle environmental criminal justice




system)".5>

Untuk itu penyamassn persepsi unsur-unsur
segl-tiga terpadu di dalam prakiek sangat dibutuh-
kan, sehingga aspek teknis dengan aspek yuridis
saling 1gi mengisi dan saling mendukung. Perbedaan
persepsi dengsn sparst Pemds vyang secara hukum
bertanggung Jjawab atas pengelolaan lingkungsn hidup
dan sdministrator pembangunsn di dserashnys harus
dihindsri. Ini berarti kegistan penvidikan dan
penuntutan tidsk boleh dibilarksn berlangsung tanpa
dukungan dats dan informssi dari Jsjaran aparsat
pemerintah sekioral dan dserah.

Wamun amat dissysngkan aps yang diusulkan
Hasmrat Hamid Staf Deputi Pengendslisn Pencemaran
Bspedal dan tensaga shli penegakan hukum lingkungsan
Jakaa Agung RI tersebunt di atas, sampsil ssat  ind
belum terwujud. Pihak kepolisian, mengakui selama
ini hubungan koordinssi dengsn pihazk Pemda dalam
hzl pelimpshan perkara belum pernah dilakukan.

Menurut penuturan salah satu staf Bapedsldsa
hsl ini dilskukan ksrens adanya peraturan bahwa
Walikotas adslsh penguaszs tunggal di daershnys
sehingsga segala sesuatn vang menyvangkut mengenal
linghungan akan diselesaiksn lewat misyvawarah
melzlni  tim tripartite, vang dibentuk untuk tiap-

5 Hewmrat  Hamid, Penindakan  Pelanggaran Hukum
Lingkungan, Mskslsh pads Lokakarys Nasionsl  Penegakan  Hukum
Lingkungsn bsgi Apsrast Pemds, Polri, Jsksa dan Hakim, 1996, h=l.Z29.
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tiap kasus pencemaran lingkungan vang terdiri dari
pihak korban stau kussanys, pihak pencemsy atan
kuasanysa dan unsur pemerintah. Ini menunjukkan
bahwsa Kejahatan PENICEMNAaTran lingkungan masih
ditoleransi untuk disele=zaikan dengan Kebijakan
Pemerintah melalul wmedis=si. Dari =zini nampak bshws
pihak Pemds sebensrnys massih mengsnggap bahwa kasus
pencemaran lingkungsn bukan sebagsi kejishstsn yang
harus dikenskan sanksi pidans. Terhadap pengusaha
vang membuang limbah melebihi bzkn mutu lingkungan-
pun tidsk diangdgasp sebagsi pelanggar melainkan
mszih disnggap sebsgal perusahaan binaan, vang
dituju buksnlsh semats-mats menegabkksn hukum dan
keadilan, melsinkan agar daspat memaksa pihak
perusshasan untuk menerusksn kegislLan usahanva
dengan Jaminan hketsatannya kepads perundang-
undangan dan peraeyaratan lingkungsn hidup
meningkst, sehingga masyarakal dsn linghkongan akan
lebih terlindungi dari bahsya pencemaran dan
perusaksn lingkungsn. 0leh karens itn sementars inil
sanksi vang diterapkan Pemda masih bersifat
administratif ringsn yang berups teguran lesan dan
sanksi administrasil menendgah yang berupa teguran

tertuli=z. Pemilihsn sanksil vang tepst dan propor-

sional harus dilakuksn berlsndsskan pada ssas-asas

BRIm remerintahan vang beaik (AUPB;, aSAaS
keterbuksan, penindakan yvang bersifat prevenitif,

asas kemitraan gerts dalam ranghks pengamnsnan
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pelakssnaan pembangunan daerah yvsng berkelanjutan
vang berwawasan linghkongsan. Pencabutan ijin/
penutupan perusshaan skan dijstuhksn bila per-
syaratan obyektif (tidsk punys potensi, kemampuan
sandst diragukan, dayva dukung lingkungan terancsnm}
dan persyasratsn subvektif (kesungguhan/kepedulian
tidsk ada, masyarakat menunjukkan sifat bermusuhan)
terpenuhi secarz  hkuomulatif. Namun hal ini belum
pernzh dijstuhksn oleh Pemda. Tidak beraninya pihsk
Pemda menerapksan sanksi yang berups tindskan ini,
disebsbkan karens:

i. Undang-undangnya eendiri banyak kelemshsnnys,

diantaranysa:

5. Belum adanys Peraturan Pelsksansan seperti
vang dismanatksn dalam Passl-passl Undang-
undang No.4 Tshun 1982, sepertl tidak adanys
Persturan Pelsksanasn dari Pasal 20 Undang-
undang Mo.4 Tshun 1982, ysitn Tidsk adanys
Peraturan Pelsksanaan tentang: tata cara
pengadusan oleh penderits, tata cara
penelitian oleh tim tentang bentuk, Jenis,
dan beszrnyz gsnti  kerugian, tata CArs
penuntutan ganti kerugian, serta tata cara
penetapan dan pewmbayvarsn biaya pemalihan
lingkungan hidup.

Tidsk adanys Persturan Pelaksanaan
tersebut di atas menyebabkan pelaksansaan

penegakan hukum mengslami hambatan. Sebelum




hal tersebut diatur secara jelas dan konkrit
maka kelancaran penegakan hukum akan ter-
ganggu, untuk itu perlu diupayakan lshirnya
Peraturan Pelaksanasn tersebut, seperti aps
vang dismanatkan oleh Pasal-pasal vang
bersangkutsn.

Kemudian masalsh perumusan Pasal 22 Undang-
undang No.4 Tshun 1882, ysitu mengenai kapan
stan unsur-unsur aps untunk seseorang dikatas-—
kan telsh melakukan pencemaran linghkungan dan
pernszhkan  linghkungsn tidak terdspat daslam
rerumnusan Pasal 22, melsinkan terdapat dslam
Pasal 1 butir 7 dan Pasal 1 butir 8.

Dengen dirumuskannys unsur akibat di
dalam Pssal 1 butir 7 mengensl pencemaran
lingkungan dan di dalsm Pasal 1 butir 8
mengenni perusaksn lingkungan, maks tindshk
pidana lingkungan hidup di dalam Pasal 22
merupskan delik materiil yang cukup sulit
pembuktiannya. Tidaklah mudsah menentukan atau
membuktikan telah terjadi skibat sepertl vang
disebut dslam Pasal 1 butir 7 dan Pasal 1
butir 8. Untuk menentukan sadanyva perubahan
lingkungan, menurunnys kuslitss lingkungan
sampal derajat tertentun, satan linghkungsan
menjadi kurang/tidak berfungsi lagi sesuai
dengsan peruntukkannys =adalsh sesuatu vyang

tidak mudah. Untnk membuktikan hal-hal




d.

1858

tersebut di stas diperlukan kriteria-kriteria
tertentu, yang hal ini tidsk dijelaskan dalam
Pasal tersebut.

Pembuktian dirasakan lebih sulit 1lsgi,
apablla istilah perubshan lingkungan dikait-
karn dengan istilah dampsk lingkungsn dalam
Pagsal 1 butir 9, yvang dalanm penjelasannya
antars lsin menvebuthkan bshws dampsh terhsdsp
lingkungan dapat berupa dampak negatif
terhadap lingkungan non fisik, termasuk
gosial budaya. Olehlkarenanya kriteria untuk
dapsat dikatskan sads perubshan sosial budays
perln dijelaskan.

Masalah lain adalah berksitan dengan
perumusan Pasal 22 yang mengancam pidana
tidak hanva terhadsp perusszkan atan
pencemsran lingkungan hidup menurut Undang-
undang No.4 Tahun 1982, tetapi Juga memust
Undang-undang lasin. Namun demikian delik
lingkungsn di lusr Undang-undang No.4 tahun
1982 Lkebanyskan dirumuskan secara formil,
sedanghkan Pasal 22 dirumuskan SEeCara
materiil. Sehingga dengan begitu tidsk dapat
dikategorikan sebagal tindsk pidans
lingkungsn menurut Pasal 22 Undang-undang
Wo.4 Tahun 1882,

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersirst

pengertian hahwa badan hukum dapat menjadi
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subyvek tindak pidana, namun patut disayangkan
karena tidak ads ketentusn lebih lanjut
mengenail gistem dan prosedur pertanggung-
Jawaban terhadsp badesn hokom, Juga tidsk
terdapat Jenis sanksi pidana yang dapsat
diterapkan terhadap badan hukum.

Sehubungan dengan itu, sebagal Undang-
andang pavung, wmsks sudsh ssatnya untuk
diadakan reorientasi, reevalussi, reorgani-
5851, dan reformasi terhadsp substansi
perundang-undangan seperti perlunys per-
tanggungiawaban kKorporasi.

Peninjauan massalah ini sangat penting
karens kebijaksn legiglatif pada dasarnys
merupakan tahsap awasl vang paling strategis
dari keseluruhsn perencanssn proges penegakan
hukum pidana. Tahap ini merupskan tahap
formulasi vang menjadi dassar, lsndasan dan
pedomnan bagi tahap-tahsp fungsionalissasi
berikutnys, vaitn tshap aplikasi dsn tahap
eksekusi.B?

Tepatlsh apa yvang dikatskan Satjipto
Rahardjo, bahws: "Keberhagsilan stsu kegagalan
pars penegsak hukum dalam melsksanakan fudss-

nys =ebetulnys sudah dimulai sejak peraturan

By Muladi dan Bards Newawi Arief, Bunga Rampai Hukumn

Pirana, Bendung: Abmmni, 1982, hsl.158.
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hukum vang harus dilaskssnakan itu dibuat.
Apabils misslnys badan legislstif membuat
peraturan yang akan sulit sekali dilaksanskan
dalam masyarakat, mska sejak saat itu
sebetulnys badan tersebut telah menjadi
sreitek bagi kegsgalan paras penegak hokum
dslam menerapkan peraturan tersebut." ')
Rurangnvys aparsat penegak hukum yang memiliki
kualitas vang memadai, di samping Jumlah yang
masih sangst kurang sekali.

Tidask adanyg PPNS =sebagsai sparat penyidik
pada instansi/departemsn yang bersanghutan
seperti departemen perindustrian, pertambangan,
pertanian, Bapedal dan sebsgainva merupskan
kendala bagl penanganan kasus lingkungsn. Oleh
karensnva pengangkatsn PPNS sebagal penvidik
pegawai negeri sipil pada instansi vysng ber-
sangkutsn mutlsk diperluksn uniuk mengstasi dan
menanggulasngi faktor Lkendsls vang berkensasan
dengan tersedianya aparst penyildik kasus
lingkungan.

Mengingst hukum linghkungan aspeknys sangsat
luas dan kompleks, karena berkaitan dengan
berbagsai digiplin ilmw, sehinggs kecil

kemunghkinan spsrat penegak hukum dan pihak yang

7y Satiiptc Rahardjo, Aneka Persoalan  Hukum Dan

Masyva rakat, Besncdung: Alumni, 1883, hsl.25.
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terkait termasuk disini pihak konsultan mampu
menguassi berbsgsil aspek lingkungan, maks
diperlukan sadanys pendidikan hukum lingkungan
melalui  pensataran, kursus, staun  latihsn bagi
mereka agar mamp menangani kasus-kasus
linghungsn atas dasar Wawassn vang
komprehensif-integral. Dengan demikisn terdapat
persamaan persepsi antsara aparat penegak Thukun
tentang berbagal sspek hukum lingkungsn.
Kurangnvs Ssarans  prasarvans yang dimiliki,
khususnya lsboratorium vang memenuhi syarsat
maks perlun ditingkatkan jumlah laborstorium ysng
representatif.

Mahalnys biava penselolasn lingkungasn merupsksn
kendala vang harus diatasi, maka pemberian
hredit berwawasan linghkungsan terhadap
perusahaan berskala kecil untuk pembelian salat

pengolah limbah perlun dimassyasrakatkan,

. Kursngnys kesadsaran massyarakat (termasuk disini

pengusaha industriy.

Hasikh rendahnys kesadsran masyarakat
terhadapr lingkungan merupakan halangan vang
serius dalam penegsakan hukum.

Hal ini sesuai dengan apa yvang dikatakan
Ismesil Saleh islsah bshws: "DPi samping perangksat
hukum dan Aparstur Penegak Hukum, kesadsaran
hukum merupsksn faktor penting 1lainnva vyang

perln diperhitungksn dalam ussha membangun
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kehidupan hukum dslam masyarakat‘ Meskipun dapat
diciptakan perangkst-persngkat hnkum vang baik
dsn Aparatur Penegak Hukum vang dapat disndsalkan
namun apabila kegsdarsn hizhum masyarshkat
tidak berkembang dan berada pads titik vyang
rendah, kehidupan hukum tidsk dspst ditegskkan
dengan sempurna".s)

Rendahnyas pengetshusn dan pemshaman ter-
hadsp kemanfastan lingkungan dan sumber daya
alam mengakibathan merehks tidak menvadari kalanp
telah berbuat suatu kesalahan. Dengan rendahnyva
pemshaman mengensal hukum lingkungan mengakibst-
kan wargs masyvarakat tidak melsporksn kedadian
peEncemaran kepads pihak vang berwenang.
Keengganan untuk melapor pada masysrakst bawah
ini berakibat pengusshs memanfaatkan kondisi
seperti ini untuk mencari keuntungan vang
sebessr-besarnya. Kesadarasn masysrskat terhadap

iingkungsn ini dapat dibina dan ditingkatkan

melslul usaha-usahsa seperti: penyuluhan,
penerangan, bimbingan, teladan atau dengan
melibatkan lembaga swadava masyarakat dalam

penanggulangsn masalah linghkungan.

8y Iswmail Saleh, Peranan Hukwum Dalam Pembangunan Dan
Pemhangunan Di  Bidang Hukum, Jskarts: Depsrtemen Kehakiman,
19868, hal. bB.
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E. Pengarub Kondisi Struktur Politik, sosial, ekonomi,

Budaya Terhadap Penedakan Hukum Lingkungan Di
Kotamadia Semsrang

Pengsruh kondisi struktur pelitik, sosisl,
ekonomi, budays terhsdap penegskan hukum linghkungan di
Kotamadia Semsarazng sangst bessr. Hsel ini nampsk dari
tidak adanya kemauan vang sungguh-sungguh dari
Pemerintash Dsaersh untuk melimpahksan kasus pencemsaran
lingkungan ke Pengsdilan, diksrenakan adanya berbagsai
kepentingsn dan tujusn. Pemds masih mengutamnakan
pembangunsan, sepertl memperluss lapangan keria,
menambah pendapatan Pemda, dan sebagsinva. Oleh
karenanya ahtsas dasar ketentusn yang menyatakan bahws
Hzlikotamadis adalash pengusss tunggsl di daershnys
maks Pemda Tingkat II Kotamsdis Semarang mengambil
gsikap untuk menyelessikasn kasus pencemaran lingkungan
dengan konsep kemitrasn. Sementsra ini Pemds wmssih
memakai ketentuan Pasgsl 20 Undang-undsng no.4 Tahun
1982, vsitu diselesaikan secara mnusyawarsh, dengan
membentuk tim vsng terdiri dari pihsk korban satau
kussanys, pihak pencemar stau kuasanys, dan unsur
Pemerintah Daerah (c.g Bapedsalda). Tim ini dibentuk
untuk tisp-tisp kasus. Dalam hal ini Pemda berfungsi
sebagal medistor, keputusan akhir dsari Droses
masvawsrah ini  berads di tangan para pihsk, Pemda
hanys mempertemukan para plhak serta memberikan
masukan mengenai alternatif pemecahsnnya. BSelanjutnya

heputussn akhir harus ditssti pars pihsk.
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FPenvelesaian melalui konsep kemitraan ini

dalam praktiknya cenderung menguntungksn perusahsan
dsn  merugiksn masysrakst korban. Ini terjadi pads
penvelesaian kasus Kali Basbon tersebnt di atas.
Dalam filogifinyas penyelegsaisn secara kemitrassn ini
adalah untuk mendspsthkan kesdilsn, namun kenvatasnnys
dalam praktik masyvarakst cenderung sebagai korban
ketidakadilan. Terbatssnya kemsmpusn ditambah dengan
posisi ysng lemsah menvebsbkan masyarskst korban harus
menerims putussn, walsupun sebenarnvs menolak putusan
tersebut, namun ksrena ketidskmampunannya mempengaruhi
elit penguaszs menvebsbhkan posisinva menjadi terkalsh-
kan. Hal 1ini dapsat dianalisis melslul pendeksatan
heberapas teori sepertl tersebut di bawah ini:

PDalam wmesysrakat vang kompleks sekarang ini,
suatn keputugan mulai dari pembuatannys harus
dikonsultesikan bergama, didelegasikan melalunl wakil-
wekilnva, dan dilembsgdaksn melalul ealuran-ssaluran
vang rutin. Berbagai 1su kebijskan wvang menjedi
agenda perumusan dan memperoleh prioritas penanganan
merupsakan kesepskatan ataupun hasil konflik di
antars kaum.elite, vang tidask wencerminkan kelompok
sasaran (masyvarakat). Terlebih lagi dalam masyarakat
dengan latar budsva psiernalistik, demikisn besar
persepsi bshwa tanggungjawsbh untuk mensejahterakan dan
melindungi mesyarskat dsri kejshatan disnggsap terletsk
di tangan ksum elit, bukan di ftangsan masyarakat

sendiri. Dendgsn demikian, pembustsn kebijakan akan
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sangat dipengarunhi oleh nilai-nilsai, siksp, dan
pandangan ksum elit. Partisipasi dan hepentingan
masvaraksat dalam perumusan maupun pelaksanaan
kebijskan seringksli disbsaikan. Melslni ursisn ini
kits dapat memshami dalil vang dikemukakan oleh
Richard @uinney bashwa sebsgsl slst hekusssan (politik)
makas hukunm tidak mewakili norma-nerma dan nilai-nilsil
dari =zemus anggots masysrakst, melainkan hanyse bherigi
kepentingan (interest) dari beberapa orang, vakni
mewskilil hepentingsan kelonpok masvarskat vang
menrpunvail kekuassan (power) unitunk menentukan kebijakan
nmum. Delasm merumnskan hnkum (undang-undsng)y ini maksa
sekelompok masyvarakat dapat melakuksn kontrol terhadap
vang lzin demi kepentingan sendiri.

Setiasp pembustan kebijskan merupsakan proses yvang
terdapat dalam sustn sistem politik. Sewmentars  itu,
setiap sistem politik henyva ada Jika di dalsmnys
berlangsung antar hubungsan vang saling bergsntung dan
mempengaruhi dari berbagal komponen, yaitu tindakan,
relaku, dan orientassi nilai. Selanjutnys, antar
hubungsn dari keseluruhan komponen tersebut berproses
secars resivrrosiksl membentuk pols sistem @ input -
proses - output - feedbsck. Secara singkat, dimulai
dari sistem politik vang menanggspi Iinput berupa
tuntutan-tuntutan (demandsy, dukungan-dukungan
( supportsy, atau sumber-sumber (resources) dari gsemus
pelakn vang terlibat yang memints agar kepentingannya

dipenuhi oleh sistem. Reluarsn stau ocutputb dari sisten
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politik tersebut =adslah kebiiskan. Kemudian sisten
politik mengelolas ztsu merespons umpsn balik { feeback)
vang berasal dari atsu diakibatksn oleh output sizten
politik itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan apa vang dikemuksksn

David Esston sebsgsimans dikutip oleh Bambang Sunggono

vang menafsirksan: "gigtem politik sebsgsi sustn
keseluruhan dari intershksi saling mempengaruhi
sehinggs terjadi pembagian nilasi-nilai untuk

masyvarakat. Jelssnya. mencakup keseluruhan pendsapat,
perilaku, dan kedudnhkan dari semus wargs masyarakat
dan organisasi politik atau sosisl vyang bertujuan
memnpengaruhl  isi, perwniundan, dan skibsat-akibat dari
kebijakan" .92

Dalam s=sistem kebijakan tersebut, tidak semua
tuntutan dapsat dikelola, diproses, atsupun dikonversi-
kan oleh sistem politik (hzrens terbatasnys dukungsan
atan sumber daya). Qleh karena itu, kebijakan pads
hakikstnys merupskan "Jegitimasi"” prioritaz tuntutan
vang perlu dikelols astaw diwnjudkan. Karens tuntutan
tersebut didesakkan oleh berbagsi mascam pelakn  vang
tidek semusnva dapat dipenuhi oleh sistem politik,
dengan demikiasn proses pembustan kebijakan dapsgt

dilihat sebsagsi ‘'pertarungan’ atauy bargaining sntar

9y  Bambsng Sunggonce, Hukum Dan Kebijakan  Publik,
Jakerta: Sinsr Grafiks, 1994, hal.38-40, den Jjuga: Samodra
Wibews, Kebijakan Fublik: Proses  Analizis, Jakarta: Inter-
medisa, hel.13-12
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semua pelsku. Setisp pelaku yvang mendesakkan tuntutan-
nys wmengharapksn tuntutan-tuntutsnnvs terpenunhi dan
remenuhan btuntutan seorang pelakn (kelompok) berarti
mengurangl kemunghkinan terpenuvhi tuntutan pelakn lsin,
sehinggs mendoronzg terjadinya perebutan sumber daya
atan dukungan di sntars para pelshs, hal inilsh dslam
pendekatan kebijakan disebut sebsgsai konflik politik.

Di samping sebsgsl perjusngsan politik, pembuatan
kebijakan Juga merupakan persocalan pemilihan
slternatif, harens kebijaksn vang dibust pada zhkhirnys
adalah salsh sstn di sntara semwa usulan kebljskan
dari psarz pelakn (shktory. Berarti, terlihat besarnys
peransn nilai-nilal yang mempengaruhi sikap dan
perilaku dari pars pelshku.

Sering disebutkan bahwa kebijakan merupakan
fungsi dari nilai-nilsi serts perilakn para pelaku
vang terlibst didslam sistemnya, sedanghkan nilal dan
perilaskun merupakan fungsi dari kultur dan  straktur
sistem politik.lo)

Pengaruh nilai dan perilaskn dari pelakn ini
tidak hsanya pads saat kebijakan dibuat, tetapi Jjuga
ketiks kebiiskasn diimplementasiksn msupun pada saat
dilakukan evaluasi kebijakan. Menurut vang diidenti-
fikagikan James E. Anderson, nilai-nilsi vyang memn-

pengaruhi siksap dan perilakn para pelaku kebijskan

10Y James E. Andeveon, Public Pelicy Marking, Wew York
raeder Publishers, 1979,

-
o
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tersebut adalah nilai-nilsi politik, organisasi,
pribadi (personal valueses)., nilail hebijzkan, dasn idec-
logis. Balam konteks inilah kits dapsat memahaml
mengaps kejahatan-kejahatan tertentn mendapst
perhatian penegak hukum dibandingksn dengan kejahsatan
lsin. Kurangnvs perhstisn penegask huolkum Lerhadsp
bheheraps Jenis kejshstan korporasi, jugs tidsk ter-
lepss dasri nilsi-nilail pribadi penegsk hwhkum atau
wargs masyvarakat berupa kurangnya pemahaman masyarakst
mzupun penegak hukum terhadsp kejashsatan korporasl itu
sendiri, sataupun pengaruh nilai-nilai pelitik dan
organisasi, karena pelakne kejahstan hkorporasi umumnya
dikenal dekat dengan pusst kehkuassaan.

Seperti sps vang dikemukskan oleh Soegmitro
Dicjchadikusumo bahwa: Dewasa ini masih ada
kesenisngsn vang semakin lebar di  antsra pelskn
ekonomi dalsm arti masih belum adsnya pemeratasn
ekonomi dan kesempatan pads pelaku sktif gZolengan
ekonomi menengsh dan keecil. Kesenjsngan ini disebabkan
Pemerintah dipandzng belum secars serius berkehendak
mensngseni masalah 1ini. Kesenjandan dimaksud pada
gilirannys akan mencipiakan skumulssi kekaysan pada
segelintir konglomerat dimans kenyatsan di Indonesisa
menuniunkkan bsahws kelompok ini merupskan {binatsng)
Cctopns vang sudah mengussai (monopoli) pasar ekonoml

Indonesia, bahkan jugs memiliki skses kepada pusat
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kekuasaan.ll}

Dzmpak dari ketidskadilan di bidang
sosial dan ekonomi ini, jugs akan sangst mempengaruhi
upays Pemerintah untuk menciptakasn kesdilan di bidang
hukum. 127

Menurut Albert O. Hirschmsn, sebagaimsna dikutip
oleh Robert P. Clark 13}, di negara-negara berkembang
seringkali ditemukan "failure-pronepclicy process"”
(proses kebijsksn vang mudsh g2szg3l1), vang disebsbkan
oleh ketidskmampuan kaum elit negara-negara berkembang
untuk menghasilkan kebijakan yvang tepat. Hzl ini dspsat
ditelusuri melslui ketidakmampuan struktur sosial dan
psikologil tertentw dalam menerims kebijskan vang
dirumusksn dan dilaksanakan. Dalam menghadsaspi ketidak-
mampnan ini, berbagsi kelompok dalam masysrakat mulai
menvadari kegagalan ksum elit dan memaksa pembuatl
kebiiakhan memikirkasn masszslah mereks. Dan jiks kondisi
nssalahnys semakin  “skut", maka tidak Jjarang di-
selesaihkan dengsn tindsk kekerssan untuk menarik
perhatian. Berbagsi upays penyvelesaian dilakukan oleh
pemerintah, mulzi dari solusi mengadopsi kebijskan
negara-negara maju sampai dengsan mempergunakan

hekunstan sngkatan bersenjats, misalnya kebijskan vyang

11y EKompas 12 Agustus 1894, lihat juga Romli Atms-
sasmits, Kapitas Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi, Bsndung:
Mandzr Majn, 1995, hsal.bi.

12y Ibid, hsl.52

13) Robert P.Clark, Power and Policy In The Third WHorld,
Mew York: Macmillsn Publishing Company, 1991, hal. 158
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ditempuh pemerintah Peru untuk menyelesaikan kehidupan
perekonomian sektor informsl sebagsimans terlihat psds

145 atau tindskan

studi vang dilaskukan oleh De Soto,
Extra Legal Exsecution (Vigilsntisme) vang pernsh
dilakukan Polri dalasm wmenangasni kejshatan, dimana
empati lebih menonjol daripsads prosedur formzsl.

Sisi lain dari kajisn pembuatan kebijskan publik
vang dapat dipergunskan dalsam menganslisis pembentukan
hukum =adalab konsep bahwa pembuastan kebijakan publik
mernpskan proses vang Lterdiri dsri beberaps bagian
vang eistemik. Robert P.Clark., mengemukakan bahwa
pembuatan kebijsksn itu terdiri dari kedistan-kegiatan
penentusn tujuan (penetapan), pengambilan tindakan
(implementasi), dan evaluasi hasil.}®?

Jika suatu kebijakan telsh ditetapkan maka
dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanskan kebijakan
tersebut. Sistem inilsh yang menurut Victor Thomson
dinamskan birokrassi dan kemudian dilskukan evaluasi
terhadap seluruh saktivitas fungsional. Terputusnys
keterhkaitsn stan Jaringan kegiatan-kegiatan
kebijsksanaan tersebut membawa inkonsistensi. Akan

tetapi perlu ditegaskan kembsli bahwa pada setiap

bagian kegistan kebijskan tersebut diwarnsal ocleh

14} Hernsnde De Soto, Masih Ads Jalan Lain: Revolusi
Terselubung Di Negara Dunia Ketigsa, Penerjemsh: Masri Maris,
Jakarta: Yayaesn Obor Indonesia, 1992,

15% Robert P.Clark, Op.Cit., hal.160
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konflik kepentingan.lB)

Dalam kmitan ini, muncul pendapat bahwa hal yang
paling kritis dalam kebijaksn publik adalah kegiatan
untuk melaksanskan kebijaskan. Jika sustu kebijskan
vang tertuang dslsm hukum telah ditetapkan maka
kebijakan tersebut tidsk berhasil dan terwujud kslan
tidak dilsksanakan. Dengan demikian, kedudukan
birokrasi menewpsatl posisi strastegis. Birokrasi banvak
mendominasi hebijakan Pemerintah dalam mengatasi
masslah-masslah vang multidimensi dan vang menyanghnt
hidang-bidang teknis yang menjadi tugas pokoknya.

Henurut Egmi Warasih, dalam melaksanakan
kebijsksn psra birokrat skan menentukan kebiljskan
sendiri untuk dapat menvesuaiksn diri dengsn situasi
di mana mereks berads, akibat keterbatasan akan
sumber dava vang tersedis balk berups informasi, dans,
tenaga shli, tenaga terampil, maupun pengetahuan yang
mereka miliki.+?’

Ditambzhkan oleh B. Guy Peters, seperti dikntip
oleh Charles 0. Jones menyatakan bahwa: Birokrasi
memiliki keuntungsn yvang besar dalam proses kebijakan;
is. mengendalikan informasi, menguasal pengetahuan

18y Miftah Thohs, Dimensi-dimensi Prima Ilwmu Administrasi
Negara, Jskarts: Rsjawsli, 18986, hal.B5

17y Esmi Warasih, Kegunasn  Telsah "Kebijiakan Publik”
Terhadsap Peranan Hukum di Dalam Masyarakat Dewasa Ini, Makslah
Pads Pertemusn Dosen—dosen Sosiologi Hukum PTH-PTS Be-Jateng,
Bandunzern: FH UNDIP, Juli, 1995, hal.9.
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gerta memilikl "ideclogi departemen”.l8>

Dalam konteks inilah, pars birokrat termasuk
spsratb penegak hukum dalam mewujudkan tujuan
kebijskan, cenderung untuk berslih kepads tujusnnys
sendiri, sehingga dapsat dikatakan setiap birokrasi
dapat mengalami pergantian tujuan (displacement of
goalsy, terlebih lagi karens para birokrat mempunvail
diskresi dan sering bertindak hanya gsebsgsil perwsakilan
dari organisasi sosgial atau politiknva.

Setiap hunkum (undang-undang) vang diberlahkukan,
akan berubsh, baik melalui peruabshan formal maupun
melslui cara-cara yvang ditempuh oleh birokrassil ketlks
bertindak. Perubahan ini disebabkan oleh kekusatan-
kekustan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.
Perubahan-perubahsan itu terutams disebabkan oleh
berbagsi resksi yvang dibangkitksn oleh pars pemegang
peran terhadsp pars pembusat undang-undang.

Selanjutnys., dslam melakssnakan sktivitasnva,
maks parz birokrat mssih akan menentukan suatu
kebijskan tersendiri nuntuk dapat menyesusikan diri
dengan situasi di mana mereks berada. Hal ini dapat
disadari karens sebagsimans dikemukskan oleh Lawrencs
M. Friedman bahwa: "faktor vang menimbulkan perbedasn
dslam kehidupasn hukum dalam masyarakat adalah adanys

18y B. Guy Peters, 7The Politics of Bureaucratie:
4 Comparative Perspective, Wew York: Longmsn, 1978, hal.32.
lihat jugs Charles Q. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public
Policy), terjemshen: Ricky Istamto, Jsksrts: PT RsjasGrafindo
Persads, 1924, hsl.319.
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budaya hukum (legal culture) vyang merupakan mnotor
renggerak dan yang merupsksn jembatan vang menghubung-
kan antsrs peraturan-persturan hunkam vang berlakn
dengan perilashu mesnusis dslam mesyarashat, termasuk di
dalamnvs adalsh kategori nilai dan sikap-sikap vang
dapat memnpengsarvhi proses pelaksanaannya”.ig)
Sebagoimana dikemukashan oleh Miftsh Thohs, Jjiks
gsuatn  kebijakan telzh ditetapkan maka hkemudlian ber-
gerak dari srens politik ke arena infrastruktur
birckrasi. Demikian pula suatu siksp dan perilaku vang
terbuka bergersh ke sarsh siksp dan perilshwy vang
tertutup. EKeterbuksan telah beralih ke dalam sgituasi
dan Torum tertutnp seperti rapat-rapat panitia proyvek,
rapat keris departemen, lokaskarya proyek yang terbatas
atauvpun rapat penentuan sasaran operasil kejahatan.zo)
Pogisi strastegis dari birokrasi ini  semakin
dipertegss oleh kenyatsan bahwa birckrasi itu identik
dengan pusst keknassasn. Merehks vang mempunyai
kekussaan dan yang berads di pusst kekuasaanlah vang

mempunysai peluang untuk berbust dalam proses pembuatan

kebijskan termasuk melshknkan kejshatan.

19y Lawrence M. Friedmen, On Legal Development, Rutgers
Lew Review, 186%.

Mermrut Lewrence M. Friedmsn, budaya hukom  (legal-
cultnre) itu tidak lzin sdslsh keselurvhsn fzhtor yeng menentu-
ken bagaimans sistem hukum memperoleh tempatnys yang logi=z dalam
keselurnhan kersnghks budayz milik mesyarshkst.

20) Miftah Thohs, Op. Cit., hal.66.
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Helalul kajian terhadap pelaksanaan kebijakan
dalam hal bekerjanvs birockrasi penegak huokum ini, kita
dapat memahami salah satu persepsi dari teori labeling
bahwa kejshatasn bukanlsh kuslitss perbustsn vang telsh
dilakuksn seseorang, melsinkan sebagai akibat dsari

diterapkannyvs perstursn dan sankei oleh orang lain

kepadsa seseoreng pelsngger. Dan penjahsat adalah
seseorang terhadap siaps label tergsehnut telah
dikenakan, perilaku kejshsatasn adslah perbustan vyang

oleh orang-orang diberikan label demikian.21)

Jadi spas vang dinsmskan devian, yailtu bergantung
dari pensmaan terhsdap perilskus itu dalam suatu budaya
atau suatu kambi (setting) tertentiu. Dengan demikian
dapat sajs sustu perilakn dinamakan devian ocleh
sekelompok .orang tertentu dalam kuorun waktu tertentu
dan demikian puls sebaliknva. Ini berarti apa vang
dinvatakan sebsgsi benar atsu salah, dirumuskan oleh
masyvarskat, dan dengan demikian "kejshatan” bukanlsh
snatu perbuatan, melainkan suatn "kata saja”.zz)

Di tangsn para birokrst (penegak hukum) sering
terijadi "displacement of geals”, tujuan perlindungan

masyarakst (soeial defence) dari Undang-undang dalam

perjalansnnya telsh menghasilkan adanya pihak-pihak

21y 1lihst Howsrd 8. Becker, Outsiders, London: Free
Press, 1973, hsl.9. lihst jugs Burton Wright dan Vernon Fox,
Criminal Justice and The Social Sciences, FPhiladelphis: W.B.
Semnders Company, 1978, hal. 152,

22y J.E Sshetspy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar,
Bandung: PT Citrs Aditya Bskti, 1992, hal.3-4.
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vang mendspatksn perlskusn vang tidak samas dan tidak
rgsional. Ini terjadi padas penyvelessian kasus kalil
Bsbon, dengan adanys Prokasih tersebut sebenarnya
Pemda Tk II Kotamadiz Semsrang dapst dikatskan telsh
melakuksn displacement of gozls.

Fenomens vang akan sulit dihindsrksn, yaitu apa
vang dinsmakan oleh Kuypers "Osmose" antara kultur
penguass dan hultur pengusahsa, sehinggs spektrunm dari
dua kelompok ini skan mensmpakkan diri sebagai suatu
"Sehizofrenie”. Dengan perkatasn lain, oleh karena
pengussa tidak daspat tidak akan memasuki kegiatan
hidang pengusahs karena konstelasi birokrasi dan
kegistan pemerintahan dslam bidang kesejahteraan vang
tidsak dapat dihindsrkan, dengan sendirinys akan
terjadl semsmcam asas resiprositas, sehinggas pengusaha
jugs =aksn berkiprah ke dalam ruang lingkup kegistan
pemerintahan. Mau tidak man akan teriadi kolusi dalam
verbagai dimensi, sebsagai skibat vyang tidaek dspat
dihindarkan akan terjiadi perbuatan-perbuatan vang
secars morasl dan etis apalagi hukum tidask dapat

dibenarkan.23>

Dalam proses penveleszian kasuns-hkssus pidans,
terjadinyva displacement of goals ini telah dikajil
dengan sangst mensrik oleh Donszsld Black. Studi vang

dilakuksn oleh Donald Black menunjukksn bshwa: hkasus-

23y J.E Sshetapy, Globslisasi Dan Kejahatan, Maksalah:
Pads Seminsr Eriminclogi Re VII. Demsrang, 1994, hal.ll.
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kasus vang identik secsra teknis yang menyinggung
kasus-kasus vang sama dan didokung oleh bukii vyang
z=sms  seringkali ditangani =secars berbeda, mwmisalnys
perbedsan reaksi petugas stau birokrat penegak hukunm
terhadsp Lkssus-kasus vyang secsars Leknls memenuhi
syarat sebagal pembunuhan mencaskup dari yang hampir
tidsk ditanggspi sams sekali sampail kepada hukuman
mati. Di ssmping ity menurut Donzld Blasck, setisp
kasus mempunvai ciri-ciri seosial, yakni menyanghkut
asisps vang melskukan éengaduan terhadasp siapa, siapsa
yang menanganinys, stau pihak lain yang terlibat, dan
ciri-eiri sesizl orang-orang tersebut merupakan
stroktur sosial dari kasus tersebut. Struktur sosial
ini sangast penting bszi pemshaman perbedsan hukum dari
sustn kssus vsng identik secars teknis dengan kasus
1zinnva. Dengan demikian struktur sosial suatu hasus
memprediksikan dan menjelaskan bagaimana cara kasus
tersebut ditangani.gé)

Dengan demikian, pendekatan kebijskan ini
sekaligus shkan memberikan bantuan dalam menjelaskan
proses pembentukan dan perkembangan hukum. Karena
kebijakan pemerintshan bukanlah arena vang terisclir.

Kebijaksn veng dihasilkan pemerintah berasal dari

24Y Donald Balek, Seciclogical Justice, New York: Oxford
University Prese, 1989
Menurut Donald Black., pemshsmsn terhsdap ciri-eirl sogial
dsn srruktur sosisl suatn kesus terssbut merupakan pengaruh atsu
akoes dari pandsngan sosiclogis dalsm melihet hmbhum  (sociologi-
cul model) veng berbeda dari psndangan-pandangsn formzlisme
habnm (Jurisprodential model).
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semus kejadisan dslam masyarakst, tumbnh dalam praktik

hehidupan mesyvsraskat, den tidak merupshan peristiws

yvang berdir: sendiri, terisolssi dan asing bagi
masyarakat. Henys s=2ija seperti telah diuraiksn di
atas dalam perjalanannys, bagasimana kebijaksan

Pemerintsh (spskah melakukan stan tidak melakukan)
dalam realitsnvs, sensntiazss ads pihsk-pihask vyang
mendapat perlakuan yvang tidsk sams dan tidak rasionsl.

Gambaran di atas menunjukkan bahws hunkum dan
kebijakssn publik merupsksn dusz hal vang dapst dibeds-
kan htetapi tidak dapat dipisahkan. Penelurusan empiris
ings memperlihatkasn bahwa " law effeciively legitimates
policy" ,sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Seidman:
“... Lo promote economic development, gZovernments must
rely upon %to law, for the legal order is filter

through which policy become practice“.zs)

25) Lihst Robert B.Seidmsn, Law and Development:A& General
Hodel, Law snd Society Review, 1972, hal. 311 - 339.




BAB IV
PERUTUP

A. EKesimpulan
Berdassarkan =sps yvang telsh diursiksasn dsalam  bab-
bak sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1 5. Pengetahusn masyarzkst horban mengensi pencemsran
lingkungan sebsgdsi ssalah satu bentuk kejshatan
diperoleh ketikz mereks berintersksi dengan
linghungannvse, vaitu ketiks mereks memperoleh
masukan dari PPL dan Balai Penelitisn. Rangssngsn
vang diberikan oleh PPL dan Balsi Penelitian
menyebsbkan korban wmelskukan respon dan melspor-
kannysa kepads instansi terksit.

Begitu Jugs pengetzhuan mereks tentang penegaksn
hukuam lingkungan Jjugs didapat dari intersksinya
dengan linghkungan, sewsktu melazkukan perundingan
dengan aparat pemerintzh dan wskil pengussha.
Dari hasil perundingsn ini kemudian mereka dsapat
memberikan penilaian dan menswmbsh pengetshuan
merehka tentang penegashan hukum linghungsn, vang
menurnt mereks tidak mencerminkan keadilan
melainksn menguntunghsn pihak perusszhsan.

Pengetahuan mereks bertambah ketlka mereks minta
bantuan pihak LBH, pengetshusn vang didspst

wemudian membentuk persepsit mereka terhadsp apa

vang mereka alami.
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Ini menunjukkan bshws persepsl Seseorang
tidak Jjstuh dsri lsngit melsinksn merupakan hasil
konstruksi vyaitu gambaran yvang diciptakan oleh
pelaku-pelakn sgsinl, vang merupakan hasil
penafsiran orang (orang) terhadap fenomena ter-
tentu satas sguszbu intershksi yvang terisdi dalsm
konteks tertentu. Dimulsi dari adanya rangsangan
vang datang dari lusr, hemudian memperoleh arti
melzslui proses belajsr yaitn membandingkan
pengalamnan mass  lampan dan sps vang sedang
dialsminya untuk kemudian membandingksn beberapa
kemunghkinan caras pemecshsnnyvs dan ssmpailah pads
pilihan tertentu. Pilihan tertentu inilah vang
hemwadian tercermin dalam perilskunve vang nampsk
dari tindskannya.

Persepsi mssyarskst industri terhsadsp kejahatsn
pencemarasn linghungan Justeruw bervariasi. Ada
penguszhs  yang mengangdap membusang limbsh vyang
melebihi  bakn mutu lingkungsn dianggdap sebsgsi
kejahatan, sads vyang mengsngdsp itu hal vyang
bisss, karenaz wmenurut merekas, kali adalah tempat
untok membunang segsls macam kotoran.

Persepsi pengusaha industri terhadap penegakan
makum lingkungan jugs bervarissi, sds vang lebih
menyukal diselesaiksn lewat Pengadilasn karena
dengan begitu mereksa mendapathkan kepastian
mengenai kesalshannyz. Ada puls  vang _setuju

dengan musyawarah,
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Mengenal sanksi yang diterapkan pengusahs
merssa heberstsn kalsw harus bersifst humnlatif,
melainkan 1lebih suks bils bersifst alternatif,
misslnyvas dengan dends sajia. Mereks tidsk getujn
dengan pildana peniara seperti .yang tercantum
dalam Psssl 22 Undang-undang HNo.4 Tahun 1982
kerens dianggsp terlslu herat.

Persepsai penegak hakum/birckrat terhedsp
pencemaran lLingkungan, sangsai bervarlasi.

Pihak Pemds menganggap bahwa kasus
rencemsran linghungasn buksn sebagai kejahatan
vang hsrus dikenshksn sanksi pidsnas. Kejshatan
pencemaran lingkungan masih ditoleransi untuk
diselessikan dengsan Kebijshksn Pemerintah melalui
dus tzhap. Tahsp pertams, yzitu pendatasn dan
ansligis mengensi kegistsn usahs, dampak dan
tingkst pencemsrannya. Tahap kedus, penvelesalan
kasusnys. Dalam tshap kedus ini dimunlsi dari
penangansn sengkets kasusnysa, kemudian dilanjut-
kan dengsan penanggulsngsn DENCENST N dsan
kernsakan sumber dayas slsmnya (perbaikan sumber
dava alsmnys). Penvelessian sengketa kasusnys
dilaknksan melaluni musvawarah, sntara pihak
pencemar atau wakilnya, pihsk korbsn atan wakil-
nya dan pihsk Pemerintah Dserah Tk II Kotamadia
Semarsng (dalam hsl ini Bapedalds) bertindak
selaknu medistor, PEMDA bertindak sebagail

penghubung antara pihsk pencemsr dengan pihak
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korban. Dalsm penvelesaian kasusz lingkungan,
PEMDA berusashse mencsri penyelessian SEQsTSs
musyawarah melalul pengsmatan fakta di lapangan
dan didukung dengsn penguiisn laborstorium. Dari
hasil pengasmatan dsn pengujisn laboratorium
tersebui, kemudian ditindsklanjuti dengan saran-
saran. Keputussan shkhir darl proses musyswarsh
beradas di tsngsn pesrs pihak, sedsngksn medisztor
hanyas mempertemukan keinginan pars pihak serta
memberikan masukan mengensl sliernstif pemecshan
masalah. Selsnjutnys para pilhak wajib melaksana-
han hasil keputusan,

Sedanghsn penanggulangan pencemarsn dan
kerusashan lingkungan (perbsikan sumber daya
slsmnyva) dilskukan dengan jalan membsriksn surst
Péringatan stau melsluil penandatangsnan Super-
kasih terhadszp pabrik pencemzr dan stsu perusak
lingkungan untuk dilskukan pensangsnsn/pengelolaan
limbah. RKemudisn dilakuksn pemantsusn rutin
terhadsp limbsah pabrik. Pihak pencemsar dan atan
perussk lingkungsn harus memberikan laporannya
secars rutin. Apsbila ternysta diketemukan oleh
pihak BAPEDALDA bahws pihak pencemar dan aban
perussk lingkungan tidak memenuhi isi surat
peringstan maka dilaskukan surat peringstan vyang
ke dua. Bila ternyats pihak pencemar masih Juga
tidsk berbust apapun  maks diberikan surat

peringatsn vsng ke tiga dan bila ternyats tidak
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jugs berbust apapun sesuail dengsn isi surat
peringatan  barulsh dilskuksn tindakan. Tindsaksan
vang dimaksud adalsh penjstuhan ssnksi  adminis-
tratif, vangZ berups penutupsn sementars saluran
pembuangan limbsh, penghentisn sementars kegistan
produksi vang wmenghssilksn limbsh, penvegelsn
semus sSalursn  limbsh, pencasbutan ijin HO dan
sankai/tindaksn lain yang ditentuksn dslsm  ijin
vang dimilikinva. Mamun sejak berfungsinysa
BAPEDALDA, Tshun 18983, PEMDA Tingkst II Kotamadis
Semarsng (dalam hal ini BAPEDALDA) belum pernsah
menjatuhkan  tindshsn. Hsl ini disebsbksn adanys
kebijsksan Wslikotamadia Kepsala Daerah Tinghkat
IT Bemsrasng yang menghendaki selams masih biss
diselesgiksn secars kemitrsan (complisnce) szkan
tetzp diusshakan terlebih dahnlu. Hal inilsh vang
merupskan =ebab bshwa di Kotamadia Dati It
Semarang canpal ssst ini belum pernsh sdsz  kasus
linghkungan diselesaikan lewat Pengadilan.

Padashal bils kits membacs Penjelssan Pasal 20
ayat (2) vang menyatakan bahwa, bilas tidak dapsat
tercapai kats =mepskst dslasm bstas waktu tertenin,
maka penvelessisnnya dilaknkan melsluil Pengadilan
Negeri. Mamun demikisn PEMDA Tingkst II Rotsmsdis
Semsrang belum pernah melimpshhkan kasus
pencemaran dan perusskan lingkungan hidup ini ke
Pengadilan HNegeri Semsrang. Kerjasama antara

pihak Penyidik , Penuntut Umum, dan pihak Pemds
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dalam hal pelimpshan perksrs belum pernsh dilsku-

kan. koordinasi santar instansi nampak lemsah
seksli.

FPengsruh hondisi strukiur politik, ekonomi,
sosial, budaya Lerhadsp pensgakan hukum

lingkungsn di Kotamadia Semarang sangat begsr,
Hal ini nsampak dari tidak adanya kemsuan vyang
sundguh-sungguh dari Pemerintah Daerzh untuk
melimpshkan kasus pencemsrsn lingkungsan ke
Pengadilan, diksrensksn adanys berbagai
kepentingan dan tujusn. Pemda masih mengutamakan
pembangunsan, seperti memperluss lapsngsn  kerja,
menanbsh pendapatan Pewmds, dan sebagainya. Oleh
karenanya atas dasar ketentusn vang menyvatakan
bahwa Walikotsmsdis adalah pengussa tunggasl di
daerahnys mzks Pemds Tingkst II Kotamadisa
Semarang mengambil eiksp untuk menyelessikan
kasus pencemnsran lingkungsn dengan konsep
kemitraan. Penvelesaian melslui konsep kemitraan
ini dslesm praktiknva cenderung menguntungkan
perugshasn dan merugikan masysrakat korban. 1Ini
terjadi padsa renyelesaian kasus Ksli Babon
tersebut di stas. Dalam Filosifinya penyelesalan
SeCcara kemitrsan ini adslah untnk mendaspstkan
keadilsn, namuan kenyvatsannys dalam praktik
mesyvarakat cenderung menjsdi korban ketidak-
adilan. Terbstasnys kemampusn ditambah dengan

posisi vang lemsh menvebabhan maasverahsat
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korban hsrus menerims putussn, walsupun sebenar-
nyz menoclsk putussn tergebut, nsmun karens
ketidakmampuannva mempengaruhi elit penguass
menvebabkan posisinysa menjadi terkalshkan,
bahkan Prokssih vang sasarannysa dimsksudhkan
untuk mennrunkan beban pencemsran vsng diskibat-
kan oleh limbah, nampsknys justeru dipakail untnk
menambah penghagilan bagl apsrst, yvaitu sebsagsi
suatu “provek”
B. SARARN
1. Mengingat Undang-undsng No.4 Tahun 1982 banysk
kelemahannya, antars lain belum adsnys Peraturan
Pelakssnsan seperti yang dismsnstkan dalam Pasgal
20, tidak adanys ketentusn lebih lanjut mengensail
zisten dsn prosedur perbanggungliawabsan badan hukonm,
tidak adasnva ketentuan mengensai Jenis sanksl vyang
dspst dijatuhkan terhadsp badan hukum, tidsk adanya
ketentuan mengensi kapan atau unsur-unsur aps untuk
dspat dikatshan sdanys perubshan lingkungan,
meENRrUnNys kuzlitss lingkungan sampal derajat
tertentun, atan lingkundan menjadi hursng/tidak
berfungsi lsgi sesuai peruntuksannys, dan sebsgainya
nenvebabhkan pelaksansan penegshkan hokum mengalami
hambatan. Sehubungsn dengan itun, sebsgali Undang-
undang payung, maks sudsah ssatnys untuk diadakan
recrientasi, reevaluasi, reorganisasi, dan
reformssi terhsdsp substansi perundang-undangsan

seperti: perlunya pertanggungiswasban korporasi.
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Tidak adanya PPNS sebagai saparst penyidik pads
inztanei/departemen vang hersanghkutan seperti
departemen perindustrian, pertambangan, pertanisn,
Bapedsl dan sebagsinvae merupzkan kendals bagil
penangsnan kagus linghungan. Oleh karenanysa
penganghatan PPHS sebagsl penvidik pegswsl negeri
sipil pads instansi vang bersanghkutan mutlak
diperlukan untuk mengatasi dan menanggulangi faktor
kendsala vang berkensan dengan tersedisnys saparst
penvidik kasus lingkungan, di samping Jugzs perln
diwanjudksn koordinssi vang bsik antar instansi.
Mengingst hukumw lingkungan sspeknya sangat luss dan
kompleks, karena berksitan dengan berbagsil disiplin
ilmu, sehinggs kecil kemunghkinan aparat penegsk
hnkum dsn pihalk vang terksait termasuk disini
pihak konsultan msmpu menguassl berbasgal aspelk
linghkungan, maks diperluokan adanya pendidikan
tmkum linghkungsn melalnui penstaran, kursus, atan
lstihan bagi mereks agar mampu menzangani kasus-
hasus linghkungan atss dassr wawasan yang kompre
hensif-integral. Dengan demikian ferdspat persamaan
persepsi antars apsarat penegak hukuam tentang
berbagai sspek hukum lingkungan.

Mengingst kurangnys Sarsns prassrans yang dimiliki
khususnya laborstorium yang memenuhi sysrat, méka

peria ditingksthan jumlah laborstorium vang

representakbif.
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Mengingst mahalnya biays pengelolasn linghkungan
mernpakan kendsls yvang harus diatasi, maks pemberi-
an kredit berwswasan lingkungsan terhadap perusshasan
bershkala kecil untuk pembelisn szlat pengolash limbah
perlu dimssysrakatkan.

Rurangnyvs kessdaran masyvarahkat (termasuk disini
pengnsaha  industri), menvebabkan penegakan hukum
lingkungsn terganggu, untuk itu perlu dibina dan
ditingksthkan melalui ungahs-usahs seperti:
penyuluhan, penersngsn, bimbingsn, teladan atau
dengan melibathkan lemhaga swadaya masyarakst

delsm penanggnlsngan mesalah linghungsn.
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